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PENDAHULUAN

A. LATAKR DELAKANG

Nepea  Indonesie merapabkan negara yang berdasarkan  atas
Pancarla dan Undang Undang Dasar o 194D, pengakuan terhadap HAM
terlont denpan equality before the law {persaniaan di depar hukum) yang
dipmin dalame sintem hukom Indonesia sebagaimana telah diatur dalam
Paral 28 Doavat (1) aonandemen ke 2 UUD NRI Tahun 1945 yang
membenkan puninan terhadap penpakuann, perlindungan dan kepastian
hukum yang adil dan perlakuan yang smana bagi setiap orang. Bantuan
hukum merupankan hak konstitusionnl setinp warga negara atas jaminan
perlindungan hukum dan jnminan persamaarl di depan hukum, sebagai
sarann penpakunn HAM. Mendapatkarr bantuan hukum bagi setiap orang
adalnh perwujudan  acces to o justice (nkses  lerhadap keadilan) sebagai
implementasi dari juminan perlindungan hukuam, dan jaminan persamaan
di depan hukum. Hal ini sesuni dengan konsep bantuan hukum yang

dihubunpkan denpgan citn_citn negara kesejnhteraan (welfare state).



all). Hal ini bahkan merupakan

universal. Konsep ini menjadi Pt

pada kenyataan adanya sekelom.

mampu, sehingga sering  tid:
mendapatkan keadilan (yang se

dengan konsep negara hukun:
gagasan negara hukum (konstit
campur tangan karena hal itu n
hak setiap orang mendapatkan
menjamin terselenggaranya ba
orang yang tidak mampu se!

keadilan yang merupakan ama

Sistem hukum Indon
menjamin adanya persamaan

sehingga dalam Pasal 27 ayat

bahwa:

“setiap warga Negara b
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-~

a. menjamin dan memenuhi




] mewujudkian peradhilan yang, feht
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sanituan bulaan merupalkan
yang, bertujuan untulk  mermber,
pf:]"{]}}f:]:’:!rl terhadap hak hak oo
ditahan sampal  diperolehnya pi
Pernahaman  perhindungan huk
tersangka /terdakwa melainkan ha
terhindar dar1 perlakuarn dan tind,

sewenang-wenang darlt aparat penc

Bantuan hukum merupakan
Peradilan Pidana karena merupak:
Asasi Manusia (HAM) bagi setia
bantuan hukum. Hak atas bantua
hak yang terpenting yang dimiliki
dalam setiap proses hukum, ki

umumnya setiap orang yang di t
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Jerneriksaan dintnva sedangkan

suatu tindak pidana vang dinad:

karena itu tersangka/terdakwa

hukum.

Di dalam mewujudkan mas
negara berdasarkan asas desent
ke-wenangannya pada daerah.
memberi arah wuntuk memper.
masvarakat di daerah. K

penyelenggaraan ctonomi seluas-|

Penyelenggaraan otonom
pembantuan diatur daiam kete:
Tahun 1945. Dalam ketentu
pemerintahan daerah provins)
mengatur dan mengurus send]

asas otonomi dan tugas pemba

ayat (5) menegaskan Pemerint:
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antul menbentulk Kebiplkan (pembentulan Peraturan Daerah).

Prerkentan denpan dasa kewenangan pembentukan Peraturan
Pacrah tentang, Bantuan Hulkun  didasarkan pada  Pasal 12
ayat(1) dan  (2) Undang Undang No 23 Tahun 2014 tentang
pPemerintabian Dacrah. Mengenai bantuan hukum  merupakan
urunan pcrmc:rim::h wiajibh, Dalam hal kewenangan bantuan hukum

dintur dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) yang menentukan bahwa

salah satu urusan wajib adalah di bidang sosial, perlindungan
masyarakat  dan terrmasuk pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak. Berdasarkan urusan wajib inilah dapat

ditafsirkan perlunya bantuan hukum bagi warga miskin.

Sclanjutnya dasar kewenangan pembentukan Perda Bantuan
hukum dilihat dalam ketentuan Pasal 236 ayat (3) dan ayat (4) UU

No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pada ayat (3)

ditentukan bahwa materi muatan Perda memuat:

e Otanami Daerah dan Tugas Pembantuan: dan
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tinpgi. Peraturan perUndang-Undangan tersebut adalah UU No

j6 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Jelas disebutkan

dalam Pasal 19 yaitu:
(1) Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan
Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Bantuan

Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan

Peraturan Daerah.

Ketentuan ini dipahami bahwa dalam penyelenggaraan
bantuan hukum harus ada Perda yang mengatu terlebih dahulu.
Mengingat pengaturan bantuan hukum diperuntukan pada warga
miskin, dengan demikian daerah dapat mengalokasikan dana
pantuan hukum bagi warga miskin melalui APBD.

Pemahaman dalam konsideran menimbang Undang-Undang

No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan hukum menegaskan bahwa

negara berkewajiban memberikan bantuan hukum bagi warga
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: »yara Pemberi }
aakukan  oleh
(lllclk.u
: o oanisast Bantuan
ANISaAsl- OUg
2 Pemberi Bantuan Hukum
paré

harus berbadan hukum, tidak d
konstitusional dan kemandirian
akan tetapi hal in1 harus dipahs
dalam manajemen organisasi ya
saing serta untuk memudahk
dan Kkoordinasi yang efektif
Pemenntah Daerah maupun

Hukum atau organisasi Bantu

Saat ini Berdasarkan dat:

Asasli Manusia RI Kantor Wil

bahwa Organisasi atau Ler

memberikan layanan bantua;

Keputusan Menteri Hukum C

Tahun 2016 tentang Lemb

Verifikasi dan Akrediiasi sebag

| R [ e
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4 LBH Barito Terbit Buntok.

Berdasarkan data dan paj
Kiranya untuk dilakukan kajian
Laskah akademis terhadap pembe:
pPisau tentang Bantuan Hukum B
pulang Pisau, sehingga penyele

diharapkan mampu memberikan

miskin yang sedang menghadapi p

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Penyusunan Naskah akade
hukum dan berbagai hal
pembentukannya. Isu hukum ¢
Naskah Akademik 1ni terdapat
memandu penelitian hukum ate

ni, yaitu:




2 Apa Yang monjadt perty

cosio-lopis, vuridis  pen

Daecrah  bantuan hukun
Pul:-\l'\t?; Pisau P

4. Apa sasaran yang akan

pengaturan, dan ruang

Peraturan Daerah bant

Kabupaten Pulang Pisau

D. TUJUAN DAN KEGU

NASKAH AKADEMIK

Sesual dengan ruang

e o\ A b

dikemukakan di atas, tuj

E
£,
E dirumuskan sebagai beriku

1. Merumuskan dan me:

dihadapi sebagal alasax

Daerah Daerah Kabup




dirumus_knn menjadt rumusan g

rancangan peraturan  PerUnda:
dilandasi oleh sebuah teort balw
perlandaskan pada kenyataan
semata-mata merupakan kehend:
Secara garis besar prose:
meliputi tiga tahap yaitu: 1). Tal
dan Konsultasi Publik, 3). Tahap
1. Tahap Konseptualisasi
Tahap in1 merupakan tahap
vang dilakukan oleh tim pc
melakukan konseptualisasi
konsultasi kepada tim ahli, F
2. Tahap Sosialisasi dan Konsul
Pada tahap ini, tim penyust

publik mengenai Naskah Ak:

Bagi Warga Miskin di Kabu
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A. KAJIAN TEORITIS

2.1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaiman:

dan munculnya teori perlindungan hu

alam atau aliran hukum alam. Aliran

Zeno hukum 1tu bersumber dari Tuh:
serta antara hukum dan moral tid:
aliran ini memandang bahwa huku
aturan secara intermnal dan ekster
diwvujudkan melalui hukum dan mor:

Fitzgerald menjelaskan teori ]
hukum bertujuan mengintegrasika

kepentingan dalam masyarakat

L. [ ferhadil
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Memberikan pengayomr, terhindayg, by, DR i o
kepada masyarakat Apar dapt menibinnt; ,.,.,,,,,,;d J
diberikan  oleh hukum, Hubirg i
mewujudkan perlindunggy, y
fleksibel, melainkan Uy
dibutubhkan untuk merel,

‘ 1k “eyang lemash dan belom bust seczrg o
ekonomi dan politik untuk memperolel

P heriban
bk hay Yarig
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Menurut pendapat Phillipus M., Hadjon babiwz:

Perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakon pemernintah yang
bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yany preventf
bertujuan untuk mencegah terjadiny senpketa, yang mengarahkan
tindakan pemerintah bersikap  hati hati dalam pengambilan
keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif
bertujuan  untuk  menyelenaikan terjadinya senpketa,  termasuk
penangananya di lembapa peradilan

Sesuai dengan urainn di atas dapat dinyatakan bahwa fungsi hukum
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perlindungan hukum bila dije

. gaeepst. Scebhelum 2 -
banyak porse psi. Sebelum mengurai

vang schenarnya dalam ilmu hukum,

m(.n‘,:vn:li pengertia n-pengertian yang

pcrlmdungnn hukum, yakni  Pe
perlindungan yang diberikan terhe
berbeda dan tidak cederai oleh ap
berarti perlindungan yang diberikan
Perlindungan hukum juga d
remudian meragukan keberadaan
perlindungan terhadap semua pih
karera setiap orang memiliki kedu
Aparat penegak hukum wajib
berfungsinya aturan hukum, mak:
akan memberikan perlindungan pa

aspek dalam kehidupan masyarakat

Perlindungan hukum dalam
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undang-undang. Perlindungan hukum dalam konteks Hukum Administrasi

Negara merupak 1 ]
g pakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk

mevwujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan

kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang

diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu

yang bersifat preventif bersifat represif dalam rangka menegakkan

peraturan hukum. Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal,

yakni:
entif, yakni bentuk perlindungan hukum di

a. Perlindungan hukum prev

mana kepada rakyat diberi kesem

patan untuk mengajukan keberatan

= 1 cent hoantnlk



Menurut John Rawls pe
Pﬁbadi dan kepentingan bersez

itu harus diberikan, itulah vy
mengemukakan bahwa :
Dalam kenyataannva,
sepertl pekerjaan, keka:
asasl, ternyata belum
agama, ras, Keturunan
tercapainya keadilan d.
struktur dasar masyare
Berdasarkan hal i d:
dapat mempengaruhi dan
asasi manusia. Menurut Jc
struktur dasar masyarakat,
dan membernkan alasan pac
oleh sebuah struktur dasar
sosial tersebut harus mers

Menurut John Rawls, ke

dasar, kebebasan, kekuasa
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2 Pﬁnsip—pl‘insip keadilan ha
mcmpcrkembangkan kebijakay

mengoreksi ketidakadilan dalam
3. prinsip—prinsip inilah yang sanga
hukum bagi orang atau kelomp

demi terselenggaranya proses hu

2.3. Definisi Bantuan Hukum

Istilah bantuan hukum dip
istilah vaitu legal aid dan lega
dipergunakan untuk menunjuk:
berupa pemberian jasa-jasa dal:
terlibat dalam suatu perkara sec
mereka yang kurang mampu.

dipergunakan untuk menunjuk

advokat yang menggunakan hor

Sebenarnya dibentuknya
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3. prinsip-prinsip inilah yang sangat
hukum bagi orang atau kelompo.

demi terselenggaranya proses hul

2.3. Definisi Bantuan Hukum

Istilah bantuan hukum dipes
istilah vaitu legal aid dan legal
dipergunakan untuk menunjukar
berupa pemberian jasa-jasa dalar
terlibat dalam suatu perkara seca]
mereka yang kurang mampu.
dipergunakan untuk menunjukay

advokat yang menggunakan hono




Dalam kamus besar bahas:
Y ¥ il » B '; ~
p(‘ili‘l“”-’””" Menurrat kamus hukum,

oleh scorang ahh atau penasihat hul

PC;w,.-uhln:m. Sedangkan  menurut A

hukum adalah sebuah program yang t
retapt juga  merupakan  aksi - strul
;\(‘T'Uh(lhﬂn tatanan  masyarakat y:
masvarakat vang lebith mampu menr
golcngan mayoritas. 12

Menurut Hans Wehr sebagaima
herasal dam bahasa arab, asal kata ©
berarti putusan  (Jjudgemen, verdic

penntah (command), pemerintahan (.

powery. 13

Hukum merupakan sebuah

didefiniisikan, kesulitan mendefinis




'mlll‘l“"’““”‘ masvarakat  danmt belengg
ckonot. yvany savat akan sebuah penind

BRerdasarkan beberapa definisi d
hantuan hukum merupakan jasa huku
(akir miskin yang memelukan pembelaa
maupun diluar pengdilan, secara pidas
dari orang yang mengerti seluk beluk
kaidah hukum serta hak asasi mauy
sebenarnya sudah dilakukan pada m
motivast  ntuk mendapatkan peng:
berjalanya waktu kegiatan pemberian
sifat kedermawanan (charity) oleh se]
pengikutnya. pada masa itu belum ac
bantuan hukum belum ditafsiri seb;

semua orang, pemberian bantuan }

konsep patron, kemudian pandang
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2.4. Hak Atas Bantuan Hulkum

santunn hialoam adalah )
untulk menenima bantuan hak
sebapar penabaran persamann
eejalan denpan Pasal 34 Undar,
idalamnya dhitepaskan bahwa
negara.” ‘Terlebih lag konsep te
(cquality before the law) dan h:
courv,el) adalabh hak asasi m:
tercapainya pengentasan 1

khususnya dalam bidang huku

Perdasarkan  Undang-U
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Implementasi  kebijakan
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pukum dilakukan dengan cuma

| dala

. japisan masyarakat miskin, 3)

){,mbcrian jasa dibidang hukum

am suatu kasus atau perkara -

m legal aid lebih dikhususka

menega}d<3n hukum dengan jala

rakyat kecil yang tak punya dan t

Konsep bantuan hukum juga
konsep pokok yaitu konsep bant
hantuan hukum konstitusional.
adalah pelayanan hukum yang d
individual. Sifat dari bantuan hul
sangat formal-legal, dalam arti

semata-mata dari sudut hukur

pelayanan hukum baik di dalam n

Orientasi dan tujuan bantu
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".penegakan dan pengembangan n
- gendl utama bagi tegaknya neg
gonsiitusional lebih aktif, di man:
. gecara individual akan tetapi jug;|
kolektif, Dalam perkembanganny
Lembaga Bantuan Hukum Indo.

Bantuan Hukum Struktural.

Menurut M Zaiduns!® yang
struktural adalah suatu jenis bantu
erubahan pola hubungan hukun
nenindas atau eksploitatif (ada per
rencerminkan adanya equality be
sumber daya ekonomi dan politi

suatu konsep bantuan hukum J

suatu paradigma, visi dan orient.

fakyat, yarg mampu menciptakan

|
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5 Syarat Bantuan Muligeg,
AMemenuhin aeaasg Loyt gy
5“ (el Draantveaam ko It

CPelaksanaan bantuan haakag, V.
yang telah memenuha syarag ey,

memenuhi syarat bevdasarkan o

Qvarat-syarat pembert bantun,

avat (1) mehputa:

4. Berbadan hukum;

b, Terakreditast menurut undan
¢. Memiliki kantor atau sekerta

~d. Memiliki pengurus; dan
&

- e. Memiliki program kerja bant.




;[ulfll”] l””l:. I3y 1V fyeeg,

(i bantuan Bvvelevarny ey

yernhe
" Melakulkan rekrutmen
mahasiswa fakultas haakag,

2. Melakukan pcelayanan hul

3. Menyelenggarakan  bant

hukum, dan  program

penyelenggaraan bantuan

4 Menerima anggaran dari
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5. Memberikan bantuan hu)
berdasarkan syarat dan tze
undang ini sampal perkara;

secara hukum.

2.7. Penerima Bantuan Huku:

Secara yuridis, berdasar.
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ahun 2011 Tentang Bantuan ok
pukim  yang, berhak mendapatkan
dintur dalam Pasal 5 Undang undan

pantuan Hukum
(1) Penerima Bantuan Hukum seba;
(1) mehiputi setiap orang atau ke
memenuhi hak dasar secara lay:
(2) Hak dasar sebagaimana dimak
pangan, sandang, layanan kese
dan berusaha, dan/atau peruma
Dalam kamus besar Bahasa Ind:«
adaleh manusia. 7 Selanjutnya «
yang sebut sebagai kelompok
manusia yang merupakan kesatua
sistern norma yang mengatur pola-

Orang atau kelompok dalan

bagian dari masyarakat yang Sec




dan/ataar perumahan, Orang atan
dinrtikan sebapal orang, atag kelomp
mampu atau memiliki - kriteria “m,
undang-Undang Nomor 16 Tahun 20
Surat Edaran Mahkamah A
iikeluarkan pada Tanggal 30 Agust.
Bantuan Hukum juga dapat menu
celompok orang miskin. Pasal 1 ang
Nomor 10 Tahun 2010 yang dikelu

entang Pedoman Pemberian Bantua

Pemohon Bantuan Hukum ad
orang perseorangan atau sek
tidak mampu atau memiliki ¥
oleh Badan Pusat Statistik af
atau program jaring pengama
sebagaimana diatur lebih
memerlukan bantuan untuk
hukum di Pengadilan.

Ketentuan tersebut menun

orang miskin adalah pencari k



hukum di Pengadilan. Kriteria miski

gtatistik atau pPenetapan upah min

pengaman sosial lainnya, selain itu, |

ditunjukkan dari Surat Keterang
padan/lembaga pPemerintahan yang bt
Selanjutnya dalam ketentuan

Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pe

bahwa “Fakir miskin adalah orang

sumber mata pencaharian darn

pencaharian tetapi tidak mempuny:
dasar yang layak bagi kehidupan di;
dalam Kamus Besar Bahasa Indo
berharta, serba berkekurangan (berj

2.8. Syarat dan Tata Cara Pemberi

Untuk memberikan kontr«

dalam melaksanakan pelayanan b

dapat berjalan selaras dan tertib m
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a “engajukan permahionay

sekurangkuran Znya identitag £

persoalan yang dimohonkan b

‘1 " r ~ -
b. Menyerahkan dokumen Yang b

Melampirkan surat keterangan n

pejabat setingkat ditemnpat tingg:
dalam  hal pemochon bantuan hu

;.ermohonan secara tertulis.
Pasal 15

1. Pemohon bantuan hukum mengaj

kepada pemberi bantuan hukum.

2. Pemberni bantun hukum dalam jar
kerja setelah permohonan bantuar

memberikan jawaban menerima «

hukum.

3. Dalam hal permohonan bantuar



. pendanaan bantuan hukum yang

penyelenggaraan bantuan hukum

dibebankan pada anggaran pPendapa:

). Selain pendanaan sebagaimana dim

bantuan hukum dapat berasal dari:

a. Hibah atau Sumbangan; dan/at:

sah dan tidak mengikat
Pasal 17

1. Pemernintah wajib mengalokasik

hukum dalam anggaran pendapata

2. Pendanaan penyelenggaraan bant
pada ayat (1) dialokasikan
menyelenggarakan urusan pemerin

manusia.

:_ Pasal 19



JIAN TE
. KA RHADAP AHAH/p;

DENGAN PENYUSUNAN NORMA

1. Asas Persamaan di lladapﬂn Hu

Teori equality before the laai tey

jRI Tahun 1945 yang menyatakan )

emerintahan dan wajib menjunjung |

jdak ada Kkecualinya. |nj merupal

(esarnaan semua warga negara dals

jan konsep equality before the law S

(1) UUD NRI Tahun 1945 tersebut me

Negara agar diperlakukan sarma dih:

Hal in1 dimaksud, baiwa semua oran;

Equality before the law dalam :
sama di depan hukum. persamaan ¢
the law adalah salah satu asas terp¢

menjadi salah satu sendi doktrin K

negara-negara berkembang seperti li



etaraan dalam  hukum pada

Asas persamaan dihadapan

(tandar unluk mengafirmasi kelom;

minoritas Namun disisi lain, kareng
ﬁ\ odal dan informasi) asas tersebut
pemodal sebagai tameng untuk me
equality before the law bergerak dal.
lgeneral) dan tunggal. Ketunggalan

antara dimensi sosial lain, mis:
Persamaan "hanya" di hadapan 1

dalamnya, bahva secara sosi:

mendapatkan persamaan.

Perbedaan perlakuan "persa
wilayah sosial dari wilayah ekonor

before the law tergerus di tengah ¢

ciri penting dalam konsep negara



galah satu asas terpenting dalam

catu berkembang sepertj Indonexs:

Prinsip Negara hukum
interaksl sosial yarg terdip dai -
dan bertransaksi untyk mencar
tatanan kehidupan dan komunik.
mengacu kepada aturan main yz
dan referensi para pihak dalar
hukum. Atas dasar konsep ters
melahirkan masyarakat sipil (et
atau warga negara mempunyail

depan hukum (equality before th.

2.2. Asas Kepastian Hukum
Ajaran cita hukum (Ildee d.
yang harus ada secara

(rechtssicherkeit), keadilan

(zweckmasigkeit). Sekiranva di



2.3. Asas Perlindungan Hukum
Periindungan menurut ph;

perlindungan hukum yaitu pe;

perlindungan  hukum yang re,

perlindungan hukum adalah 1
jawab yang diberikan danp dij:

melindungi, menegakkan dan mie

undang-undang dalam Penafsira;

C. KAJIAN TERHADAP PRAF

YANG ADA SERTA PERMAS/

Menurut aspek kemanusi

in1 adalah untuk meringank
ditanggung oleh masyarakat tid
Pengadilan. Dengan demikian,
berhadapan dengan proses

memperoleh kesempatan

perlindungan hukum.



.3, Asas Perlindungan Hukum Ba

Perhndungan menurut Philipu
erlindungan  hukum  yaitu  perling
erlindungan hukum yang repres
erhindungan hukum  adalah menc
awiah yang diberikan dan dijjamin

nelindungl, menegakkan dan memaju

mdang-undang dalam penafsiran hul

. KAJIAN TERHADAP PRAKTEK

YANG ADA SERTA PERMASALAH/

Menurut aspek kemanusiaan, t
m adalah  untuk meringankan be
htanppgung oleh masyarakat tidak ma;
Penpadilan. Dengan demikian, ketika

berhadapan dengan  proses hukun

memperoleh  kesempatan untuk



uan hukum yang diberikan olel
leral Badan Peradilan Umum teg
na dan perdata di depan Pengra,
wan hukum yang diberikan olch
jeral Badan Peradilan Umum,

yarakat tidak mampu yang berps
um tersebut tidak diberikan secar
nbutuhkannya, melainkan diber
ada Advokat yang sudah m

syarakat yang bersangkutan.

Masyarakat tidak mampu yang
am rangka kepentingan dan pen
minta keterangan (informasi) dari i1

Pcngadiian Negeri / Tingg);

Kejaksaan Negeri / Tinggl,

- - R o P Sy e | l‘{leurn-




arat Pernyataan Tidak Mampu .

’Cngadllan Negeri Setempat; atay

Surat Permyataan Tidak Mampu

embaga Bantuan Hukum.

Pada proses peradilan pidan:
erial dan  formil, dikenal aj
idudukkan hukum pada tempat
:ntuan-keteotuan hukum dalan

auasaan Kehakiman yang wajib

akwa dan dihukum melalui pengac

sal 6 (1) : Tidak seorang pun dap

selain daripada yang dite

sal 6 (2) : Tidak seorang pun da
pengadilan, karena a

undang-undang, mern

vang dianggap dapat



isal 37 Setiap orang Vang

bantuan hukum.

Dalam hubungmmya den

JHP, maka program Bantu

empunyal  arti penting by
insip_prinsip hukum dalam
radilan perdata, baik yang n
kenal asas_asas yang bertujuan

ai para pihak (penggugat dan |

lapun asas-asas hukum tersebu

Bahwa Undang-Undang Nomj
Kehakiman menganut asas

persamaan perlakuan terhadap

Pengadilan mengadili menurut |

(Pasal 5 ayat (1);

Pengadilan membantu pencari |



ara pthak dalam perkara per

iemilih salah satu dari upaya
paya yang dilakukan melaluj i

1 luar pengadilan (melalui upay
alam hal penyelesaian sengket:

Para pihak berperkara
persldangan atau meminta |

118 HIR / 142 RBG):

>. Ketua Pengadllan Negeri men

orang yang menggugat af

memasukkan tuntutannya. (I

Jika orang yang menggugat tid;
boleh dilakukan dengaa lisan ke
itu mencatat tuntutan tersebut

120 HIR / 144 RBG);

. Sebelum memeriksa perkara d
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cuma-cuma, (i) oy M 7y

Menurut Unyd:yyy o Uriddzing 14,
e ANy

wa Peran pemerintah Jdzlzrn

nbert bantuan hulkur 7c)zy)

tuan dana atay Pembiayzazy

ang berhadapan dengan huy)
nerintah kepada masyaralcat
ncrintah  daerah sebagal  bey
nenuhan hak bagij masyars
idilan. Dengan demikian perm:
lebih dahulu adalah dengan
da tentang Bantuan hukun

bupaten Pulang Pisau wajib d-

ntuan hukum dalam hal pem




anan tersebut dimuyia; dan te
.daya oleh masyarakat sipil ya

H yang kemudian teryg berken

syarakat sipil yang bergerak
himpunan Bantuan Hukum d:

1, AAL, dan lain-lain

Kajian terhadap Implikasj Penet

dalam Peraturar Daerah Terha

dan Dampaknya, Terhadap Aspel

Implikasi dengan adanya pen
ska secara langsung akan berkai
da Anggaran Pendapatan dan Bela
sau sebagai pelaksanaan lebih lan;
ndang Nomor 16 Tahun 2011

enjelaskan pada ayat (1) bahy




BABE

EVALUASI DAN ANALISIS PERAT
YANG T}

Berbagal  peraturan perundang-i
ks penyusunan Raperda ini adalah |

dang-Undang Dasar l{egara Republ:

isar konstitusional kewenanga:
slaksanakan ketentuan dan pembe

ntuan hukum untuk masyarakat m

isal 18 ayat (6)

smerintah daerah berhak mene]

sraturan-peraturan lain untuk me

embantuan

edangkan dasar konstitusional d.



getiap orang berhak atag perlir
kehormatan, martabat, dan
kekuasaannya, serta berhak atas rs
ancaman ketakutan untuk berbuat

asasi;

Setiap orang berhak untuk bebas |
yang merendahkan derajat ma:

rmemperoleh suaka politik dari Nega

tentuan pasal tersebut menegasks
ususnya yang tidak mampu, dan me|
ituk mendapat bantuan hukum secas
plementasi dari hak bebas wuntul
ibadi, keluarga, kehormatan, mar
bawah kekuasaalnya, serta berhak a

r1 ancaman ketakutan untuk berbu.

sasl.



terhradap keadilan dengp:
untuk mendapat kemudah
kesempatan dan manfa

keadilan, benar-benar dapat dij

AN dan I
at _yang 85

ami

pasal 28 1

(1) Hak untuk hidup, hak untuk tid

(2)

(4)

pikiran dan hatj nurani, h

diperbudak, hak untuk diakuj
dan hak untuk tidak dituntut at:
adalah hak asasi manusia ya

keadaan apapun.

Setiap orang bebas dari perlaku
dasar apapun dan berhak mer

perlakuan yang bersifat diskrimin

Perlindungan, pemajuan, peneg,




puan Pasal g ayat (1) (

ol

LA
J
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i hak-hak « -
AR SCHIAY v
n"‘“ I (_n,;n{_{ K

41:"“1;”“‘ lerhadap Keadilan M

ntants Bantuan Hukum 13

.'lgi Wa”

jan (51, s€bagai pintu utama bag;i

rang yang tidak Mampu untuk g
. ' )

Pmnbt‘rian bantuan hukum dj daers
<

jndang-Undang Nomor 8 Tahun 19§

Dasal 54

suna kepentingan rembelaan, te
mendapat bantuan hukum dari seor
selama. dalam waktu dan pada seti:

tata cara yang ditentukan dalam Unda

Mendapatkan bantuan hukum adalatl

terdakwa. Penyebutan penasehat huku




Advokat wajib memberikan bay
1]

ada pencan keadilan yvane
- )

}{ep tidal

gentuan mengenai persy

| Ke aratan

pukum secara cuma-cumg sebag

giatur lebih lanjut dengan peraturs

jvokat Juga mempunyai kewajiban
yma-cuma  Kepada pencari keadi
ewajiban tersebut tidak jelas dan |
emberian bantuan hukum secara .
atu tugas 'tambahan dan sampinga
idak ada pengaturan sanksinya se
nemberikan bantuan hukum cuma

masalah etis.

Pasal 23

(1) Advokat asing wajib memberikan

untuk suatu waktu tertentu kepad



P‘lfadigma bantuan hukum cum,
AT?

dan tidak  perlu menjadi kew

professional. Bagaimana bisa djje)

secara cuma-cuma kepada duni.
Sementara pengertian jasa hulka
angka 2 UU No. 18 Tahun 2003
berupa memberikan konsultasi hu
mendampingi, membela, dan mel:
kepentingan hukum klien. Darj ket
Tahun 2003 bahwa dunia pendidil

sebagai Klien Advokat Asing dan d

memberikan jasa hukumnya.

. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2C

Pasal 37

Setiap orang yang tersangkut per]

mkum.



1521‘ '39

Alam memberi bantuan huk
IKUm
- advokat wajib Membanty
: pCHYf

negl hukum dan keadi]an

antuan Hukum adalap
Satu hak
y
ntuk memberikannya. Pogig; N
enting dan urgen untuk mengam

ak warga Negara untuk mendapat]

ang dijamin konstitusi.

Undang-Undang Nomot 39 Tahun ]

dgsal 18

4) Setiap orang yang dlperiksa be;j
sejak saat penyidikan sampai ad

memperoleh kekuatan hukum te‘;

setiap orang yang diperiksa berh:

sehingga semakin memperkuat ala:




Jang Undang Nomor Tahup <
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Dacrahy dapat mengalokasikag

Hukum dalam Angparan Pendap;

Retentuan lebih tanjut mengena
secbaganimana  dimaksud pada

Daerah

eraturan  Pemerintah Republik 1
ntang Syarat dan Tata Cara

snyaluran Dana Bantuan Hukum
asal 19

) Daerah dapat mengalokasikan A

Hukum dalam APBD.

2) Daerah meiaporkan penyelengga



sovabvivovnr Ny,
‘ N |||||~|||.,.|,”

L I K N FETRYE R
i ) ey

1 ,’

Pevatvmoan Moy hodovn,
! i

Lol oy, LENTIFYNYY I

'crciimtaly N (k a
IR B RTY ,|-q lillu

A v,
Covvir Preanbaeg g, RRYSIRRTIIT

1 aantvaan Floalcnangg e,
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Hulkumm Dan Hale Aanag 1
Tentang, Pevavturan el

42 Tahun 2013 Tentang !
Bantuan Hukum Dan Peny:
10.Keputusan  Menteri Sosid

146 /1HHUK /2013 tentang P

Fakir Miskin dan Orang Tid:




Kedua:

Kriteria Fakir

teregister yaitu:

a.

. Mempunyai pPengeluaran se

. Tidak mampu atau mengals

teregister.

miskin dan o

Tidak mempunyaj Sumbe;

mempunyai  sumber mai

mempunyai kemampuan M

memenuhi  konsumsi ma]

sederhana;

tenaga medis, kecuali Puske
Pemerintah;
Tidak mampu membeli paka
untuk setiap anggota rumah
Mempunyai kemmapuan hg

sampai jenjang Pendidikai

——



Keempat dan Kelima:

Fakir miskin dan orang yang

yaitu:

Terdapat dalam Lembaga Kes

Lembaga Kesejahteraan Sosial :

a.

b. Rumab singgah;

. Mempunyai sumber air mj

Kondisi lanta;

terbuat_ d:

dengan kondisj tidak bail /|
s {

Atap terbuat darj Yuk / ryy ]
1

kondisi tidak baik/kualita
s
Mempunyai Penerangan .

dari listrik atay listrik tanp

Luas lantai rumah kecil ky
r

mata air tak terlindung /sun

-

Panti Sosial;




Keenani:

pakir miskim dan orang
i ]

teregister yaitu:

_ Perempuan Rawan Sosial F

_ Perseorangan peneruna ]

Gelandangan;
Pengemis;

Perseorangan dan Komunit

Korban tindak kekerasan,
Pekerja Migran bermasalal
Masyarakat miskin akibat
tanggap darurat sampal

bencana;




BAB 1|

LANDASAN FILOSOFIS, SOS

A. Landasan Fllosofis
Pemberian bantuan hukum tidal

chanty (belas kasihan) terhadap masvara

polmk warga negara. Dalam perkemban

bantuan  hukum selaly

dihubungl
kesejahteraan (welfare state). Pemerint.
memberikan  kesejahteraan kepada

dimaksudkan sebagai salah saty pro
rakyat terutama dibidang sosial dan

mempunyal hubungari dengan hak as.

HAM adalah salah satu mandat dari |
bantuan hukum secara jelas di amanal
memberi suatu pesan (konstitusi)

diselenggarakan oleh negara adalah sebu




J = .
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t2p1 Mmereka ar. .

yeadilan, melalui ]embaga_]f.mba?,
= Bl LS £a

proses non hitigasi.

Menurut konteks demikian

<
L

pantuan hukum, yang memang se
pekerjaan hukum untuk orang yang
mampu dapat dijamin hak-hakny:
mendapatkan bantuan hukum dari I

cuma.

Kehadiran pemberi bantuan h
negara untuk membantu negara dalj
bagi orang yang tidak mampu. Nej
kehidupan masyarakatnya khususny;

dan jaminan hukum, sudah seyogyan

cleh pemberi bantuan hukum dalarn



i cunuy, tetapl advokat Sej
n‘l ' ) - |

X » baik di dai
a memberitkan konsyltac
U p? Sultasi hyk
X um,
wakih ,
L maowa N ‘n]ep‘da .
;11*“’ mplnglx membe

Lkum lain untuk kepentingan hukum

1c~11<i“pmkan honorarium dari klien. g;
" ’ ¥
empunyal kewajibaa mernberikan bant

epada pencari keadilan yang tidali mampn,

Juga penting dilihat pemberi bant
igas bantuan hukum, mendapat pembi:
an layak dalam hubungan kerja yang ter
ukum dengan orang yang tidak mamy
ukum, Oleh karenanya, adalah menja
idalamnya adalah pemerintah daerah un
epentingan pemberian bantuan hukum

antuan hukum. Sebab sangat tidak mun

ukum dalam melakukan tugas bantuan !



.-;pﬂ‘ dipisahkan dalam kOhtekS perla)
i e

ukan pekerjaan banty,

a

uUD NRI Tahun 1945 terutamag ke

ersebUlt semakin - memperkuat terj:
pususnya warga negara tidak mampu,
endapatkan bantuan hukum dapy pem|
ntuk mendapatkan kemudahan 4.

.emperoleh  kesempatan dan manfa;

ersamaan dan keadilan, benar-benar da

Meskipun kehadiran organisasi ba
atu-satunya pihak yang paling bertar
ugas bantuan hukum khusus bagi orang
uma. Tetapi mengingat visi dan misi yaj
wkum sejak awal adalah dalam jalur

volunteer), maka sangat bisa dipertanggu

Kehadiran pemberi bantuan hukuy




tah Daerah tj]

grﬂeﬂﬂ ak hr:rh:ht:,h;,;’n
Vy i rr
" ukdan dan (J[J]) 1954 .
Eml) )4) f‘“'ﬁsf:,]
tiada lajn berigy i .
angsa 1 rll]dlﬁr”];ji .

ora) dan etika pada dasa_mya beric:
: -T1581 1
k. Nilal yang baik adalgh pandan g
. ran
> ear

.ng dianggap baik.

Tujuan kehidupan bernegara, ber
jangkan dalam pembukaan pembukas
sbutkan bahwa untuk membentyuk st
ing melindungi segenap bangsa Indo
idonesia, dan untuk memajukan kes
ehidupan bangsa, dan ikut melak:

erdasarkan kemerdekaan, perdamaian

Arah landasan filosofis untuk pe!
1asyarakat miskin adalah memberike

epada masyarakat yang memiliki ket




dit—:,krin‘nin:n 1f;
10

eriﬂdungan;
kepastian hukum yang adil:
perlaku?m yang sama dihadapan hiulka
Jjaminan yang demikian pery dicipt.
4 hukum yang demokratis sertg mela]
good governance. Good Governance unt
serhatikan hak persamaan serta |
judkan pada level pemerintahan
.mbll kebijakan Sektor Pubiik (Kepal
omi lokal, dan kelompok civil society
h» masyarakat Daerah merupakan per

rarak sangat strategis untuk mew

okratis sehingga mampu membangun

- IR T S [



~hagar ]
\v(‘l.“-lt sebag (Cdudukan
k-

berhak tIrntrik

ndapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma yang diberikan oleh
ara. Hak masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan hukiim
4 .

ah diatur dalarm undang-undang sektoral, misalnya Undang-Undang

mor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Plidana,

sal 56 ayat (1) menvatakan ""Da]am hal tersangka atau terdakwa
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Tabel 4 1
roGRAM PENANGANAN Fakir MISKIN
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y adalish jasa yang diberikan olch Pemberi Bantuan Hukum
nherikan krm.‘sultasi hUkum, menerima dan menjalankan
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SANKS] ADMINIST]
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ty before the law).
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ng dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah memaksimalkan

mberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang
A.



B
’;-;atm
,JkuP Jelas

I

et (Q)al adalah orang yang bekerja di bidang hukum khus:
jﬁnpingan hukum yang tidak sarjana hukum.

vt (3)
“kup Jelas

|

it (5)
Jaip Jelas

kg
gl'!-hlp Jelas
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I
' PEMERINTAH KABUPATEN
/ PULANG PISAU

]l SEKRETARIAT DAERAH

|

|
!
|
i' BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN
|

DISAHEAN OLEH

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU

Ir. AFIADIN HUSNI, tAA
NIP. 19611104 198903 1 010

NAMA SOp Pelaporan Prognosis

KUALIFIKASI PELAKSANA -

}l)ASA R HUKUM -
Feraturan Pemerintah No. 24 Thn
2005, tentang Standar Akutansi

1

Pemerintah
Permendagri No 13 Tahun 2006,

tenteng Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah

)
2

l
|
|

[

|
!
|
1

1 Merniliki kemampuan dalam penyusunan Laporan Prognosis

Realisasi anggaran SKPD
2 Memiliki kernampuan mengelola laporan Prognosis Realisasi

anggaran SKPD

=

PERALAT;\.\I/PERLENGKAPAN :

IMETTORAITAN -

e —
2t rmact gan keluar

+ SUF diunr st

SOP Lapcran Keuangan Semesteran

w N

SCF Pengarsipan

|
i
é
|
!
f

Dokumi Pelaksanaan Anggaran (DPA), Print Out Registrasi

SPP/SPM dan Laporan Peiaksanaan Anggaran Per Kegiatan melalui
SIMSA Keuarigan

S

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

PLRINGATHN ;

- Prognosis Laporan Keuangan
dibuat setiep enam Bulan dan
dilaporkan kepada Sekretaris
Daerah Kabupaten Pulang Pisau
Apabila tidak dilaksanakan sesuai
SOP, maka evaluasi terhadap
tingkat kemajuan dan capaian
program dan kegiatan baik fisik
maupun keuangan tidak dapat
ternantau dengan baik dan tidak
aken sesuai yang diharapkan

Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD dan Prognosisnya

o

———

e e i
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ATAN DAN PENDATAAN :
Fisik dan Keuangan SKPD

an Realisasi
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g~ - T T TuoMoR sop .mﬁﬁmom
1GL. PEMBUATAN
— e 161, REVISI
1GL. FITKTIF
T Plt. SEKRETARIS DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN DISAHKAN OLEH

PULANG PISAU
SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN PULANG PISAU

Ir. AFIADIN HUSNI, MA
NIP. 19611104 198903 1 010

BAGIAN ADMINISTRASI KESRA dan
KEMASYARAKATAN

NAMA SOPp

Penanganan Jamaah Haji

___|KUALIFIKASI PELAKSANA -

VAR HUKUM

-l.l-l;—(_].lvnﬂ Undang Nomor 17 Tahun

¢ 1999 tentang Penyelenggaraan
Ibadah Haji, (Lembaran Negara

| Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 53 Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3832)

1 Me
dalam Hal Penanganan Jamaah Haji.

2 Konsulta
Biro Kesra Frov. Kalimantan Ten

Kalimantan lengah dalam

i Peraturan Pemerintah Nomor 38
“Tahun 2007 tentang Pembagian
FUrusan Anter e Pemerintah,
FPemorintahan Daerah Provinsi,
‘Pemerintahan Daerah Kabupaten
“Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
ﬁopubh’k Indonesia Tahun 2007
;Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor

gah,

layani Masyarakat khususnya Umat Islam di Kabupaten Pulang Pisau

sidan Koordinasi dengan Kementrian

hal Penanganan Jamaah Haji

Agama Kab. Pulang Pisauy,
dan Kementrian Agama Kanwil

4737)

3 3 Memfasilitasi transportasi dan mengadakan Kegiatan Manasik Haji bagi

E calon Jamaah Haji Kab. Pulang Pisay

ERKAITAN - PERALATAN/PERLENGKAPAN -

3 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Sekretariat Daerah, Data |
Jumlah Calon Jamaah Haji dari Kementrian Agama Kab. Pulang Pisau
Jadwal Kegiatan Manasik Haji Kab. Pulang Pisau, Jadwal Keberangkatan
dan Kedatangan Jamaah Haji Kab Pulang Pisau darj Kementrian Agama
Kanwil Kalimantan Tengah.

5

INGATAN [PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Data Jumlah Quota yang tersedia di Kab. Pulang Pisau, data Jumlah T

Penanganan Jamaah Haji Kabupaten
Pulang Pisay dilaksanakan sekalj

ﬂﬂlam CAatin Takoim Ao an

Antrian Calon Jamaah Haii. dan da

ta lhmalak ~aie
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PEMERINTAH KABUPATIN - Vesii ani 014 k
PULANG PISAL l
SEKRETARIAT DAL RAN AR S, 1A |
HIE 500 1004 190508 § 411 |

RAGIAN ADMINIS TRASTKI SIA dan
KE MASYARAKA T AN

ARHUKUM

Peraturan Menten Dalam Neper|
Nomor 39 Tahun 2012 Jentang

Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalan Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian [Hihah
dan Bantuan Sosial Yang Bersumber
Dari Anggaran Pendapatan Dan
Lﬂelanja Dacrah

MARMA )

FUALTEICAS 11 L A AL

Velayanan Adiministras) Baniar

Soslal Veaygariiaan

Lo Metierina Propomal Perinalmag artiian
l’rhun;u:l-/l‘.mlll.:/l‘:-nwun‘./l crnbiaga Veapgarann ¥
Pl antuk Operasional/fermhangnan Fhap

kvlum|u‘I-/I'.:mllq/i'«'uwuu',/l Cribiaga Lerel gl

aliigaren atariy

2 Merindatadomgutl Peoposal fermohionar Hartitan

Kelompolky Pt /enpirus/| Crnbiapa Keagaiiaan yang sl
dan herkoordin.gg dengan T Anggaran Pemernintah aer aby un

menentulan Kelompol/Manitia/Pengaras/embapa Veagattiaat fary
a Lahun Anggaran

abirmask

Y

akan di herikan hantuan Sosal esapgarnaan Mad

Serjalan

Memonitor Bantuan So4ial IKeapgarmaan yvang sudah diberivan bepads

3
Kelompok/Panitia/Pengurs/| CINDAREA Keaparmaan ke etiap Kerarmatan

Kabupaten Pulang Pivau

ERKAITAN :

N P —
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas PPKAD, Data

]
.
| o

Kelompok/Panitia/Pengurus/l embaga Keagamaan berdasarkan
proposal yang masuk, Data hasi| Survey Rumah Ibadah di Kabupaten

Pulang Pisau,

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jumlah /\.n;.u.-,.nr.m yang tersedia untuk Bantuan Sosial Keagarnaan Pada

E
ERINGATAN :

& Jumlah Anggaran yang tersedia dan
E jumlah permintaan bantuan

Kelompok/ranitia/Pengurus/Lembag

Tahun Anggaran Berjalan, data Kelom pok/Panitia/Pengurus/| embaga
Keagamaan yang sudah dibantu dan yang akan dibantu,

R

e Keagamaan berbanding terbalik
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MR Oty 3

I BAGIAN IDENTITAS Sop

PEMERINTAN KABUPATEN PuLA:

SEKRETARIAT DAER

BAGIAN HUMAS pa
PROTOKOLER

Pisau merupakan salah satu tugas da

e
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Dac
hal menerima tamu.

Definisij -

1. Tamu adalah orang atau lembaga
ke lingkungan
2. Pelayanan Tamy adalah kegiatan
melayani tamu KDH dan WKDH
melakukan komunikagi antara tan

p'mpinan.
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1. Form Buku Tanu

CNO
[ HARI S TANGGAL
T JAM DATANG

T JAM PULANG

b —

\ NAMA LENGRAP ]
w
TASALINSTANS! |
L_I?NE‘»‘_'{ITUS{ i o
| TUJUAN
|
'CATATAN KEJADIAN

TANDA TANGAN TAMU
i — L

2. Form Kesediaan Pimpinan

NO

HARI / TANGGAL

NAMA TAMU

ASAL INSTANSI / INSTITUSI

| TUJUAN

NAMA PIMPINAN

' KESEDIAAN PIMPINAN

Kt

TANDA TANGAN PIMPINAN

*Pilih salah satu




PEMERINTAH KABUPATEN
PULANG PISAU

SEKRIETARIAT DAERAH
BAGIAN BINA PEMUDA DAN OLAHRAGA

AR HUKUM :

Indang-Undang Republik Indeonesia Nomaor 29
004 Tentang, Pemenntah Dacrah (Lembaran
tepublhk Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Ta:
«<mibaran Negara Republbk Indonesia Nomor
swwhagaimana iclah  beberapa kali diubah
lengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
’erubahan  kedua atas Undang-Undang Nor
Aahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lo
vepgara Repubhk Indonesia Tahun 2008 Nos
‘umbahan Lembaran Negara Republik Indonesi.
1817);

ndang Undang Republik Indonesiz Nemor ©
010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara |
ndonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan L
vegara Republik Indonesia Nomor 5166);
jndang-Undang Republik indonesia Nomor 1.
011 tentang Pembentukan Peraluran Per
indangan (Lembaran Negara Republik Indones:
011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara |
ndonesia Nomor 5234);

’eraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
’engelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
?ecpubhk Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, T.
«mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 45:

LERKAITAN :

2OP KEPLFYKS] CALON PERINTIS PEMUDA PASK]

INGATAN :
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NOMOR SOP
"ﬂ:{\ TGL PEMNUATAN Aneil 20 :
bl —— ~ 31 ? + ' {
‘;‘Af_ﬁ,,:_.‘ﬁ\‘,\,’i‘ TGL RFVISL 1
' ;~ TOL FFFRTIF “ ‘
| BEKRETARIR DAERAM
' KARUPATEN PULANG PIBAU
PEMERINTAH KABUPATEN GISATIAN GLER i
PULANG PISAU ) T \
STRRETARIAT DAERAR
BAGIAN BINA PEMUDA DAN OLAHRAG

Ir. AFTADIN HUSNI, M.A

NIF. 19611104 198903 1 010
SELEKS %
NAMA SOP | . ; EKSI CALON PERINTIS
\ PEMUDA PASKIBRAKA
e i l _
E | KUALIFIKASL \‘Fl. \l\\l\NA
ng Republk Indones:a Nomor 32 Tahun '_ 1 ~neetahul Persyaratan dan \\nlcrm k.\\nn \‘f‘rmt\s |
g Pemenntah Daerah (Lembaran Negara l‘ mxm.\ Paskibraka
zepu‘b 1R lrdo esia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan | 2. Memahanm mekamsme pelaksanaan Selekst Calon
er—Saran Negara Republuxk Indonesia Nomor <4371 Perintis Pemuda Paskibraka
jebagaimana  wiah oeberapa kabt ambah werakhir
fergan Undang-Undang Nomeor 12 Tahun

2008 Tenta
Yerubahan kedua atas Undang- Lr\dang Nomor

fatun 2004 Tentang Pemenntah Daerah
~ a Repubuk

Y
D

ng
=

|
|
(Lemmoaran |
indonesia Tahun 2008 Nomeor

Sl
21,
banan Lembaran Negara Republik indonesia Nonwos ‘
817

Indang-Undang Republik indonesia Nomor a Te.hux‘.!
0.0 tentang Reprotokolan (Lembaran Negara Republik \
nconesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran \
Yegara Republik Indonesia Nomor 5100);

Jrcang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-
andangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik
imconesia Nomor 5232);

\
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang |
Pengelolaan Keuangan Daerah

Ncgara | ~
Republik indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan

{Lembaran
Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4583);

= |

ERKAITAN - l\ PERALATAN/PERLENGKAPAN

IOP PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PESERTA PERINTIS | Farmulir Biodata Calon Peserta
PEMUDA PASKIBRAKA

1
2. Surat Keterangan Dokter
3. Uraian Tugas PNS

4

Komputer/Printer
USNGATAN -

| PENCATATAN DAN PENDATAAN

IR
\
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PEMBKINTAND KABRUPATILN
PULANG PPIHALY

DEREETTARINT DAL AL
NAGIAN NINA PEMUDA DAN OLAIIAGA

UM

b Vg e pahiliv
ATty

ToodYamesia Hlorpeg Y2 "Tobinn
P rtntsaly Proveroke (Farnbirig
Vbl Indonesu Tahian 2000 Norior 1225,
thitan Neporn Bepubhile Todonesie Honor A7),
tolali bl v beadt obivebwele e tade i
pnt Uil Ui Nornon 122 b 2O05 Tontong,
phahan leedin
e 2004 Tentung, VPemnerintolhe Derale (heaadicag
arn Wepubhle dndoncea Tabin 200K Memnr 20,
vhahvany bemmburon Negaran Wepbdide Tndame s Hopnon
7).

fang Undang Republile Indonenfo Moo 1) Pliin
O tentnng Iepnotolcolon (Lemburin (e gt e paalaile
Srenta Taliuan 2010 Nomaor 125, Tambabun Lot
arn Repubhile Indonenin Naormor hlGh),

g, Unidog Kepubhibe Tndonenin ool I Talin
I tentang  Pembentidan Peratrinn [rerunelnng
lanpan (Lembonrnn Negonn Repubhilc Indonenia Tahuan

[ e
Fovtnibiadvo

ATMARARRYAR RN

e Undong, Undoong Monnor 42

| Nommor 820 Tanmbahnon Lernhnrnn Negorn 1epibie |

onentin Nomotr H247),

aturnn Pemenntah Nomor HH Tian 2005 Tentang
pelolnan  Keuangnn Daernly (Lembaran Negnra
bk Indonenin Tahun 2000 Nomor 140, Tambahan
nbaran Negnrn Republike Indonenin Nomor AHA5),

KAITAN
P IENYUSUNAN SURAT KEPUTUSAN BUPAT]T UNTUK
P KISGIATAN

L LT Y TS 2 CYETE

l Firl FEvAn AL AN ‘ the s Jl)) A !
IR I TTT TY' ! {
l 18 ERERIP | I
|
| {
. ‘ BEMME LA LAV.AM I
| VANUPATYEN ¥ULARG PIEA i
IISAMICAN Ol | '
| l
| i I
| e, AVIADIN MUSHI, M A, |
l HIP. 1961 1104 J98%G3 ) 10 |
I
| PUEY USUNAN BUIGAT “
HAMA Bty KEPUTUBAN BUPATE UNTUK
TIAV KIAIATAN i
MUALIP IV ANL IILAVOATIAAN [
L Mg o car e g Aslern perntsantan e t
e potinminrs Dscg it vaptvade Koo gaadisr bl Vo |
Poiriin Peanvvaclin el C)dnhitisyg,
Y Meripe tabivg barossnya preagasianan Sarat kepatiusen
Fovgeate vt ot giatan Aalain Vagan isne Pomuns
ey Qb g L
1
ﬁ
|
|
|
|
|
|
PIIRALATAN PERLENGKAPAN : J!
I, Menentukan Woegatan yang san & lalksunalkan '

2. Mempersiapkan Tim, Anggaran dan Jadwal kegiatan
3, Mempersiapkan Kegiatan sesual dang dalam
Bagan Bina Permuda dan Olahraga
Kompulter/Printer

PENCATATAN DAN PENDATAAN :
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DASAR HURKUM -

Sonigsn Undang-Undang Nomeor
‘t)t..--~. -

Tahun 20084 Te

L < dang Repubhig
i

ae=:a Tahun 2008 N
_:::‘-.‘.‘:\a;..‘ \:

publik Indonesia Nomo:
BETERKAITAN -

PEMERINTAH KABUPATEN
PULANG PISAU

!\‘\"‘

ARETARIAT DAERAN
AN BINA PEMUDA DAN OLAHRA

Jir
L)
A
‘
v |

S UmAa~e

S & ——
naones: s Nom
AT Pemenntah Da 1

\, l.v..--.\.;.q...\ -

S_ara Republhk Indo

.
nesta N
- ~ Tl 3
iTAITTans i

Wian beberapa |

- e >
uaanan Rodua  atas Undang
Lxntang Pemenniah
2 Repubhik indonesua Tahun 2

an Lembarman Negara Repubhik
¥z

tang Nepro
a Tahun 2010 Nomeor i2 Tdm‘wan
Republhik Indonesia Nomor "\100}

Gaala Ay w .a\.\t.ag l\t‘\.'ul..,'ul\ i:lt‘io:\e:ﬂ;’i NOoing
2011 lentang Pembenitukan
undangan {(Lembaran N

2011 Nomeor 82
Inqones:a Nomor
Peraturan Pemeruinan Nomor 58 Tahun 2.
Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lemba-
Republix Indonesia

Tahun 2005 Nomor 140
Lembaran Negara Re

Peramuran
egara Republik Indeo
Tambahan Lembaran Neg.

S234);

SOP PENYUSUNAN SURAT KEPUTUSAN By
TIAP KEGIATAN
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I. BAGIAN IDENTITAS SOP ap

©

[

| PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PIsAy

SEXRETARIAT DAERAH

BAGIAN ADMINISTRAS
PEMERINTAHAN Umum

l. NOMOR 5op ™ —————
‘ s [y
TGL PEMBUATAN &

| 28 Jaryar 2013

— —

C “ry

| TGL RE/ig]

)
F

\'
1
|
!

613
Ol SAHKAN OLEH KEPALA BAGIAN

ADMINISTRAS
PEMERINTAHAN Unum

[ Trst‘ergkr:r"“*ﬁ‘jmg?\‘\

M. AKIB, SKM.
NIP. 19701128 19¢3

' SUB BAGIAN HUBUNGAN KERJASAMA 1 Judul SOP
| ANTAR DAERAH ' TATA CARA DAN MEKANISME

PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH
(KESEPAKATAN BERSAMA)

—————

J
|
o !
|
' DASAR HUKUM :
1, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Kerja Sama Daerah.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22
Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata
Cara Kerja Sama Daerah.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23
Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan
dan Pengawasaan Kerja Sama Antar
Daerah.

S. Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2011
tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama
Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah.

KUALIFIKASI PELAKSANA :

KEPALA suB BAGIAN HUBUNGAN
KERJASAMA

KETERKAITAN -

PERALATAN / PERLENGKAPAN -
- Komputer
- Printer
- Mesin Tik
- Alat Tulis Kantor
- Data/Dokumen

PERINGATAN -

PENCATATAN DAN PENDATAAN

NiciMmnan Qahamai MNaia a-_ a _
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BAGIAN IDENTITAS SOP AP

PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISALU

SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN ADMINISTRAS| PEMERINTAHAN
uMumM

DASAR HUKUM

1. Unoanq Ur.oang ‘Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah

2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007
terteng Laperan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah Kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala
Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

L Kepada Masyarakat
KETERKAITAN

"KUALIFIKASI PELAKSANA

NOMOR S8
TG P MBUATAN
TG R v
TGULTEEKTIN
DI SAHKAN OLEH

Ol f )/ 0%l vy gl
2 Jannar 2014

2 Januar 2014

Kabwag A Prarmecintatar
Urnurn Setelsa

M kit M)
MIE 19701128 199730% 1 001

NAMA SOP Penyusunan LK)

hepala Sub Bagian Otonormi Dasrah o

| PERALATAN/PERLENGKAPAN

(
i

- Kertas Kerja
- Komputer

- Kalkulator

- Mesin Tik

Dokumen

| PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan bebagal Data

5

i
b
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‘NOMOR SOP [obe 18/ 60 s \x foole )
TGL PEMBUATAN | 2 Januan 2014
TGL REVISI |
 TGLEFEKTIF |2 Januan 2014
DI SAHKAN OLEH Kabag Adm Pemerintahan
SAU Umum Setda
AN M Akib,M Si
NIP.19701128 189303 1 001
NAMA SOP Penyusunan LPPD . B
] | KUALIFIKASI PELAKSANA |
L4 Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah
2007
arintah
1
Joran

PERALATAN/PERLENGKAPAN

Kertas Kerja
Komputer
Kalkulator
Mesin Tik
-  Dokumen

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan Sebagai Data dan Acuan Kemajuan

Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
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MAN IDENTITAS SOP AP

[RNSE

Sy
J" I
£ '

L { [ i
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\ Q":_‘"'__- ‘i
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PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
SEKRETARIS DAERAH
BAGIAN UMUM DAN RUMAH TANGGA

5AR HUKUM

'ndang-undang Nomor 32 tahun 2004
‘ang Pemerintahan Daerah

eraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2009
:ang Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat
rah Kabupaten Pulang Pisau

‘ERKAITAN

UINGATAN
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I

1

2

p’l

PEMERINTAH KABUPATE M PULANG PISA

SUB BAGIAN HUBUNGAN KERJASANM/
ANTAR DAERAH

DASAR HUKUM ;

. Paraturan Menteri Dalam Negeri Non

BAGIAN IDENTITAS SOP AP

VG
e {9“ |

SEKRETARIAT DAERAH

BAGIAN ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN UNMUM

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 200
toantang Pemenntahan Daerah,
Paraturan Pemenntah Repubhk Indon
Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata C
Pelaksanaan Kerja Sama Daerah.
Paraturan Mentaeri Dalam Negeri Nom
Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis
Cara Karja Sama Daerah,

Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemb
dan Pongawasaan Kerja Sama Antar
Daaorah.

Paraturan Gubernur Nomor 46 Tahur
tantang Pedoman Pelaksanaan Kerj:
Sama Daorah di Provinsi Kalimantan
Tengah,
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PEM@.RINTAI-! KABUPATEN
| PULANG PISAU

SEKRE TARIAT DAL I1RAL
- BAGIAN ADMINISTRASI PE IRT K( YNOMI/
DAN SUMBE R DAYA ALAM
|

DASAR HUKUM :

L Undang-Undang Nomor 1
|

Tahun 2011 toy
Perumahan dan Kawasan Pemukiman
5 . _

Peraturan Bupat Pulang Pisau No 167
2005 tentang

)
Penetapan  Gans  Somy
Bangunan (GSB) dalam Kota Pulang Pisa
‘ KETERKAITAN
| PERINGATAN :
1

Berdasarkan Peraturan Bupau Pulang
No 167 Tahun 2005 tentang Penetapan
Sempadan Bangunan (GSB) dalam
Pulang Pisau, bahwa Ilokasi pemban:
perumahan harus berdasarkan penetapar
dalam Kota Pulang Pisau
2. Setelah mendapatkan |jin Prinsip, -
mengurus iin Hinder Ordonantie (HO)
\ Reklame, SIUP dan TDP pada
Pelayanan Perjinan Terpadu Kabupaten |
| Pisau
Sebelum

kegiatan dilaksanakan,
mengadakan sosialisasi

ternadap masy
setempatl yang termasuk dalam k:
pengembangan perumahan
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BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIA

PEMERINTAH KABUPATEN
PULANG PISAU

SEKRETARIAT DAERAH

DAN SUMBER DAYA ALAM

" DASAR HUKUM :

1

2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 ter
Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Peraturan Bupati Pulang Pisau No 167 T
2005 tentang Penetapan Garis Semr
Bangunan {G38) dalam Kota Pulang Pisau

KETERKAITAN :

PERINGATAN :

1.

Berdasarkan Peraturan Bupati Puiang
No.167 Tahun 2005 tentang Penetapar
Sempadan Bangunan (GSB) dalam
Pulang Pisau, bahwa lokasi pembas
perumahan harus berdasarkan penetapa
dalam Kota Pulang Pisau

Setelah mendapatkan ljin Prinsip,
mengurus ijin Hinder Ordonantie (HO)
Reklame, SIUP dan TDP pada
Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten
Pisau.

Sebelum kegiatan dilaksanakan,
mengadakan sosialisasi terhadap ma
setempat yang termasuk dalam |
pengembangan perumahan.
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| PEMERINTAH KABUP/
| PULANG PISAU

? SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN ADMINISTRASI PEREK(

| DAN SUMBER DAYA ALA"

l

|

L

t DASAR HUKUM :

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun -
Perkebunan;
'2. Peraturan Pemerintah Nomor 18
| tentang Usaha Budidaya Tanaman
3. Peraturan Menteri Pertaniz
14/Permentan/PL.110/2/2009 tents
Pemanfaatan Lahan Gambut unt
Kelapa Sawit;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomr
2013 tentang Pedoman Pery
Perkebunan;
5. Peraturan Menteri Negara Agra
Badan Pertanahan Nasional Norf
1889 tentang lzin Lokasi,
6. Peraturan Kepala Badan Pertanz
Nomor 2 Tahun 2011 tentar
Pertimbangan Teknis Pertang
' Penerbitan 1zin Lokasi, Penetapa
lzin Perubahan Penggunaan Tana
' 7. Peraturan Daerah Provinsi Kalim]
Nomor 5 Tahun 2011 tentang
Usaha Perkebunan Berkelanjutan

| KETERKAITAN :
SOP Penyelesalan Sengketa Pertana

PERINGATAN :

1. Untuk lokasi pembangunan perk
berada pada kawasan Hutan
diwajbkan mengajukan permot
1zin Pelepasan Kawasan Hutan {
Menteri Kehutanan Republik |
diuarang melakukan kegiatan apa;j
!/ kawasan hiutan tersebut s:
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DARNAR HUKUIM - V

\

(§

KETERKAITAN

PERINGATAN :

1 Untuk lokasi pembangunan

NOMOR SOP

L TG ‘ '

- 2] >
—r \’ PUMBUATAN 21 Februan 2014
ww 7| CTGL REVIS) .
eyt ; !

FUMERINTAH KABUPATEN
PULANG PISAU

CERRE TARIAT DA IRAN

FONCEAN ADRNINTS IS 1) REKONCOMIAN

AN SUMBLE IR DAY A ALAM

Undang undang Nomor 18 1ahun 2004 tentang
Perhebunan

Petaturan Pemenntah Nomor 18 Tahun <010
tentang Usaha thintadava lanaman,

Peratuian Menten Pertanian Nomaor
PP emmentan BL 110007 000 tentang Pedoman
Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Budidaya
Kelapa Sawt,

Peraturan Menten Pertanian Nomor 98 Tahun
A3 tentang Pedoman  Perpnan Usaha
Ferthebunan,

Peraturan  Menten Negara Agrana / Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun
100 tentang 1zin Lokas,

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pertimbangan  lTekms  Pertanahan  da'am
Penertitan 1zin Lokasi, Penetapan Lokasi dan
lzm Perubahan Penggunaan Tanah,

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Nomar & Tahun 2011 tentang Pengelolaan
Usaha Perkebunan Berkelanjutan:

= e S S, |
TGAL FFFEKTIF {

S im———

‘ SEKRETARIS DAERAH

\ KABUPATEN PULANG PISAU \

| DISAHKAN ‘
| OLEN |
Ir. AFIADIN HUSNI. M A
NIP. 19611104 198903 1 010

— B
, PROSEDUR PERIJINAN

NAMA SOP © PERKEBUNAN BESAR

SWASTA '
KUALIFIKASI PELAKSANA -

1 Menganalisis Peraturan dan Perundangan
2 Penqumpulan Data

3. Inventarisas! lapangan

4 ldentifikasi Masalah

5 Pembuatan peta

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

SOP Penyelesaian Sengketa Pertanahan

1. Peraturan Perundang-Undangan Perkebunan,

Kehutanan, Pertanahan dan Lingkungan Hidup.
2. Alat Tulis Kantor

3. Komputer dan Printer

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

perkebunan yang

berada pada kawasan Hutan, perusahaan
diwajibkan mengajukan permohonan berupa
Izin Pelepasan Kawasan Hutan (IPKH) kepada

a dan

Menteri Kehutanan Republik Indonesi

dilarana melakiikan bamiatam amae.o __ 4
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2 Peraturan baeran Y.atlpaten Viois

4
G. Vepurusan Bupat Pulang Piesu Hoor 4%
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PERINGATAN :

1.

PENCATATAN DAN PENDATA

Komputer dan printer,

R:

Pelaku usaha pertambangan rakyat wajib \
menyetor pajak daerah bukan logam dan
batuan sesuai volume produksi;

Pelaku usaha pertambangan rakyat tidak
diperkenankan menggunakan lebih dari 1 (satu)
unit pompa mekanik berkapasitas maksimal 25
(dua puluh lima) house power;

Pelalcu usaha pertambangan rakyat tidak
diperkenakan melakukan kegiatan
penambangan batuan apabila masa berlakunya
berakhir dan diwajibkan mengusulkan
perpanjangan maksimal 6 (enam) bulan
sebelum ijin tersebut jatuh tempu;

IPR diberikan pada areal yang sudah ditetapkan
menjadi WPR oleh Bupati Pulang Pisau; _
WPR harus mendapatkan persetujuan dari
DPRD Kabupaten Pulang Pisau;

: —— A Rt S e e R T ———_— e i it
“ KETERKAITAN : R o PERALATAN/PERLENGKAPAN -
1. SOop P(‘;\Nnrmn Wilayah Pertarnbangan Rakyat 1. Peraturan (jan ppﬁmdar.; Urndangan
(WPR) Batuan 2. Pet . g s o
¥ ' - Peta digital lampiran SK 529 Merrat-11/2012
2. S0P Pembenan Inn Usaha Operasi Produks; SK.6018/Menhut-VII/IPSOH [ 20175 Peraturne merer
m‘m(ir :1”-‘";:'“'“‘ l’ng—nm~ dan batuan; Provins: Kalimantan Tengah Nomar 8 Takon 20175 Aar,
3 IPR dibenkan pada wilayah yang sudah Peta Wilayah Pertambangsn (WP) Kabupsren Poigr g
ditetapkan WPR nya oleh Bupati Pulang, setclah Pisau; )
mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten 3. Alat Survei Pertambangan,
Pulang Pisau. 4. Alat Tuls Kantor,
S.
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L

PEMERINTAHR KABUPATY

f—
( iy

N PULANG Pinag

SEKRETARIAT | INICR ALY
BAGIAN ADMINEFTRASE P21 e

! M f
SUMBLIE HAYA AL.AM AR fan

DASAR HUKUM :

1. Undany, Undang Nomor 4 Talan 2O e
Pertambangian Mineral dan 1uatalng g ¥
2. Undang-Undang Nomor 28 Tulian 2000 Lenian
Pajak Daerah dan Reubust Diaern)y g
3.

Undang-Undang Republik Indaonesis Nogop 4 )
Tahun 1999 tentang Kehutinan;
Peraturan Pemenntah Repubbik (ndonenin
Nomor 22 Tahun 2010 Tentung Wilayal
Pertambangan;
Peratursn Pemenntah Republik Indonesin
Nomor 23 tentang Peluknanoann Kegitan Usohn
Pertambangsn Mineral dan Biatubarn,
Peraturan Daerah Provins) Kahimantan Tengnh
Nomor 15 Tahun 2012 tenwtng, Pengelolann
Pertambangan Mineral dan Batubara yang,
Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkunygian,
Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pissu
tentang 6 ‘Tanun 2008 tentang Pengusahnn
Pertambangan Urmnum;
Peraturan Dacrah Kabupaten Pulang Pisiau
Nomor 8 tahun 2011 tentang Pajak Daersh,
9. Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 49
Tahun 2012 tentang Nilai Pasar Pajak Buksn
Logam dan Batuan yang diperdagnngkan
dan/atau digunakan di Wilaynh Kabupaten
Pulang Pisau,;
10.Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 196
Tahun 2012 tentang Jems Usaha dan/atau
Kegatan Yang Wajib Dilengkapi Denggsn Upaya
Pengelolaan Lingkungsan Hidup dan Upayn
Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)
Serta Surat Pemyataan Kesanggupan
Pengelolaaan dan Pemantauan Lingkungsn
Hidup (SPPL) di Kabupaten Pulang, Pisau;
11.Surat Direktur Pembinaan Pengusnhaan
Mineral Republik Indonema Nomor :
586/30.01 /MB/2011 perhal Permohonoen
Penerbitan IPR Batuan;
12.Surat Gubernur Kalimantan Tengah Noror :
540)/551 /Tamben perihal Penerbitan 1UFP

|
|
i
|

ROMOE o

LLFTD FEMNIUAT AN

{ 2N Bebiviarn 20014 '
LEFY| PEvyimy I )
TOL veewryp ‘ )
\ l

RV VRETARIR DARRALL

KABUPATER FULANG PIRAUY

DISAMKAN Oty |

Ir. AFIADIN HURRI, M A
Pambine Utama Muda (IV/e)
HIP. 19611104 1989073 1 010

o PEMBERIAR LIIR
AMA n)pe : PERTAMBANGAR RAKYAT
| BATUAR (IPR)
KUALIVIKARI FEIAKBARA - 7

)

Menalonh Perataran dan Perundosnyan, N
2

‘ Mernventibaa kelengkapan berkas usilan permohion,
S Mernvenifibas lokas) yany thrmohon,




1. SOP Penctapan Wilayah |

2. SOP Pembenan ljin Usahg O
mineral bukan logam dan b

Pulang Pisau.

PERINGATAN :

1. Pelaku usaha pertamban
menyetor pajak daerah b

4,

KETERKAITAN : o

*ertami
(WPR) Batuan

gan rakyat wajib

ukan logam dan
batuan sesuai volume produks;j;

Pelaku usaha pertambangan rakyat tidak
diperkenankan menggunakan lebih d
unit pompa mekanik berkapasitas maksimal 25
(dua puluh lima) house power;

Pelaku usaha pertambangan rakyat tidak
diperkenakan melakukan kegiatan
penambangan batuan apabila masa berlakunya
berakhir dan diwajibkan mengusulkan
perpanjangan maksimal 6 (enam) bulan
sebelum ijin tersebut jatuh tempu;

IPR diberikan pada areal yang sudah ditetapkan

—————

ANgAN Ralyny

perasi Produkesi

atuan;
3. IPR dibenkan pada wilayah yang sudah
ditetapkan WPR nya oleh Bupati Pulang, setelgh
mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten

ar 1 {satu)

menjadi WPR oleh Bupati Pulang Pisau;

5. WPR harus mendapatkan persetujuan dari
. DPRD Kabupaten Pulang Pisau;

B s uu—

PERALATAN IPERLEAGRKAPAN -

1.
2.

3.

Peraturan dan Perind 196
Peta digyig) lBmmran SK 929 {Mernn
SK 6018/ Menhut VIIPSW 2013

3
Provins: Kalimantan Tengah Nermer

Peta Wilayah Pertambangan (W
Pisau;

ang-LUnd

Alat Survei Pertamban wZan,

A. Alat Tulis Kantor;,

5. Komputer dan printer.

PENCATATAR DAN PENDATAANR

P Katruparer, 3

n

ut 112012
CVersturar Dasrah
B Tahun 201% dzn

ilary
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KABUPA
PULANG pigpy,

SEKRETAR|AT DAE
BAGIAN Hygy, AH

M

1.
2. Undan[.;Undan:
Nomor 4 Tahun 20
Kehakiman
Undam,-Undang Nomor

9 Tahun 2004
Perubahan Atas Undang-Undang
un 1ggg tentang p i

Tata Usaha Negara ¥ Peadian

Peraturan

OMoRaGy e

e blao S WL \¥ /3016
- PE Blli‘f‘/\ﬂ x 300ktober20174-;

TGL. REv;gy - -

| TOL. EFegryy

SEKRETARIS Dapran
KABUPATEN PULANG PISAU
DISAHKAN OLEH
Ir. AF1ADIN HUSNI, MA
NIP. 19611104 198903 3 010
PENYRL,
. sop E8 SENGKETA

TATA USAHA N
PERKARA PERDATA

- I !

Mahkamah A

omor 02 Tahun 2003 Tentang
ediasj Dj Pengadilan

KPTERKAITAN: |
1. SOp Penyelesaian Sengketa Tata Usaha
Negara

gung Republik

Prosedur m

PERALATAN /PERLENGKAPAN ’ 7

1. Dokumen Peraturan Perundang-Undangan.

1. Sangksi Administrasi
2. Biaya dalam berperkara

2. Komputer/Printer
2. Payung Hukum Perkara Perdata 3. ATK
3. bahwa pengintegrasian mediasi ke dalam 4. Kitab Undang~Undang KUHPer/Pidana
proses beracara dj pengadilan dapat | 5. Internet
menjadi  salah saty Instrumen  efektif 6. Mengikuti proses persidangan
mengatasi  kemungkinan penumpukan | 7. Kajian Pustaka.
perkara di pengadilan;
4. Kekuasaan kehakiman adalah
kekuasaannegara yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna
menegakkan hukum dan keachlaq
berdasarkan Pancasila, demi
terselenggaranya Negara Hukum Republik
Indonesia.
PENCATATAN DAN PENDATAAN :
PERINGATAN :

1. Putusan TUN atau PN yang mempunyai kekuatan
Hukum tetap

2. Agenda

3. Register pendaftaran perkara TUN/Perdata
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PEMERINTAN KAny

l‘l\'l‘lcN
PULANG Prga,

)

SERRETARIAT DAL LAY,
JAACTTAN HI\’ti/\Nl:./\

il

. 1
IKUM ¢
oASAR T

ppdane undang Nooy ol yey
y L “‘] e No- A3 Tahuan o
nvlabis
li ok Kepepawianan
l\(ruumn Pemenntnh 97 Tahun
|]‘(~\||11).15| PNS sebagiamnna telin)y o
*(
peraturan Pemenintaly Noyo; o
seraturan Kepala BKN Nomor
eré
3 tang, Pedoman I'r-laksmmnn
(ente . A ) o
peraturan Menter Negnra | r‘“(!"'Y"P-‘“HU!H
aparatur Negara dan Refory g, Birokras,
33T 2001 teny )
Nomor 33 Tahun 201 Ntang |
Analisis Jabatan,

4 |t||||,,

Yoy,
"o e,

;lf,

FASIETH lr—|1|;u|p
g, depy, ,
| Liad gy PASTON
122 Taliy, 20
Analis g

.'_lll]
-|:|l:(|ln||

cdomar

TAN :

{i.:'rF:RKAI R

- SOP Anahsis Beban Kerna
' SOP Evaluagd Jabatan

ERINGATAN :

R _ e ——
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‘ leTAH KABUPATEN
-[-‘»“b;,()Ll\NG PISAU
. _--]w\i\‘lz'\'[' DARRA
AR ORGANISAS]

2RAGIAR

pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
@2, man Penyusunan dan Pener
#00yanan Minimal.

Jal ‘f\‘. ntent Dalam Negeri Nomor 6

1 v oentang Petunjuk Teknis

"\_,\,“ dan Penetapan Standar Pelayan
Wi

.~K‘-“’ H

apan

an

" \enteri Dalam Neger: Nomor 79
- tentang Pedoman Penyusunan
. Pencapalan Standar Pelayanan

. Bupati Pulang Pisau Nomor
tentang Pembentukan Tim

< dan Tim Teknis Percepatan

n dan Pencapaian Standar Pelayanan
. & kabupaten Kapuas.

‘A
113

)

) NI,MO‘)R
'TH].‘

R()p

P"M"”k‘r,\"

| T

| G, R"Ws,
T¢ .

- PFER

Elayanan Mln

L Mengetahy; Ca

engetahuj ing; ,
ui mdxkatox-.mdikator Pelayanan Minimal

Ir. ARy
Nip, ADIN HUSNI, .4,

19611104 198903 1 910
W

NAN LAPORAN
STANDAR PELAYAN AN

N memaham;

imal Peényusunan Standar

KAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

= entanis Data Target/Capaian Kinerja
.. kerja Perangkat Daerah

1. Pedoman Peny
2. Formulir Indik

3. Komputer/Printer

usunan SPM
ator Bidang SPM

VATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

<7z SPM disusun per semester tiap tahun.
ikator Capaian Standar Pelayanan
- ISPM] seringkali tidak terdata.

1.

I
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QINTAH DAERAH

ME
;SPATEN PULANG PISAU
’\1

- l NAMA sop
.// ——
L] g =
p LS ,,?/?Q/Tg"";—zolq tentang Sistem - s
& nomot ~7 nntah (SAKIP); M
g _aansi Pemenn : berpendidikan san
8 e Inst@nS! o | 2. Me N Sanjana;
C B Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk | 3 Me‘;\?mahun 2s fungsi monitors ‘
w2 anuan Kinena, Pelaporan Kinena dan Tata pe 'l kemampuan mx@w&wﬁ o
. °e \ 13 Laporan Kxner]azgllsstatr;s: Pemenntah: 4. Memn k?‘; yang ada: ! anaigis tercart
2R Nomor 12 Tahun tentang 5. Memii o omPU3N mengoperasikan komp A
T uast Atas Implementasi Sistern 6. M::'I:E Ungkat ketelitan yang baik: e an rtemes
w7 gnena Instans Pemenntah; 7. Memilki kema bexerja tepat waktu;
272 Lang Pisau Nomor 9 Tahun 2008 tentang b mpuan berkomunikas: dan dapat bexera datam
R0 Tata Kena Inspextorat, Bacan ) ‘
~ an dan Pembangunan Daerah dan Lembaga
-2 O 8}
’\;G'ah.
gt AN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
' senyJsunan Rencana Kinerja Tahunan; 1. Lembar Kerja / Rencana Kerja dan Anggaran;
f':: senyuSUnan perjanjian Kinena; 2. Term of Refference;

hS

> - senyusunan Laporan Kinena;

<

:):‘: pengukuran Kinerja.

3.  Komputer / Pnnter / Scanner;
4. Janngan Intemnet;
S. Peraturan Perundang-undangan terkait.

AINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Senrznaian kinera jangka menengah harus memiliki
wncar @)Ut hiasit monitonng, -
no2 sokumentas! deta hasil monitoring yang telah
gncexan)ut; ‘ _

.2 ome schedule terkait proses monitoring

wrcasaian kinerna.

1. Disimpan sebagai data elektronik dan manuai,
2. Data hasil monitonng pencapaian kinena Xa0. Pulang Prsau
diterima dan dinimpun tepat waktu.

-




—,

. '_"‘,‘L:.'tr‘:,ﬁ
)
HUNTA DALRAN
PE;T’;;TEN pULANG PISAU
L
AP

114 tentang Sistem
e merintah (SAKIP);
e a5~ Tahun 2014 tentang Petunjuk
3 pelaporan Kinerja dan Tata
ran Kinerjé Instansi Pemenntah;
2 Tahun 2015 tentang
mplementasl Sistem

Instans! pemenntah;
i omor 8 Tahun 2008 tentang

amlab“w' \ang Pi
' Sekretanat Daerah dan

erwakilan Rakyat Daerah.
ahun 2008 tentang

nspektorat, Badan
unan Daerah dan Lembaga

C é?‘l un

wa

|
o) KBD- .
f-imsasf o Tata Kerja 1
. an dan pembang

n Rencanad Kinerja Tahunan .

perjanjian Kinera;
Laporan Kinerja;

<7 Penyusuna
$p penyusunan
$Op penyusunan

{7 Pengukuran Kinena;
«p Monitoring Penca aian Kinerja.

FINGATAN:

e ’
stektzatan daiam pengumpulan data kinerja
rengakibatkan pencapaian kinerja tidak terukur;
Dnsat dokumentasi pengumpulan data kinerje;

NOMOR sop

TANGGAL
PEMBUATAY
RiViel
‘_AN(-(-A[_
EFEXTIF
DISAKKAN
OLEN

0/ 5
20 e

TORGIY) 2016,
ember 2016 _

20 Septembwer 2016 T

I—

“'"". Buggiti Pulang Plsau
Syl args Laerah,

AFIADIN HUSNI, MA,

NAMA SOP

l. 3 - o . i e i e -
! ngmdl berpendidikan Sarjana;
5 Memgiﬁ‘?:glmt:rgnag,ugnqsi pengumpulan data kinerja;
4 rr‘)qersoalan g mengidentifikasi dan analisis terkait

emiliki kemampuan men i

Ikl ki goperasikan kom :

_2. Memllqkq tingkat ketelitian yang baik; pujer canireemes
7. :Emﬂlk! kemampuan bekerja tepat waktu;

emiliki kemampuan berkomunikasi dan dapat bekerja dalam

tim.

KUALIFIKASI PE

PENGUMPULAN DATA KINERJA

LAKSANAAN:

-

IR

PERALATAN/ PERLENGKAPAN:
garan,;

mbar Kerja / Rencana Kerja dan Ang
2. Termof Refference;

3, Komputer / Printer / Scanner;

4. Jaringan Internet;
5. Peraturan perundan

PENC.ATATAN DAN PENDATAAN:
bagai data elektronik dan manudl;
ulang Pisau diterima dan

1, Disimpan S€
pengumpulan Da
dinimpun tep

1. Le

Y542 bme scheduie terkait proses pengumputan
%% kinena.

o5

-undangan terkail.

ta Kinerja Kab. P
at waktu.
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RlNIAH KABUPATEN PULANG PISAU
A

EKRETARIAT DAERAH

5AGIAN ADMINISTRAS|
PEMERINTAHAN UMUM

N
1(3)

TG

TGLERER

ASAR HUKUM :

* Undang-Undang Rl Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah.
tentang LPPD kepada pPemerintah,
kepada Masyarakat,

3 Peraturan Pemerintah RI
2008 lentang Pembagian Urusan

Pemerintan Daerah
Daerah Kabupaten/Kota.

4 Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 20(23"81
tentang Pedoman Evaluast Penyelenggara

Pemerintahan Daerah.
p-.rmendagrn RI
Pedoman Tata
5 Peraturan Daeran Kab Pulang Pisau
Tahun 2008 tentang :e‘\;v:g
Daerah Kabupaten u o
Urusan pemerintahan. Kabupateano

wn

> Peraturan Pemerintah R| Nomor 3 Tahun 2007
LKPj
Kepala Daerah kepada DPRD dan ILPPD

Nomor 38 Tahun
Pemerintah,
Provinsi dan pPemerintah

DI SAHKAN OLEM

DR | )

’{;’)&H‘r Wy
PEMBUAT AN '

J-IHH 120
! |
REVIG) 5

Jianar) 2014

‘ i

Judul SOP :

PENYUSUNAN LAPORAN

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

DAERAH (LPPD)

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah
2. Tim Penyusunan LPPD

e ———

N0 A

Ir. AFIADIN HUSNI ,
Pembina Utama Muda (1V/c)
NIP. 19611104 196903 1 010 |

"N

SEKRETARIS DAERAH,

MA

21

|

|

e
e

I

e

1 ATAN/ PERLENGKAPAN s

|
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rINTAH KABUPATEN
£V pULANG PISAU

P

oA T T § . s
ETARIAT IJ,"\F,R}\H

o
~ Fa

(YR AN

sk

pemernintah Nomor 8 Tahun 2006
1 Keuangan dan Kinerja
1erintah.

. Presiden Republik Indonesia Nomor 7
- 1%5%% tentang Akuntabilitas Kiner,a
ars Pemerintah.

-rpan 29 Tahun 2010 tentang Pedoman
~.sunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan
-v:litas Kinerja Instansi Pemerintah.

EVAITAN :

SEKhET

Ir, AFIAD]
T\ Nip N
L—\

PENYUSUN
AKUNTAB]
INSTAN
(LAKIP)

|

1

1
N

| AMA sop

| KUALIFIKASI PELAKSANA -

Mengetahu; ty
Mengetahui m

Memahami Instru
men-Instrumen o
Akuntabilitas -

w N =

ARIS p
BUPATEN pyyy s

gas dan fungs: prosedur Perencanasr

ekanisme pelaporan kiner)a

HUSH],

VIP. 19611104 19890
T "

AERAM

M.A.
31010

AN LAPORAN
LITAS KINER.jA
SI PEMERINTAH

KABUPATE
PISAU N PULANG

Kinerja Instans: Pemerintah

am Sistem

P Penyn

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

yusunan Rencana Kinerja Tahunan
zoapaten Pulang Pisau

)@ Penyusunan Penetapan Kinerja Kabupaten
znig Pisau
SOP In

¥ Inventarisasi Data Target/Capaian Kinerja
Sztuan Kerja Perangkat Daerah

=

Dokumen RPJMD Kab. Pulang Pisau
Dokumen Penetapan Kinerja
Dokumen Rencana Kinerja Tahunan
Formulir Pencapaian Sasaran

Data target/capaian Kinerja SKPD
Foto Penghargaan

Komputer/Printer

o, WN-

ERINGATAIS @

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Harus dilaksanakan untuk memperoleh
niormas: kinerja yang penung bagi
Penyelenggaraan Manajemen Kmel?a
Batas waktu penyampaian l_'AKH:)araetur Negara
Yementerian Pendayagunaan Ap

; 31 Maret.
dar, Peformasi Birokrasi pada tanggal

uai dengan
Indikator Kinerja sasaran haflt:l S;; Kinerja.
Indikator pada dokumen Penetap
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e TGL EFEKTIF ‘ ey

' RASUPA EN PL’LA.\G ?LQAL

‘ A . - .
: LAl Ir. AFIADIN HUSNI M A

T HAERAY :
2 r D= NIP. 19611104 198903 1010

AR ' PENYUSUNAN INDIKATOR
NAMA SOP . KINERJA UTAMA (IKUI
KABUPATEN PULANG PISAU

KUALIFIKAS] PELAKSANA :

-~ NS 1 o =~ - 2 o
S £ a arahire P~y e Hre ver AEASISSLIT P T
o Tahun 2006 1 Mengeranul WUZAs Qan (UNgs!t presshs Perencan2an
- + 0T = aiils = - s
_, M ~ ¥ - 3 . .
> " .\‘ i o oy \"_-,n-»_i-«zm. agrrrmeninsTumSn i3~ Qe3tET
3 1an Rinera 2. ~NETNANdinl dlada Miiekad IASTUMNAN UGefase v
1 -
s Sty sakeTimag RITIATE Teaoarar Darmamme3r
B UL PRECRERURREN .'\ i 2 IOSTAIIST Tl bt
Y \';-M h-wa ey rams 3 Tm ma YA mama 1 tz2
ad 1 Knternid (NOWAKCT Dt 8 b asee=

~ w2
an

2010 tentang ! Pedomar
L7 eap an k\mer‘a dan Pelaporan
< '? fhr'; |nstanst Pemert antah.
e —e 2007 tentans Pedoman .
: "4 kator Kinerja L tama di
tansl Pemermtah

| PERALATAN /PERLE

' Kab. B a 2!
an R a Kinena Tahunan L 1. Dokumen RPJMD ka i,
e ) | 2 Format Indikator Kinerja LUtama
ulang Pisau 2. _
iné o e Kinerja | 3. }\omruter/Pn"L er
~an Penetapan NINEH] |
,Pulang Pisau 1

unan “aporan Akuntabilitas kinerja
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L'n(mng(g:an }%abu paten K:S:gnarfo?(2 tentang 1. Mem ‘ELAKSANA:
pemde M L paten  Sukamar » Kabupaten | 2. u ahami Tata Naskah Din
~opuyan b mara, Kabupate - Memahami Proses P -~
Serk Kabupaten Gunung Ma: s Pembuatan Peraturan Bupati

au,

on Pulang Pisau, Kabu

i\;Jl)UP%C Kabupaten Bamto Tlm}:la;mc]iqi x—gmng
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Negara Nomor 4180);Undang-Undan
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antd

Rallms
h.]d(wﬂff\\
ran
Lemb2 :
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D;a('rﬂh-
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Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk

Hukum pDaerah
Daerah Kabupaten Pulang Pisau

Tahun 2008 Tentang Kewenangan
Jang Pisau di Bidang Urusan

peraturan
xomor 07
Kzbupaten Pu

pemerinta han,

KETERKAITAN :

. SOP Pembuatan Peraturan Bupati
1 SoP Pendokumentasian

PIRINGATAN :

. Peraturan Bupati harus dimasukan dalam

 Buku Agenda untuk diberikan penomoran.
! Bupau menandatangani Peraturan tersebut

| NnMORéOP g S

L 000 /2 pyeas (1] 20b
1 Jul 2014 '

TGL, T : .
- - EF e
— = “FEKTIF —_— -

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU

D
ISAHKAN 0Ly
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|
|

= ey
PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
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1. Kajian Akademnik
Undangan

2. Dokumen Peraturan Perundang-
3. I\'omputer/Printcr

,__J/_________ e
PENCATATAN DAN PENDATAAN :
PerBub yang sudah l

1. Buku Agenda untuk penomoran
ditandatangani

2. Buku Kode Perbub

3, Buku Catatan Pembantu
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PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara  Indonesia merupakan negara  yang
erdasarkan

| atas

’ancasila dan Undang- Undang Dasar- 1945, pengak
) gaxkuan terhadap HAM

terkait dengan equality before th
vejore the law {persa '
‘T'Samaan di depar h

- ukum) yang

dijamm dalam sistem hukum In i
donesia sebagaj
galmana telah diatur dal
am

Pasal 28 D ayat (1) amandemen ke - 2 UUD NRI Tahun 1945 ya
ng

memberikan jaminan terhadap pengakuan, perlindungan dan kepastian

hukum yang adil dan perlakuan yang sama bagi setiap orang. Bantuan

hukum merupakan hak konstitusional setiap warga negara atas jaminan
perlindungan hukum dan jaminan persamaarl di depan hukum, sebagai
sarana pengakuan HAM. Mendapatkarr bantuan hukum bagi setiap orang
adalah perwujudan acces to justice (akses lerhadap keadilan) sebagai
implementasi dari jaminan perlindungan hukum, dan jaminan persamaan

di depan hukum. Hal ini sesuai dengan konsep bantuan hukum yang

dihubungkan dengan cita_cita negara kesejahteraan {welfare state).
akan oleh the founding fathers

Indonesia diidealkan dan dicita-cit
(Rechtsstaat/ The Rule of Law). UUD 1945

~AAdL1Al. Alam~Aarn

78 % ¢ =

sebagai suatu Negara Hukum




-m%%lﬁlﬁw S

neeara  hukum itu, selama 1ni belum pernah dirum K
o uskan
£ secary

komprehensif. Yang ada hanya pembangunan bidang huku;
> n y.’-]np bersgi
3 bersifat

sektoral. Oleh karena itu, hukum hendaknya dapat

dipaham; dan

dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem Apalagi, ne 1
» Negara hendak

dipahami sebagai suatu konsep hukum, yaitu sebagai Negara Huk
-8 ukKkum.,

Dalam hukum sebagai suatu kesatuan sistem terdapat:
1. elemen kelembagaan (elemen institusional)'

2. elemen kaedah aturan (elemen instrumental); dan

3. elemen perlaku para subjek hukum Yang menyandang hak dan

kewajiban yang ditentukan oleh norma aturan itu (elemen subjektif dan

kultural).
Ketiga elemen sistem hukum itu mencakup:
a. kegiatan pembuatan hukum (law making);
b. kegiatan pelaksanaan atau penerapan hukum (law administrating); dan

c. kegiatan peradilan atas pelanggaran hukum (law adjudicating).

Pengukuhan indonesia sebagai negara hulkum dalam Pasal 1 avat (3)
UUD 1945 memberi pesan adanya keinginan kuat bahwa negara menjamin

terselenggaranya persamaan kedudukan dalam hukum, yang antara lain




ald. Hal ini bahkan merupakan hak dasar setiap
Orang yan
- . . - b i
universal. Konsep ini menjadil penting karena negar S ST
a selalu dih
adapkan

pada kenyataan adanya sekelompok masyarakat yan
g miskin atau ti
tidak

mampu, sehingga sering tidak bisa mewujudk
an  haknya untuk
mendapatkan keadilan (yang semestinya terselenggara dal
a am kaitannya

dengan konsep negara hukum). Untuk
' mewujudkan tersele
nggaranya

gagasan negara hukum (konstitusionalism
€) tersebut, mak
; a negara perlu

campur tangan karena hal itu menjadi kewajiban negara untuk jami
menjamin
hak setiap orang mendapatkan keadilan. Dengan kata lain, negara h
, a harus
menjamin terselenggaranya bantuan hukum kepada orang miskin atau

orang vang tidak mampu sehingga tidak ada yang Iuput dari akses

keadilan yang merupakan amanat konstitusi.
Sistem hukum Indonesia dan Undang:-Undang Dasar 1945

menjamin adanya persamaan di hadapan hukum (equality before the law),

sehingga dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan

bahwa:
“setiap warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan
pemerintanan itu dengan tidak ada kecualinya.

tuk mewujudkan keadilan atau kesa
m bagi setiap warga

maan kedudukan

Salah satu upaya un

dalam hukum yaitu dengan adanya bantuan huku
~ Lualaam akan tetapi pada kenyataannya

-



menpatast masalah  tersebut  pemenntah telah  mey ]
‘ Mngeluarkan

tntuk
Undang vang mengatur mengenai bantuan h
' ¢ ukum ya
yang secara

Undany
. a vaitu Undang Undang No. 16 Tal ,
cumit UL 8 ahun 2011 Tenta
>ntang Bantuan

Undang Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat
< okat serta

Hlukum dan

gaturan perundang undangan laannye
p(l-l( I ya.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang

’ Berdasarkan
Bantuan Hukum (selanjutnya disebut UU Bantuan Hukum), Pasal 1 Kk
¢ ) al 1 angka

1 dinvatakan bahwa Bantuan Hukum adalah Jasa hukum yang diberikan

olech Pembert Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima

Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok
orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan

mandiri yang menghadapi masalah hukum. Sedangkan pada ketentuan

e -
s,
ety

umum pada angka 2, disebutkan bahwa Penerima Bantuan Hukum adalah

orang atau kelompok orang miskin. Selanjutnya dalam Pasal 3 UU

Bantuan Hukum disebutkan bahwa Penyelenggaraan Bantuan Hukum

— -
R e -
T e

i bertujuan untuk:

a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk

mendapatkan akses keadilan;

b. mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan
prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;

C. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan

a merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan

secar
’ NASKAH AKADEMIK DAN RAPERDA BANTUAN HUKUM BAGI WARGA MISKIN DI KABUPATEN PULANG PISAU, 2015




eradilan yang efektif, efisien, d

s an p an N
merUUqu' I an dapat dlpﬂrtan?glm%-

d.

jawabkan.

Bantuan hukum merupakan pelayanan hukum (legal service)
yang pertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan
pembelaan terhadap hak-hak asasi tersangka/terdakwa sejak ia
ditahan sampai diperolehnya putusan pengadilan yang tetap.

Pemahaman perlindungan hukum, bukan pada kesalahan

tersangka/terdakwa melainkan hak asasi tersangka/terdakwa agar

I terhindar dari perlakuan dan tindakan tidak terpuji atau tindakan
/ sewenang-wenang dari aparat penegak hukum. !

Bantuan hukum merupakan instrumen penting dalam Sistem
Peradilan Pidana karena merupakan bagian dari perlindungan Hak
Asasi Manusia (HAM) bagi setiap individu, termasuk hak atas
i bantuan hukum. Hak atas bantuan hukum merupakan salah satu

hak yang terpenting yang dimiliki oleh setiap warga negara. Karena
dalam setiap proses hukum, khususnya hukum pidana, pada
umumnya setiap orang yang di tetapkan sebagai tertuduh dalam
suatu perkara pidana, tidaklah mungkin dapat melakukan

pembelaan sendiri dalam suatu proses hukum dan dalam

pemeriksaan hukum terhadapnya. Dengan demikian tidaklah

mungkin seorang tersangka dalam suatu tindak pidana melakukan

I H.M.A. Kuffal, 2004, Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum, UMM Press,

Malang him. 158
’ T AKADENIK DAN RAPERDA BANTUAN HUKUM BAGI WARGA MISKIN DI KABUPATEN PULANG PISAU, 2013
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rhbadap dirinya sendirt dalam suaty
‘ proses
Ses hukum

lirinya sedangkan dia adalah seorang t
- [ qu'ln
sangka dalar
-4 L3 « lrl

pidana yang ditudubkan kepadanya tersel
sebut. Oleh

ersangka/terdakwa berh
a
k  memperoleh bantuan

mewujudkan masyarakat yang sejahtera di daerah
‘kan asas desentralisasi menyerahkan sebagai
2 pada daerah. Dianutnya asas desentralisasi
untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan
1 daerah. Karakter desentralisasi adalah

ctonomi seluas-luasnya dan tugas pembantuan.

wraan otonomi seluas-luasnya dan tugas

ur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (2) UUD NRI

yalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa

daerah kabupaten, dan kota

ierah provinsi,

diri urusan pemerintahan menurut

engurus Ssen

an. Selanjutnya dalam Pasal 18

tugas pembantu

aerah menjalankan otonomil

‘an Pemerintahan d

i urusan pemerintahan yang oleh undang-

Pusat. Berdasarkan




T A
el ST
el

ida Pemerintah Daerah Kabupat
pPaten Pulang Pigay

mcmhmi arah kep:
f Lembentuk Kebijakan (pembentuk: >
ntuk m ~ tan Pera >
u turan Daerah).

Berkaitan dengan dasar kewenanga 3
£4n pembentukan Peraturan

tentang Bantuan Hukum didasz
asarkan
pada Pasal 12

I
f paerah
i
ayat(1) dan (2) Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tent
entang
intahan Daerah. M i
_f pemeri engenal bantuan hukum merupakan
urusan pemerintah wajib. Dalam hal kewenangan bantuan huku
m

diatur dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) yang menentukan bahwa

salah satu urusan wajib adalah di bidang sosial, perlindungan

dan termasuk pemberdayaan perempuan dan

masyarakat
perlindungan anak. Berdasarkan urusan wajib inilah dapat

ditafsirkan perlunya bantuan hukum bagi warga miskin.

Selanjutnya dasar kewenangan pembentukan Perda Bantuan

|
hukum dilihat dalam ketentuan Pasal 236 ayat (3) dan ayat (4) UU

No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pada ayat (3)

ditentukan bahwa materi muatan Perda memuat:

ggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan: dan

a. Penyelen
ketentuan ketentuan Peraturan

b. Penjabaran lebih lanjut

PerUndang-Undangan yang lebih tinggi.
aten Pulang Pisau tentang

Darmhentizkan Perda Kabup



alah UU No

(ingei- pPeraturan perUndang-Undangan te
N rsebut n
d
j6 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Je]
- Jelas  diset
- SEeD
dalam pasal 19 yaitu: utkan

(1) paerah dapat mengalokasikan anggaran
‘ penyelenggaraan

Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan d
¢ dan Belanja

Daerah.
(2) Ketentuan lebih lanju .
jut mengenai penyelenggaraan Bantuan

Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur d
3 engan

Peraturan Daerah.
Ketentuan ini dipahami bahwa dalam penyelenggaraan

pantuan hukum harus ada Perda yang mengatu terlebih dahulu.

aturan bantuan hukum diperuntukan pada warga
kasikan dana

Mengingat peng
dengan demikian daerah dapat mengalo

miskin,

bantuan hukum bagi warga miskin melalui APBD.

ang-Undang

Pemahaman dalam konsideran menimbang Und
negaskan bahwa

ntang Bantuan hukum me
n hukum bagi warga

No. 16 Tahun 2011 te
n memberikan bantua
1 HAM. Selanjutnya dalam

negara berkewajiba
ntang

udan perlindungai
16 Tahun 2011 te

miskin sebagai perWUj
an hukum

pPasal 1 angka 1 Undang—Undang No.
m menentukan juga bahwa bantu
Aiberikan oleh Pemberi Bantuan

Bantuan Huku



T s e T

Selanjutnyva dalam Pasal 1 anpgka
clang ipka 2 Un(lmw Undang 1¢
r ang 16

enerimg bantuan

| patun D011 tentany Bantuan Hukum bahwa p
|
j pukum adalah orang atau kelompok orang miskin Pasal
4 -rasal 1T angke
a
>
16 Tahun 2011
< entang g
> bBantuan Huk
um

Undang-Undang
lembaga

5]

e
menegaskan bahwa pembert bantuan hukum adalat
’ adadalan

pantuan hukum atau organisasi k"'"““yilrn] i
5 <atan yang m i
emberi

berdasarkan UU, Dengan demikian

E Javanan bantuan hukum
5 pemahaman bantuan hukum dalam naskah akademis ini adalah
%

; bantuan hukum untuk orang atau kelompok orang miskin.
4

ﬁ; Dalam memberikan bantuan hukum pada orang atau kelompok
ig masyarakat miskin sebagaimana di atur dalam Pasal 2 Undang-

Undang No. 16 Tahun 2011 tentang bantuan Hukum berasaskan :

a. keadilan;

b. persamaan kedudukan di dalam hukum;

c. keterbukaan;

d. efisiensi;

e. efektivitas; dan
f. akuntabilitas.
penyelenggaraan Bantuan hukum pada

Adapun tujuan




y ticerry sl beessaelilingy:
mendapi >
itk

nu*wuflulknn halk konstitusional  segla Wargia negar
' ’ ra sesuai

I>.

derngan prinsip persammaan koeduadulcan oij dalarn haglegy
' (urmn;,

oy 1 pastian penyelerigsgarag:

menjarmin kep: , I rai N o

- > aAntuan Huku
m

laksana-kan seccara mcrata  di sclurgh ;
wilay: 2oy e
Hayah Negara

publik Indonesia; dan

wujudkan peradilan yang efcktif, efisien dan dapat diper
= 2 < -

cungjawabkan.

sngenai peraturan pelaksana tentang Bantuan hukum juga
alam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013 tentang
1 Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran
uari Hukum. Sebagai amanat dari Pasal 15 ayat (5) dan
dang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan
g merupakan bagian dari penyelenggaraan Bantuan
hkan dapat menjadi dasar hukum bagi penyusunan
yyelenggaraan Bantuan Hukum di daerah serta

dinya penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagai

yang berorientasi pada keuntungan semata dan

sentingan-kepentingan para Penerima Bantuan

teuwna Pemerintah ini pemberian Bantuan
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gampit;
arito Terbit Buntok.
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dasarkan data dan paparg ;
Ber p n di atas, maka penting

k dilakukan kajian hukum yang berupa Kkaii
ajian

kimn}’a untu
ah akademis terhadap pembentukan Perda Kabupaten Pyl
€ ulang

naSk
) Bantu H i :
pisau tentang Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin dj Kabupaten

pulang Pisau, sehingga penyelenggaraan Bantuan hukum ini
diharapkan mampu memberikan pPelayanan optimal bagi warga

miskin yang sedang menghadapi permasalahan hukum.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Penyusunan Naskah akademik akan memberikan implikasi

hal terkait dengan mekanisme

hukum dan  berbagai
pembentukannya. Isu hukum dari penelitian atau penyusunan
Naskah Akademik ini terdapat 4 (empat) pokok masalah yang
memandu penelitian hukum atau penyusunan Naskah Akademik
1ni, yaitu:

1. Permasalahan hukum apa yang dihadapi dalam kaitannya

dengan bantuan hukum bagi warga miskin di Kabupaten

Pulang Pisau?
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Daerah bantuan hukum bagi warga miel;
> uskin d; Kabupat
) aten

pulang Pisau ?

Apa sasaran yang akan diwujudkan, Jangkauan d
bs dan arah

uran, dan ruang lingku 3
pengat > lingkup materi muatan Ranc
ancangan

peraturan Daerah bantuan hukum bagi warga miskin d
arga miskin di

Kabupaten Pulang Pisau?

. TOUJUAN DAN KEGUNAAN KEGIATAN PENYUSUNAN

NASKAH AKADEMIK

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang

dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik

dirumuskan sebagai berikut:

1.

2. Merumuskan

Merumuskan dan memahami permasalahan hukum yang

dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan

Daerah Daerah Kabupaten Pulang Pisau tentang Bantuan
Hukum Bagi Warga Miskin di Kabupaten Pulang Pisau.

perlu Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar

g  — 1.am+an hukum bagl warga




pisau tentang Bantuan  Hukum bagi o,
> Argn 3 7
e miskin i

Kabupaten Pulang Pisau.

Merumuskan sasaran yang ak

an dj ]
. £ 1WUJudkan, F'uang lin 9%
| y Zkup
sengaturan, Jangkauan, dan arah >
Pengaturan dalam
_ an Peratur €
E—— an  Daerah Kabupaten

) e .
I ulang Pisau

tentang Bantuan Hukum Bag;j Warga Miskin dj Kabupat
g abupaten

Pulang Pisau.

Peraturan Daerah Daerah Kabupaten Pulang Pisau tentang

Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin di Kabupaten Pulang

Pisau.

1.4. METODE PENELITIAN PENYUSUNAN NASKAH
AKADEMIK

Penyusunan Naskah Akademik ini yang pada dasarnya

merupakan suatu kegiatan penelitian penyusunan Naskah

Akademik - digunakan metodeyang berbasiskan metode penelitian

hukum.

Al 1 T e Aimimalkan dalam penyusurlan naSkah akademlk i
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T Toses e
biepy Progesy penycempurnann,

tahap awal dari kepintan technical assistance
tim penyusun, pada tahap ini tim penyusun
thisani naskah  Akademik  dilakukan  dengan
ahli, Forum Group Diskusi.

onsultasi public

:nyusun melakukan Sosialisasi darl Konsultasi
h Akademik Raperda tentang Bantuan Hukum
Kabupaten Pulang Pisau melalui seminar yarg
arakat dan Pemerintah Daerah. Target

1 masy

inasi ini adalab tersosialisasikannya rencana

Akademik Raperda tentang Bantuan Hukum
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o pelindungsan hukum Salmond bahwa

isikan  dan mengkoordinasikan berbagaij

bat  kareng dalam  suaty lalu  lintas

wmdap kepentingan tertenty hanya dapat

itani berbapai kepentingan di lain pihak.
ehpurusi hak dan kepentingan manusia,
oloritas  tertinggi  untuk menentukan

rla diatur dan dilindungi. Perlindungan

mkni perlindungan hukum lahir dari suatu

T Citea Aditya Baki, Bandung, him.53.
MK UM BAGEWARGA VAVLEN ) KAR,

UPATEN PULANG FISAU, 2019




I T g

lan  sepala peraturan hukgm Yitrig il e
F) J {

Ay f;ll]‘

o dasarnya merupakan kesepaleata, i |
g rll./.”,‘ <iil

watur  hubungan  prilaky antars  anppoly Nl
Ly ek FL fptial gy

ira perscorangan dengan pemenntah v dvinagrgring,

masyarakat 4

o Raharjo, perlindungan hukum adalal:

1gayoman terhadap hak asasi manusia it di berili,
nkat agar dapat menikmati semua hal: bk yei i

hukum.  Hukum dapat difungsikan itk
'rlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptit de
inkan  juga prediktif dan antisipatif.  Holau
1k mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial,
itik untuk memperoleh keadilan sosial.5

at Phillipus M. Hadjon bahwa:

kum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintal yang
f dan represif. Perlindungan hukum yang preventit
mencegah terjadinya sengketa, yang mengiralilean
rintah bersikap hati-hati dalam penganbilan
isarkan diskresi, dan perlindungan yang represi!
< menyelesaikan terjadinya sengketa, ternmiasul
lembaga peradilan.®

aian di atas dapat dinyatakan bahwa fungsi hulkam
at dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikiin
dupnya dari orang lain, masyarakat maupui

serfungsi pula untuk memberikan keadilan serta

mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh yikyat,

et
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menpurar pethodungan hukom dalaom mal
: aknn

1 huakum, menank pula unguk menpura sedikit
i vang dapat timbul dari pengpunaan istilah
akut - Perlindungan  hukum bisa berarti
an techadap hukum apar tidak  ditafsitkan
oleh aparat penegak hukum dan juga bisa
berikan oleh hukum terhadap sesuatu,

jupa dapat menimbulkan pertanyaan yang
radaan hukum. Hukum harus memberikan
wa pthak sesuai dengan status hukumnya
<d kedudukan yang sama dihadapan hukum.
wajib  menegakkan hukum dan dengan
1, maka secara tidak langsung pula hukum
gan pada tiap hubungan hukum atau segala
rarakat ya;mg diatur oleh hukum.

lalam hal ini sesuai dengan teori interprestasi
<akan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa:
nafsiran merupakan salah satu metode
ang memberi penjelasan  yang gamblang

;-undang agar ruang lingkup kaidah dapat
1 dengan peristiwa tertentu. Penafsiran oleh
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t dan bukan untuk kepentingan metode ity

ah satu metode dalam Pénemuan hukum

1wa pekerjaan kehakiman memiliki karakter
fsiran oleh hakim Mmerupakan penjelasan
pelaksanaan yang dapat diterima oleh
in hukum terhadap peristiwa yang konkrit.
Sarana atau alat untuk mengetahui makna
hukum dalam konteks Hukum Administrasi
. dari bekerjanya fungsi hukum untuk
ikum, yakni keadilan, kemanfaatan dan
1 hukum adalah suatu perlindungan yang
m sesuai dengan aturan hukum, baik ity
at represif dalam rangka menegakkan

n hukum bagi rakyat meliputi dua hal,

if, yakni bentuk perlindungan hukum dj




J— Johine Kol perlu ada kr-r:mmhm:;::m antara kepentinpan
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I dan kepentinginn bersama. Bapaimana ukuran dari keseimbanpan
g ] (il

Jrs diberikan, itulah yang disebut dengan keadilan.® John Rawls

nukakan bahwa :

dlam  kenyataannya, distribusi  beban dan I-:(.‘unlungun sosial,
yerti pekerjaan, kekayaan, sandang, pangan, papan, dan hak-hak
si, ternyata belum  dirasakan scimbang. Faktor-faktor seperti
ma, ras, keturunan, kelas sosial, dan scbagainya, menghalangi
ipainya keadilan dalam distribusi itu, hal itu tidak lain karena
tur dasar masyarakat yang belum sehat.

sarkan hal ini dapat diketahui bahwa, faktor kelas sosial juga

engaruhi dan menghalangi distribusi pemenuhan hak-hak
Menurut John Rawils, jika bidang utama keadilan adalah
masyarakat, problem utama keadilan adalah merumuskan
alasan pada sederet prinsip-prinsip yang harus dipenuhi
‘tur dasar masyarakat yang adil. Prinsip-prinsip keadilan
rus mendistribusikan prospek barang-barang pokok.

vls, kebutuhan-kebutuhan pokok meliputi hak-hak

kuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan dam



rinsip keadilan harus mc'mhimhin,(.gv kita dalam
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,perkc‘mb"mgk‘q” kebijakan-kebijakan dan hukum untulk
s

oreksi ketidakadilan dalam struktur dasar masyarakat tertentuy.?
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h-prinsip inilah yang sangat terkait dengan Implementasi bantuan

 bagi orang atau kelompok orang miskin dalam perkara pidana

selenggaranya proses hukum yang adil (due process of law).

i Bantuan Hukum

antuan hukum dipergunakan sebagai terjemahan dari dua
jal aid dan legal assistance. Istilah legal aid biasanya

1tuk menunjukan bantuan hukum dalam arti sempit

Jjasa-jasa dalam bidang hukum kepada seorang yang

1 perkara secara cuma — cuma/gratis, khususnya bagi

g mampu. Sedangkan pengertian legal assistance

menunjukan pengertian bantuan hukum oleh para

akan honorarium. 10



ar bahasa  Indonesin,  banton aclinlin )y
us hukum, adalah hantoan vang dibe oo,
asthat hukum kepada seorang terdabwa o
enurut  Adnan  Buyung  Nasution b
um yang tidak hanya menjadi seboaby coltiral
<si  struktural yang diarahkan  terhadap
rakat yang tidak adil menuju titanan

1ipu memberikan nafas yang nyaman b

yagaimana dikutip oleh, kata hukum sendin
| kata “hukm”, kata jamaknya “ahkam” yang
verdice, decision), ketetapan (proviion),

whan (goverment), dan kekuasaan (canathiority,

buah ilmu yang memang sulit untuk




dari belenggu  struktur politik, sosijal dan
. l" L

sebuah penindasan 14

pa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa

in jasa hukum yang khusus diberikan kepada
an pembelaan secara Cuma-cuma baik didalam
secara pidana, perdata, dan tata usaha negara
seluk beluk pembelaan hukum, asas-asas dan
asasl manusia. Kegiatan bantuan hukum
in pada masa Romawi hal ini berangkat dari
(an  pengaruh dalam masyarakat. Seiring
>emberian bantuan hukum ini dilandasi pada
') oleh sebagian kelompok gereja kepada para
belum ada konsep bantuan hukum yang jelas,
fsiri sebagai sebuah hak yang harus didapat

ntuan hukum lebih banyak tergantung pada
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| Hukum

adulah hal yang dibesibin kepada wargs miskin
tan hukum dengan cuma cuma (probons publico)
samaan hak dibadapan hukum, Hal ing sudsh
| Undang -Undang Dansar NI Tahun 1945 dirmana
bahwa: “fakir miskin menjadi tanggung jawab
nsep tentang prinsip praamaan dihadapan hukum
dan hak untuk bisa dibela advokat (accsess legal
w51 manusia yang perlu dijamin dalam rangka

n masyarakat Indonesia  dan kemiskinan,

hukum.
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num - Undang Undang tentang  Bantuan

clamacini, pemberian Bantuan Hukum yang
< orang miskin, schingga mereka kesulitan
arena terhambat  oleh  ketidakmampuan
k--hak konstitusional mercka. Pengaturan
o Hukum dalam Undaag-Undang inij

k-hak konstitusional orang atau kelompok




1wukum kepada SESeorang yang terlibat
:rkara yaitu 1) Pemmberian Jasa bantuan
cuma-cuma, 2) Bantuan jasa hukum
iIsuskan bagi yang tidak mampu dalam
, 3) motifasi utama legal aid adalah

1 jalan membela kepentingan hak asasi

dan buta hukum.

juga pada umumnya dikenal dalam 2 dua
bantuan hukum tradisional dan konsep
al. Konsep bantuan hukum tradisional
g diberikan kepada warga miskin secara
aukum ini pasif dari cara pendekatannya
tt melihat segala permasalahan hukum
um yang berlaku pendekatannya pada

maupun di luar pengadilan. 15




ipembangan nnal-nijai hak asasj :
il e i nlélnuqm 5 y
Sl sebagy

tegaknya negara hukum. Sjfq¢ bantuari hy

¢ cum
iktif, di mana bantuan hukum diberikan tidak saja
n tetapi juga kepada kelompok Mmasyarakat secara

mbangannya Lembaga Bartuan Hukum, Yayasan

1kum Indonesia memperkenalkan suatu Konsep

ctural.

1s1¢ yang dimaksud dengan bantuan hukum
1is bantuan hukum yang mengupayakan adanya
) hukum yang bersifat keselarasan yvang tidak
(ada persamaan dan kesamaan struktural) yang
lity before the law, dan kesamaan akses atas
 politik. Bantuan hukum slruktural adalah
wm yang pada hakikatnya didasarkan atas

rientasi yang mengarah pada pemberdayaan



ukum

legalitas maka Undang—Undang No. 16 Tahun

1wkum Bab IV Pasa] 8 ayat (2) menyebutkan,

hukum meémpunyai beberapa Syarat yaitu:

wukum yang dilakukan pemberi bantuan hukum

arat berdasarkan undang—undang ini. yang telah

arkan undang—undang Ini.

Jantuan hukum sebagaimana dimaksud pada

mdang—undang 1ni1;

ertariat yang tetap;

intuan hukum.




V  menyebutkan penvelengearaan bantuan hukurr
¢ ]

-um berhak:

itmen  terrhadap advokat, paralegal, dosen dan

hukum;

«n hukum

bantuan hukum, penyuluhan hukum, bantuan

Tam kegiatan lain yang berkaitan dengan

uan hukum;

lari negara untuk melaksanakan bantuan hukum

-undang ini

it atau pernyataan dalam membela perkarra yang
ibnya di dalam siding pengadilan sesuai dengan

rundang-undangan;

dan data lain dari pemerintah atau instansi lain

. . (T




la menten tentang program bantuan hukum

' pengsunaan anggaran negara yang digunkan untuk

n hukum berdasarkan undang-undang ini

pendidikan dan pelatihan bantuan hukum bagi
dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut

sud dalam Pasal 9 huruf a;

wan data, informasi dan atau keterangan yang
ma bantuan hukumberkaitan perkara yang sedang

ntukan lain oleh unddang-undang; dan

an hukum kepada penerima bantuan hukum
jan tata cara yang ditentukan dalam undang-

erkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah

Jukum

lasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor
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mntuan Hukum juga me negaskan kriteria penerima

endapatkan bantuan hukum sebagaimana yang
o C

wdang-undang RI Nomor 16 Tahun 2011 Tentang

akum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

ng atau kelompok orang miskin yang tidak dapat

secara layak dan mandiri.

na dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas
nan Kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan
1 perumahan.

asa Indonesia orang diartikan sebagai orang
utnya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia

npok adalah Kelompok adalah kumpulan

esatuan beridentitas dengan adat-istiadat dan

- pola-pola interaksi antara manusia itu;!$

dalam hal ini adalah mengambarkan sebagai




man  pendidikan, pekerjaan dan berusaha

ang atau kelompok orang miskin juga dapat

u kelompok orang yang secara ekonomis tidak
iteria “miskin” sebagaimana dalam Pasa] 5

‘ahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

amah Agung Nomor 10 Tahun 2010 yang
0 Agustus 2010 tentang Pedoman Pemberian
it menunjukkan pengertian dari orang atau
U 1 angka 2 Surat Edaran Mahkamah Agung

dikeluarkan pada tanggal 30 Agustus 2010

3antuan Hukum menentukan bahwas -

um adalah pencari keadilan yang terdiri dari
u sekelompok orang yang secara ekonomis
aliki kriteria miskin sebagaimana ditetapkan
tik atau penetapan upah minimum regional
gaman sosial lainnya, atau memenuhij syarat
2bih lanjut dalam Pedoman Ini, yang
‘tuk menangani dan menyelesaikan masalah

munjukkan bahwa, orang atair elrre.1.
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, selain itu, pemenuhan kriteria miskin juga dapat
it Keterangan miskin yang diterbitkan oleh

ahan yang berwenang.

ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang
tentang Penanganan Fakir Miskin menyatakan
ah orang yang sama sekali tidak mempunyai
rian dan/atau mempunyai sumber mata
mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan

dupan dirinya dan/atau keluarganya. Selain itu

asa Indonesia miskin diartikan sebagai tidak

gan (berpenghasilan sangat rendah).

Pemberi Bantuan Hukum

1 kontrol terhadap pemberi bantuan hukum

anan bagi penerima bantuan hukum sehigga




permohonan  secara  tertylis yang bersij

identitas pemohon dan urajan singkat tentang

10nkan bantuan hukum;

En yang berkenaan dengan perkara: dan c.
‘lerangan miskin dar lurah, kepala desa, atau

npat tingzal pemohon bantuan hukum

tuan hukum tidak mampu mengajukan

mengajukan permohonan bantuan hukum

kum.

lam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari
yantuan hukum dinyatakan lengkap harus

rima atau menolak permohonan bantuan
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aran pendapatan dan belanja Negara

gaimana dimaksud ayat (1), sumber pendanaan

berasal dari:

san; dan/atau b. Sumber pendanaan lain yang

at

1galokasikan dna penyelenggaraan bantuan

yendapatan dan belanja Negara

yan bantuan hukum sebagaimana dimaksud

sikan pada anggaran kementrian yang

pemerintahan dibidang hukum dan hak asasl

 lanmpoaraan bantuarn




P ASAS/PRINSIP YANG TERKAIT

AN NORMA

Hadapan Hukum (equality before the law)

the law termasuk dalam Pasal 27 ayat (1) UUD
nyatakan kedudukannya didalam hukum dan
njunjung hukum dan pemerintahan itu dengan
. merupakan pengakuan dan jaminan hak
.gara dalam hukum dan pemerintahan. Teor

the law seperti yang dianut oieh Pasal 27 ayat

-sebut menjadi dasar perlindungan bagi warga

yma dihadapan hukum dalam pemerintahan.

1a orang diperlakukan sama di depan hukurm.

dalam arti sederhananya bahwa semua orang

maan dihadapan hukum atau equality before

s terpenting dalam hukum modern. Asas ini

trin Rule of Law yang juga menyebar pada

o g aia Kalau dapat disebutkan asas




kum pada setiap  individy

tanpa ads

dihadapan hukurn jty bisa dijadikan sel

nasi kelompok—ke]ompok marjinal atau kelom

un, karena ketimpangan sumberdaya (kekuasa:
ts tersebut sering didominasi oleh penguasa da)

untuk melindungi aset darl kekuasaanya. Asas
gerak dalam palung hukum yang berlaku umum

mggalan hukum itu menjadi satu wajah utuh di

in, misalnya terhadap ekonomi darl sosial.
dapan hukum seakan memberikan sinyal di

a sosial dan ekonomi orang boleh tidak

"persamaan" antara di dalam wilayah hukum,

konomi itulah yang menjadikan asas equality

gah dinamika sosial dan ekonomi. Szalah satu
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vn Hukum Bagi Rahkyat

purut Phalipnas M Fadgon diledalcar o
yaitu perhindvngan bl yang prev
yang represif. Mot OC Kalipr
adalah mencerminkan kewajiligs dan 1
dan dijamin olch nepara itk eyl
1 dan memajukan hak asasi rnanisia berda

enafsiran bukum.

P PRAKTEK PENYELENGGARAAN, KON.

s RMASALAHAN YANG DIHADAPI MASYARAK.

manusiaan, tujuan dari program bantuar bkt

ingankan beban (biava) hukum yang hart

kat tidak mampu di depan Pengadilan darn i lua

ikian, ketika golongan masyarakat tidak mampu

oses hukum di Pengadilan, mereka tetap

n untuk memperoleh pembelaan dan




v ole e Moabilcasmar Aprnge 141 vif el
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n oleh Mabiloonaly Apng 1210« IR AL

muan,  adalahy terhadap  polongan (lerilen s,

g bherperkara v PPenpadilan, i [yrapaltdint

n sccara lanpasung kepada prcaesyar il yatig
diberikan  dalam  bentuk ftnihalony  Jiaeii
cliari

ah  menyelesatkan kanus/perkiari

u yang menghadapi perkara di penpadilan,

an pembelaan hak-hak hukuminyd, cdapriat

' dari inst:1r1.*;i--in:;t:m:;i selempal misalnya:




lampu dart pemohon dan dibenarkan
’ i (4

~atau

Mampu dari pemohon dan dibenarkan o.

pidana, baik yang menyangkut hukun

hal asas-asas yang bertujuan untuk

tempat yang sebenamya. Untuk itu, ada

dalam UU No.4 Tahun 2004 tentang

wajib dipenuhi ketika seseorang harus

rengadilan, misalnya:

n dapalL dihadapkan di depan pengadiian

1g ditenkukan oleh undang-undang.

in dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila

-na alat pembuktian yang sah menurut

mendapat keyakinan bahwa seseorang

L+ hertanggung jawab, telah bersalah




18 yang tersangkut perkara berhak
- 14K 1

A171.

1ya dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1]
Bantuan Hukum bagi Masyarakat

‘ing bagi terselenggara dan terpelik
dalam proses peradilan pidana. Dalam ;
yvang menyangkut hukun materiil dan fc
ertujuan untuk melindungi kepentingan hu-
at dan tergugat) yang berperkara di pengadii

tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

g Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaa.
asas peradilan berbiaya ringan dan asas

-hadap pihak-pihak yang berperkara, yaitu:

nurut hukum dengan tidat membedakan orang

ncari keadilan dan berusaha mengatasi segala




rkara perdat:
cdled {[}('['jtfﬂr'} 54
sraprat o elarn te
; ‘ Lyt
Tl uUpavys ‘nvelesa
paya penyclesaian senpketa perdat
/Kl ata,
melalul pengadil:
lalur pengadilan atau upaya yang dilak

alui upaya perdamaian);
sengketa dilakukan melalui pengadilan :

erkara dapat menghadap sendiri  pros

eminta bantuan hukum dari Advokat. (Pas:

seri memberi nasehat dan pertolongan kepada

ugat atau kepada wakilnya tentang hal

ynnya. (Pasal 119 HIR / 143 RBG);

agat tidak pandai menulis, maka tuntutanya

lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Ketua

ersebut atau menyuruh mencatatnya. (Pasal

L wetiia Maielis




- atau tergugat tidak mampu menanggun
- {

)at memperoleh izin untuk berperkara d

7 HIR / 273 RBG).

I
ndang No. 16 Tahun 2011 jelas disebuti
1 dalam hal ini pemerintah daerah dal:

um adalah hanya sebatas memberike
mbiayaan bagi masyarakat miskin yan

igan hukum. Bantuan pembiayaan dar.

syarakat miskin merupakan kewajiban

agai bentuk perlindungan hukum dan

masyarakat miskin demi terwujudnya

an pemlasalahan yang perlu diselesaikan

dengan membentuk dasar hukum atau

hukum sehingga Pemerintah Daerah

wajib dan ada dasar untuk memberikan

hal pembiayaan bagi masyarakat miskin




an terus dilakukan secara mandiri d:
pil yang dipelopori oleh misalnya YLBH

, .
erkembang bersama lahirnya organisas

rerak pada isu bantuan hukum seperti

um dan HAM Indonesia (PBHI), PERADI,

jatur

Penetapan Sistem Baru yang Akan d

yarakat

Terhadap Aspek Kehldupan Mas

» Aspek Beban Keuangan Negara.

k atas pantuan hukum

ya pengaturan ha

an dengan pengalokasian anggararl

) Kabupaten Pulang

berkait

n Belanja Daerah (APBD
9 Undang-

bih lanjut dari ketentuan Pasal 1

2011 tentang B




1 hubung: z ‘
Mgan yang Jelas tentang hal

dar we
: 1 kewenangan seluruh pthak yan;

raan bantuan hukum:
-2

tnggaraan bantuan hukum yang layak

num pemerintahan dan korporasi yang

raan bantuan hukum sesual dengarn

wmngan; dan

dan kepastian hukum bagi

nggaraan bantuan hukum

.n Peraturan Daerah tentang bantuan

ija aspek keuangan daerah, sehingga

pengaturan sebagai dasar dalam




EAB JII

IS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
YANG TERKAIT

undang- anga '3
dang-undangan yang relevan dalam

i zdalzh meliputi hal-hal sebagai berikut:

:» Republik Indonesla Tahua 1946.

renangarn pemerintah daerah  dalam

y pembentukan peraturan daerah tentansg

rakat milskin adalah:

menetapkan peraturarn daerah dan




Frietiizemis
Fjarnin babwa

f.’}!-,(.r ¢ 3 '
F I 3 ) “‘7 ~ - - 7
; ) ;I//rjl }J'l’}'/;

L

30373 -
J J7 e -Jf};}i:!; 2551 hz) '
1/ sav-hiay merelks

riediario; . ~

J H;’,III, U‘.J!J J/_l:p:':’,fl.an hU}fUTﬂ yang z
f123 d;f:::d::[;:;;; hukiurm f]apat (jjwujud}{,g,
paharni secara konstitusional, bahwa oran:
sinan terhadap hak, pengakuan, jaminan,
n hukurmn yang adil serta perlakuan yang
tapi mercka orang yang tidak mampu dan
1adap keadilan, melalui Lembaga-lembaga
iaupun proses non litigasi.
ak untuk berkomunikasi dan memperoleh
mengembangkan pnbadi dan lingkungan
ak untuk mencari, memperoleh, memiliki,

:ngolah dan menyampaikan informasi

akan segala jenis saluran yang tersedia.




itas 1 - T
as perlindungan diri pibadi, keluar
dan  har
art: 1d: ang ]
a benda yang dibaw.
1ak '
atas rasa aman dan perlindungan da

1k berbuat sesuatu yang merupakan hal

uk bebas dari penyiksaan atau perlakuan

rajat martabat manusia dqn berhak

dari Negara lain.

nenegaskan bahwa setiap warga Negara

u, dan mengalami masalah hukum, berhak

kum secara cuma-cuma, sekaligus sebagai

yas untuk mendapat perlindungan diri

tan, martabat, dan harta benda yang

perhak atas rasa aman dan perlindungan

uk berbuat sesuatu yang merupakan hak




ngan cara mendap

9 .
at bantuan hukum ay

b

1faat yan ama
S
g gUna mencapai persarm

dapat dijamin dan terwujud

1ak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerde

nurani, hak beragama, tak untuk t
ntuk diakui sebagai pribadi dihadapan huk:
k dituntut atas dasar hukum yang berlaku sur

manusia yang tidak dapat dikurang: dala;

dari perlakuan yang bersifat diskiminatif atas

berhak mendapatkan perlindungan terhadap

fat diskriminatif.

juan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi




ayat (1), (2), (4), dan (5) ters

sebut ey

]a oraj ' 5 '
P orang khususnya yang tidak marny

keadilan > ] - ‘
melalui kehadiran Peraturan

um Bagi Warga Miskin. Pasal 28 | ayat (1),
1 utama bagi penegakan jaminan hak-hak
1pu untuk mendapatkan akses keadilan m-

kum di daerah.

8 Tahun 1981 tentang Hukum Acata Pldana

mbelaan, tersangka atau terdakwa berha

um dari seorang atau lebih penasehat hukurr

an pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut

| dalam Undang-Undang ini.

ukum adalah hak (asasi) dari tersangka atau

1asehat hukum (tidak dapat secara serta merta

- e oa s o e |



berikan bantuan hukum secara ¢
. Aol ’

in yang tidak mampu;

persyaratan dan tata cara pemberian
cuma sebagaimana dimaksud. pada :

gan peraturan pemerintah.

i kewajiban untuk melakukan hukum

ncari keadilan yang tidak mampu.

¢ jelas dan tidak focus khusus karena

<

um secara cuma-cuma hanya menjadl

ingan' dari Advokat. Sebab disari,

asa hukum secara cuma-cuIr:

membel'ikan J

I [ S e Y



I_JkU]H Cu CUun e O
~Uuma-
~uma S .akan diana Hp t
- OHSH

bkat asi
asing hanya boleh memberikan ja:

‘Pada dunia pendidikan dan penelitian

o _
Jasa hukum sebagaimana ketentuan

ahun 2003 adalah jasa yang diberikan /

>nsultasi hukum, menjalankan kuasa, m¢
a, dan melakukao tindakan hukum Ilain

en. Dari ketentuan yang ada dalam UU Nom

inia pendidikan dan penelitian hukum diart

Asing dan oleh karenanva Advokat asing d:

nnya.

r 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kekakimar

___1,..+a berhak memperoleh bantuar



W\

. .
)] hUr.’U}'ﬂ gy r..;J.'
s _ L) ;“‘h“!;:.’-'",hf‘ ‘: e
salimana dimaksud da

[

ntu penyelesaisz
“i€salan perkara dengan me

satu hak yarg menladi kewajiban pihak
Posisi Negara seharusnya menjadi
¢ mengambil peran dan posisi dalam jar

nendapatkan bantuan hukum secara men

G Tahun 1999 tentang Hak Asasl Manusla

eriksa berhak mendapatkan bantuan hukur

sampai adanya putusan pengadilan yang telat:

;ukum tetap-

. 1.1 mendapatkan bantuan hukum,




I ‘ ‘ ' 3 ’ s 1< ’I’J

ng-und: INi e
£ lang  inj berkaitan pengal
_ >ngal

asika
a anggaran penyelenggaraan Bani

Pendapatan dan Belanja Daerah.

nengenai penyelenggaraan Bantuan Hukt

pada ayat (1) diatur dengan peraturs

>ublik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015

Cara Pemberian Bantuan Hukum dan

Jukum

sikan Anggaran penyelenggaraan Bantuan




] peraturan Mentert Hukum dan Hak Asasi

2013 Tentang Tata Cara Verifikasi

pBantuan Hukum Atau Organisasi \

9. Peraturan Mentern1 Hukum dan Hak

Tahun 2015 Tentang Peratura

Pemerintah Nomor 42 Tahun 201
Cara Pembernian Bantuan Huk:

Bantuan Hukum  sebagaiama

Peraturan Menterni Hukum Dan
63 Tahun 2016 Tentang Peral
Hukum Dan Hak Asasi Max
Tentang Peraturan Pelaksanas

42 Tahun 2013 Tentang Sy

Bantuan Hukum Dan Penyal

10.Keputusan Menteri Sosi
146 /HUK /2013 tentang 1

Fakir Miskin dan Orang T




teregister -

Kedua:

Kriteria Fakir miskin dan orang

teregister yaitu:

a. Tidak mempunyai sumber m:

mempunyai sumber mata

mempunyai kemampuan meme

b. Mempunyail pengeluaran sebas
memenuhi konsumsi makas
sederhana;

c. Tidak mampu atau mengala
tenaga medis, kecuali Puske
Pemerintah;

d. Tidak mampu membeli pall
untuk setiap anggota rum

€.

Mempunyai kemmapuan

sampai jenjang Pendid

Pertama:



£

Keempat dan Kelima:

Fakir miskin dan orang

yaitu:
Terdapat dalam Lembags
Lembaga Kesejahteraan S

a. Panti Sosial;

b.

mata air tak terlindung

-

Rumab singgah;




"”".,‘,»'i
Krt'lu’lln
Feaade Ponasilogy, 1:y
*An) f»l::rn;;
terepaat ey Yirity,-

0. (lt-]:nlltl:nlnpw:ll'
» >

, :

"‘ ¥ ) - €y &
. | Npcemis:
C. PPerscoray

d. l’(:r(_-.rnpuan Rawan Sosi)

c. Korban tindak kekerag:,

1. Pekerja Migran bermas:
#. Masyarakat miskin aki
tanggap darurat samy
bencana;
h. Perseorangan penerim

Sosial;

i. Penghuni Rumah Taha

j. Penderita Thalassqemi



A. Landasan Fllosofis

Pemberian bantuan hukum tidal
1da

charity (belas kasihan) terhadap masyar
o

politik warga negara. Dalam perkembag;

bantuan  hukum  selaly dihubung

kesejahteraan (welfare state). Pemerin

memberikan  kesejahteraan kepada

dimaksudkan sebagai salah satu p1
rakyat terutama dibidang sosial da
mempunyal hubungari dengan hak
HAM adalah salah satu mandat daj
bantuan hukum secara jelas di ama

memberi suatu pesan (konstitus

diselenggarakan oleh negara adalah s




LANDASAN FILOSORy.

A. Landasan FHOSOfis

Pemberian bantuan hukun,
charity (belas kasihan) terhadap m:
politik warga negara. Dalam perk:
bantuan hukum selalu  dihy
kesejahteraan (welfare state). Per
memberikan kesejahteraan ke
dimaksudkan sebagai salah saty
rakyat terutama dibidang sosial
mempunyai hubungari dengan h
HAM adalah salah satu mandat
bantuan hukum secara jelas di 4

memberi suatu pesan (konstit

diselenggarakan oleh negara adalal




ﬂ“‘mp(-.roleh Jaminan terhag
erhadap |,
ak

Jan kepastian hukum van
£

adi) sert

tetapi merek
pukun, cka orang ;-
g tidak
ma

keadilan, melalui l'i’mbagal
lembag,
I

proses non litigasi.

Menurut konteks demikian g,
pantuan hukum, yang Memang sej;
pekerjaan hukum untuk orang yang
mampu dapat dijamin hak-haknya
mendapatkan bantuan hukum dari Pt

cuma.

Kehadiran pemberi bantuan hu
negara untuk membantu negara dal:
bagi orang yang tidak mampu. Ne;
kehidupan masyarakatnya khususny

dan jaminan hukum, sudah seyogyal

a« a e e 1 srran hukum dala



moemberikag

- perul? konsy)y

a5 hllku

moewakil, Mend

5, v .
27

qpdapatkan honorariy L
”'If—I m (l;irl kl
len’

mpunyal kewajibaa me

kepada pencari keadilan yang tidali mag
¢ ¢

Juga penting dilihat pemberi 1
tugas bantuan hukum, mendapat pe
dan layak dalam hubungan kerja yan;
hukum dengan orang yang tidak m
hukum, Oleh karenanya, adalah m

didalamnya adalah pemerintah daeral

kepentingan pemberian bantuan hul

bantuan hukum. Sebab sangat tidak

hukum dalam melakukan tugas banty

A atkan dl




Jal

yat dipisahkan dalam, -
> Pper)

akukan pekerjaan b,
Uan hukum

15 ter
utama

cebut  semakin mem
' perl{'uat

memperoleh  kesempatan gay ma
n

persamaan dan keadilan, benar-benar

Meskipun kehadiran organisas;
satu-satunya pihak yang paling be;
tugas bantuan hukum khusus bagi or
cuma. Tetapi mengingat visi dan misi
hukum sejak awal adalah dalam ja
(volunteer), maka sangat bisa dipertan

Kehadiran pemberi bantuan h

Daerah bahkan perlu juga diatur da

-, .~ Rantuan




- perintab Dacrah tiagy
v SOty

E:enll)ll}"‘a'an dan UuUp

P

- ang dianggap baik.

s,
Tujuan kehidupan bemegara
| mangkan dalam pembukagn pemb:
| sebutkan bahwa untuk membent,
yang melindungi segenap bangsa
Indonesia, dan untuk memajukar

kehidupan bangsa, dan ikut n

berdasarkan kemerdekaan, perdam

Arah landasan filosofis untu

- masyarakat miskin adalah memtb

kepada masyarakat yang memilik




I.li,uhln;{:n'l;
(‘I

])
Hastian hukum yang agir-
kel ,

[akuan yang sama dihadapan
serlé

mminan yang demikian perla ¢

5 krum yang demokratis sertg

‘ od governance. Good Governanc
ps I

iﬂpcrhaﬁkan hak persamaan se;

iudkan pada level pemerintal
yu) *
ﬁgambll kebijakan Sektor Pubiik |

Lnomi lokal, dan kelompok civil sd

gsyarak sangat strategis untuk

' 1 emba
Mokratis sehingga mampu m

il
Fmbangun pemerintahan yang bers!



i1

Slication of the lois et
i ",,'.
12

apf
perwujudan dagg _
wed)- , Lo Pringiy, |

perindungan

Jan huk
| amya
shwa setiap  warp;
qan Dt B Degara
e pukum harus diberikan h:

(,mudahan akses untuk menyeles,
:,darnPi“gi oleh Advokat guna rnenye
ik melalui jalur litigasi maupun
|k mampu membayar jasa Advo
enye!esaikan perkara hukum
endapatkan bantuan nukum seca
pegara. Hak masyarakat miskin w
L:h diatur dalam undang-undang,
'0m0r8 Tahun 1981 tentang Kitab 1

Fisal 56 ayat (1) menvatakan "1

Gsangka atau didakwa melakukan

,’mdana mati atau ancaman pidana !



vl Basis data -
1-151”"“”) ‘ data Tey
A
il 3 »
l 1 1)}'1}]“/"»] [I(’);;{‘ am P)(,‘.
P

a 8 (dcl:ipan) K(‘.Camat,

yal

M

.rﬂi'

— -y
H KECAMATAN BDT KEpy;
! TAHUN 2
/’, —_—
JHAYAN KUALA X
BANGAU KUALA -
4NDIH
ALIKU 2 (
LAY
tHAYAN HILIR 3.1
AHAYA,
4BIREN RAYA 9
WHAYAN TENGAH -6
INAMA TINGANG 3
TOTAL 11,

| peningkatan dari T

‘Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Pul;

bl 4.1. di atas bahwa jumlah

ahun 2017 -

-

4 o aedy e L& |



ngkan PEREIMa Ber, oo
:‘("l . e (\J{l}‘lt
.Qr;

i dengan bulan .
1 yal MC‘] 7
. 5’11” I Ta}lun O
" al dengan t
) Jllll : Septeml)(

1!_{ ﬁﬂ ;

REKAPITULISASI PEpN

KABUPATEN PULA?W%II;}?SB‘
BERDASARKAN FIN ALISAS?}'
DIREKTORAT PFM PERKOT)

U-NTUK ALOKASI PENYAL'URAN JULJ
o ———
o KECAMATAN —
~KAHAYAN
. | KUALA 1 _SEI BARUN,
1@ 2 SEI PUDAK

| 3 SEI PASANA
nn 4 SEI RUNGU

| 5 TANJUNG P
| 6 BAHAUR B/

| 7 BAHAUR HI

| 8 CEMANTAN

| 9 KIAPAK

| 10 BAHAURH
T BAHAUR H
- 11 PERMAI

En 12 BAHAURB

N 13 BAHAURT!
~——
! _PANDIH BATU | 1 TALIO __

1946 kK ~[ 2 TALIO HUL

. 4 N



13

12 SEI BARU 7

BADIRIH

14

TAHAI BARI

15

TAHAI JAYA

SEBANGAU

MEKAR JAY

PADURAN M

1
2
3

PADURAN
SEBANGAU

SEBANGAU|

4
S
-~

SEBANGAU

CE'RPANMCATT



ABIREN RALS "1‘“%
j,/ I PM\\% ﬂ
1T 7W5\2
- 8 TANIUNG Tapin | 30
AN IR
AL BAU By, ;
K W\ng\
T 3 BERENG RAMBANG 25
# 4__ BUKIT BAMBA 16
g 5__BUKIT LTy 43
] 6 BUKIT RAW] ST
— 7__PAMARUNAN 31
i I 8 PARAHANGAN 61
- 9 _PENDA BARANIA 19
B 10 PETUK LITI !
L 11 _SIGI =
12 TAHAWA =
TANJUNG
13 SANGGALANG 133
14 TUWUNG
BANAMA 5
| TINGANG 1 pavAT o
20kk 2_GOHA T
- 3 HANUA 17
. 4 HURUNG 7
— 5  KASALI BARU 19
u A# LAWANG URU !




- Ta Yaltu be 'Um]
keluarga, selanjutnyg Kecamg; Jumlah 1365

an
“hayan Kug, sebanyak 1186
keluarga, Kecamatan Maliky Sebanyak g

inas Sosial Kabupaten Pulang Pisay menentukan kriteria fakir
berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Sosia] Republik
sia Nomor 146/ HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan

aan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

lasan Yuridis

tlama inj, pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum

‘Menyentyh orang atau kelompok orang miskin, sehingga merekg
N ... .

I

!



Arah k(:hi,juk.'g::rm;m d.

mampu, d""’”“[”hp

” bagi  scluruh
)

f:”.“ﬂ“h kesadaran dan at -
.Uhan hUku Ujuan untuk

cdiakap,

ptingan hukumnya dj depan Pen
g

Wn:mn hak yarg dis

adi]an.

gebagaimana dik(:tahui, bahws "
€ne

_ - gakan hukum melalui Lembaga

ijlan tldak bersifat dlSkI‘iminatjf. Artinga or

74 Setlap manusia, baik

u atau tidak mam i
- a Pu secara Sosial-ekonomi, berhak memperoleh

¢laan hukum di depan pengadilan. Untuk ity diharapkan sifat
eJaan secara cuma-cuma dalam perkara pidana dan perdata tidak

t dari aspek degradasi martabat atau harga diri seseorang, tetapi

t sebagai bentuk penghargaan terhadap hukum dan kemanusiaan

emata-mata untuk meringankan beban (hukum) masyarakat tidak
semeta-

u.

.mbez 5 Huku _
lembaga Bantuan {ukum Bag Wat

ga Miskin,

tuan
arn Ban um

aanl hukum dalam Progr

« _ Lanentingan huk




ndang-Undang Dasar Negar, Repup,
al 28 D ayat (1) dan (2), Pasa] 28

«al 28 H ayat (2), Pasal 28 I aya¢ (1)

Undang-Undang Nomor 5 Tahyq
bupaten Katingan, Kabupaten Se
bupaten Lamandau, Kabupaten Pul,
ya, Kabupaten Barito Timur di
mbaran Negara Republik Indones

mbahan Lembaran Negara Republik I

ndang-Undang Nomor 39 Tahun 19°

m-baran Negara Republik Indones

mbahan Lembaran Negara Republik I



Tahul 2011 Nomgy. 82
" Tfln

ecsia Nomor 5234).

“]d()]]

Und“”g Nomor 16 Tahun o

017
negara Republik
Ne

| Lembaran Negara Repubik
Indg,

undang Nomor 13 Tahun 201]

1

.mbaran Negara Republijk Indone
S

1 Lembaran Negara Republik Indor,

ndang Nomor 23 Tahun 2014 tent.
n Negara Republik Indonesia T
n Lembaran Negara Republik
ana telah diubah  beberapa
ndang Nomor 9 Tahun 2015 tentar
Jndang Nomor 23 Tahun 2014 tent:
n Negara Republik Indonesia T

n Lembaran Negara Republik Indonc

n Pemerintah Nomor 42 Tahun 2014



gyarat dan Tata o
arag p
€

ata?
mbEr]’an

N4
Bant
Llan }_l Ban
u tuan Hyky,
m

/
r pana

@l
#5015 Nomor 816);

hu? 015 Nomor 2036);

rMeﬂteri Hukum dan Hak Asgs;
} s1 Manusia N

om
1ang Tata Cara Verifikasi D or e e
| an akreditasi Lembaga

Huk-ur[l Atau Organ]'sasi Kemasyarak t
atan;

nteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun

Me
turan Pelaksanaa Peraturan Pemerintah

ntang pera
Dan Tata Cara

) Tahun 2013 Tentang Syarat

antuan Hukum
elah diubah dengan Pe

Dan Penyaluran Dana Bantuan

raturan Menterl

wn Hak Asasi
turan Menteri H

erubahan Atas Pera
10 Tahun 2015 Tentang P
nN173

eraturan

—_— -






BABV

ArRAH PENGATURAN

' » D
iﬂﬁﬂf At

P
AN pAN ARAH PENGATURM.

gauan dan arah pengaturan qgq),
.nbantuan hukum bagij warga m;
" meliputi menjalankan kuasa,
» hukum Penerima Bantuan }
rang miskin yarg tidak dapat mx
i dalam menghadapi masalah hi

negara baik litigasi maupun non

pturan juga berkaitan dengan
Pendapatan dan Belanja Daerah |
lksanaan lebih lanjut dari keter

Tahun 2011 Tentang Bantuan !

.

1YYy T s - - - _.-”l\ln‘!ﬂgl



A

# - an

0 ketentuan pPoke
‘\dﬂl)ll k dalam be

gl perikut:
A5

UMUM
frE"TUAN

1eral adalah Kabupater,
;C nerintahan Daerah ada,y,
olf-h pemermtah Daerah d
fnurut asas otonomj

oroﬂomi seluas-luasnya g

eublik Indonesia sebagaim
;azar Negara RCPUbllk Indon:SIil: Td]
: a
Pemermtah Daerah adalah Bupat
pemerin—tahan Daerah yang m
xmerintahan yang menjadi kewena;
supati adalah Bupati Pulang Pigay
santuan Hukum adalah jasa huky
rentuan hukum secara cuma-cus
nkum dalam lingkup peradilan may
Jasa hukum adalah jasa yang di
Hukum berupa memberikan kons
renjalankan kuasa, mewakil,
nelakukan tindakan hukum lair
pnerima bantuan hukum.
Penyelenggaraan Bantuan Hukun
Hukum yang diselenggarakan ole
Pemberi Bantuan Hukum kepada Pe
lngan ketentuan peraturan pel

Bantuan Hukum.
-PF:.m'hm-: D teemonr LIl ym adalal‘l 1

ang p;
Penye
an Dey
dan t.uga
alam Sist¢




AR L Y o l\UI]diSi
=4 ’
.‘\1 & hak dasar Antar

p!” qan pendidilkg,,, lajp, K
11‘.‘" ‘h dan Sanitasi ’ Deke ¥

rSl 5 . ) tanah r]
pe n, dan p.amSIPasi > i

N ga miskin adalgy,’ o

pul dan memilikj

gau K

E(;]uar ga (KK) Kabup:t?; Tang
A]{I'edit.aSI -ada]ah Deng aloy
fing diberikan oleh qpncuan
iw‘(.'mbeﬂ bantuan hukUIn . ga y;

. €rs
pukurss ™

snggaran bantuan hukum adal:
pantuan hukum kepada pemb,
ketentuan peraturan perUndang
Dana bantuan hukum adalah b;
APBD untuk membiayai pelaks
kepada penerima bantuan hukus

AS

an Hukum dilaksanakan berdasa
‘“maan kedudukan di dalam huk
ndungan terhadap hak asasi maj
“"bukaan;

Fnai.




jana pantuan hukim.
,ql"ﬁlﬂ (1
“l‘]"qn;
‘l." .
A g a5]
‘ilﬂmmll-“”
J :
‘ 'A; bid“”‘l'
Il
qan pantuan ll})\{kum bertujua u
AT smenuhi ntyuk-
M in yang lema dan tidak apat akses kea:
(U pukum; Mampy eadilan .
]1311 1 ? am d
: menghadapi

"“q]'rqn nak konstitusional setiap wa;

ik judukan di dalam hukum;

U
ket i
)L
1" serlindungan rasa am :
1Udk:m P an bagl war < 1.
X mampu_da]am menghadapi permaSalahga miskin yang lemah
" jengan asas dan tujuan yang ditetapkan m dilaksanakan
:;aﬂ peraturan pel'undang—undangan- ses

{ENGGARAAN BANTUAN HUKUM

uai dengan

an Hukum diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada
«ima Bantuan Hukum yang menghadapi permasalahan hukum.
san Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
.rma dan menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili,
thela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk
mtingan hukum Penerima Bantuan Hukum sebagai Kuasa
iumnya dalam pemeriksaan baik di dalam pengadilan maupun &

uti

ZPeradilan. 1) meli
Tasalahan hukum sebagaimana dimaksud pa'((ii;lgactiz(m) masp ah
2l ’ e

“ah hukum keperdataan, mas ", Litigasi maupun Non Litigast.

“Um tata usaha negara, baik s€ enghadapi

% or - isili
7 0rang miskin yang berdomlf:makqud Pada at hukum
ha PR 1 " { .



~

et Hantuan llul{,“_n el

Illtlll

L
||ll]-,l|” ’ telah o U o
pn U ataua 1CF memiliki kerja
il y ApYy . ’ :S“ 2
alam  DIdAnE penangan,, hul:nd dengan p,
ydang-undangan; UM sesya;

,‘I]‘I el (1!
tau sckretar

k:m[()r a at yang tCta
Fi P dan pepy _
ll Cnpurus; dan Fudukan
,l.Llhk'i program Bantuan Hukum,

i dapat m‘cndorong terbentuknya Lemt),
I menuhi kctcnt}lan pPerundang-undap
wf,ﬂq'n hukum litigasi.

" ,n Bantuan Hukum secara Litigagj s s .

"ij:rllas:ll 5 ayat (2) dilakukan dengai car:::b e dakend
gdampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari
ngkat penyidikan dan penuntutan sampai dengan perkara
mpunyai kekuatan hukum tetap;

gndampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses
ymeriksaan di persidangan; atau

endampingan dan /atau menjalankan kuasa terhadap Penerima
zntuan Hukum di Pengadilan.

i pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi
wakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
APen.,

82 bantuan hukym
gan dalam melakukan

.-riﬁan Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan olehdA:/v::\::\l:
ISlatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/ate

“Yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum. th Pemberi

M hal s . dalam wade :
. Jumlah ang terhimpun i)
Ja‘n Hnlrn«h.. 42 ,édvo%sﬁt. _]yn: rglﬂﬂ oan banvaknya ‘]lll;rll‘l};] ,.F)‘e.l..]ennlgl



WA
p

|

IJUkumnl)C:?:’}:(;d'i 1

h tme - iiady ac Vok
ek . at
' r}fultas Hukum;

ﬁ

dralega]’ dog

jay . >

7~ dari Pemerintap, Daerah Ntyk M,

.“;ﬁﬂa ¢ dksanakan Bant

f . formasi dan. atg lain devns Uan
an 1 Instansij lain

gnfatau

el

pen]en'nt
L ntuk kepenting:hn’ Pemeﬁ“tah
" dengan ketentuan DeratUran Demnd
;a1 B

Dembela
B Undapng, elaan

yfantuan Hudaum,
;ﬂ jawaba_n ter’tuhs
;;nman Hukum dalam
:wéanman Hukum g
- 6ia usaha nepers.

berupa keseqj an atgy Peno]
Jangkg wakty ang itentukan; dan
€cara Litigagj dala;

0 Hukyym berkewajiiban u_ntUk:
“gani Surat Kuasa khusus;

i p an is kepada
dna anggaran B tuan Hukum secara teftuhs ep

h B angkag Daerah yang memb'dangi hukum;

Nrenan H l i tuan Hukum
3 " t kepada Penerima Ban

. tuan ukum

1 kekuatan
mpunyat alam
1 d /atau telah mfa I,)ﬁtpmnkﬂn dala
"KafaHYa selesai dan — ITelmaen wa
‘_ . - i
P eSUaji stan i



panBt T T Pay g
NS 1 .
u” nﬂ" i TN
P, \
"Hl‘,m' T
_ ) g [
; wﬂlm'llna B.’-ll]tuan I ):a:,r',,})
‘ﬂll I}antu . 4
| q
a™ 4 bukti a Hy,
:ﬂ‘j‘]kd’ll:qn ke 1(21111 keteran ;
f\,‘,nﬂ}"'“ a d pPada Pembe 8an Seh Pad, b
“.mnnaSl an keleran anl‘l Bantuagai Mmbe
i A% q ¥ 3
O etentuan yasoe WAl beng i o, "
qhi kete an yan a rq ten
e n oleh Pemerj S berlaku dhu.ku"l yan le“gktang buky
apka Tintah mg o 9 biggy YANg g @D mey, 1 s
| HPun pe, "8 Bayy, dang gy TEenai
Um 4N
A aerah_ Yang
serian Bantuan Hukuym haris
sdar bantuan hukum Memenyp o
wanakan untuk Penanganay, - ana dimakgygq pad&nhumm
: a ayat (1)

zman hukum secarg litigasi; dan
wtuan hukum secarg nonlitigasi

4

# bantuan hukum secara litigasi sebagaimana dimaksud dalam

Jayat (2) huruf a, dilaksanakan dalam penanganan perkara :
g,

‘@3 dan

‘Vssha Negara.

15

fiu-f"‘n Hukum secara litigaSi dalam penan%a:ar:i e
#mana dimaksud dalam Pasal 14 huf’l:i. ,

~:m & bantuan hukum yang berstatus sebagat

oy BKa;

Q; atayu hukum. sud pada ayat (1):

\ W
id . aya
‘-'imanang VEng mengajer upse};)agaima"a menJ&

: u
m sebagalmana .ngan dan/atﬂ serta Pelld‘l‘{‘l'

' dim Pada tahapan pend

o

rkara pidana
pe  kepada

amp! puntutd? meriksas
Ulai gars g3 idikan,

[ ai dari tingkat pery! dalam

i t

g menjalankan a_‘sa. a

an : n

s yang dimulai_dari Y
AN A OKUM BA

EMIK DAN RAPERDA BANTUAN




asasl serta yp,
ot gundangan.
oglb <1
”ﬂdd memberikan

"]Iﬂ -
gl | ,‘,H]. \
,akll “,,ta” surat kuaSa;
abUe
.:'xﬂ' I)(,rkﬂl"a untuk n]enda
.;ﬂ . ; -

:1.11(,111\-5(1311 dan Pemby,
."Fﬂ mzlﬂ dengan

aAyq

("]

n:‘“lqumpingan Pada ’ lkan’ gkap 1 do

ade : - a e 0
};;erik’saan dip er31dangan,p peh}’idik “Untman Urgen Jang
" - . > an an & >
\wpuat{anu kil;ifepm, duplj) dan o ) Nungy, /atay,
b n 1 b4 edO‘ S
i’ - - ' 8u at
ﬁ( Qhadll an saksi df;{n/atau ahli. Na kepentin ay
\q'{ya hukum bandmg, kasasi- d, e pe"eﬁrna
e 1 » Va
:mdakan hukum lain S€sugj ket N atay
qan hukum  sebagaimg, - dimae Perunqapg
+kan kepada : Sud pag, ay;ndangan.
qdak pidana terorisme; ) tida da

ndak pidana Korupsi
siak pidana pembunuh
ndak pidana makars;
=idivis;

mgedar narkoba.

an berencana.

16

sruan hukum Secara litigasi dalam penanganan perkara perdata
4a-mana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, diberikan kepada
“ma bantuan hukum yang merupakan:

“ggugat /pemohon;

“figat/termohon. at/pemohon
1 memberikan bantuan hukum kepada penggugat/pe '
m}: bantuan hukum melakukan

“buatan surat kuasas;

il 2 - k
Tperkara di lingkungan pemberl baﬁomng,r;-hu afi
"1 Uatan surat gugatan/surat pel;imzumen ;rang berkenaan deng
"Zmerﬂ, Saan Sel kapan Q

ke uruh keleng .

iuses Pemeriksaan di persidangan;
aftaray, gugatan /permohonan k

¥ng li penerima
b

um;

“Mpingan dan mewaki

pl" . penerima
“”an;dalnpingan dan mewakill P aksi, dan atal
"ksaan dj persidangan; bukti, 53Ky esimp

bﬁnyiap irkan alat li
‘-t dan menghadirk ik/T€P

Ty dup!

Alan gugatan/jawaban,
} A wARGA
' W"\"\H HUKUM BAG!
AADEMIK DAN RAPERDA BANTUAN




.. DErat
q secara nonlltlgas.i Nrgy
,’;L"”l{ b, dilaksanaka
7-,111‘]’111 hukum terkgj
Jan huk SClarg m . “Kat P
- pantuan UM melyp,, - I’:lonl“ Perdqq, ™ Pary . 95l
.\"I ed\ .
1ta- - lasl s
\--’ﬁkl para pihak sebagy; dap, kg Qila

5 on an
el : . an SUlts.. 'akg
o medi . a g; ta n
| mclc‘lu‘ asi/ Negosig S dj si

t4
Pk

i dibuat dalam berity acary y,

a.ng dltandat yang

zbantuan hukum secara litigasi dilakukan oleh advokat yang
‘¢bagai pemberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud
53 19, .

4 bantuan hukum secara nonlitigasi dapat dilakukan oleh

i hukum yang
Paralegal, Lembaga bantuan dan konsultasi e

arakatan
; . lembaga kemasy

zgdg Perguruan tinggi atau I o ultas hukum.
“bidang bantuan atau mahasiswa

x M
“PERMOHONAN BANTUAN HUKU

] ermo a
5.~.iar§tuan Hukum mengaJukt?;: Hukum 9€ 8
e S ke ad beri Ban . B
g, Pada Pem dilegali®" " taka
alan

Widear..
. e . . an
iy Nlitas dir yang sah d erso
5%t mengenai pokok P
‘,M
t GI W
K A AP CRD A BARTOAN HUKUM BA




an copy 1AW salingy,
ok
u &

" 14N
| ot X
;‘ irkan Surtatl Keterangan Migk Yang p, k
P ketahuil Skj > Der

ap an dike 23 oleh Kantg Dlin darj | ®hagy
e 1ohor’ Bantuan Huky, ‘Mag g g}y Mgan
il dapat melampirk Ada aya Milikj g

an; t (]) SUrat
n kesehatan masyarg), hung Ke

f Hll}\
ok na
an Jangsung tuHai;

L ﬂ'li
A atd

kat- 7
a ’ Pemﬂhr)n

| Tl . »
.1'\,[11' Onesla plntarr
;&'11" OnCSia sehat;
:‘ulﬁeluarga sejahtera;
Cf; perli hdungal S?Sial; atau

"'f'l;men Jain sebagal pengganti surat keter.

W in sebagaimana dimaksud paqg ¥

gan mijski
e el 2 ayat miskin.
* curat keterangan dari: (4) huruf ; dapat

.Jaa P ]

T Kepohslan yang memeriksa perkar ah

;7;3;;111 Kejaksaan Negeri setempat padaap?:}? tahap penyidikan;
\ ap penyidikan atau

., pengadilan egeri atau Ketu jeli i
Jua P bg . warga miskin a Majelis H?klm yang memernksa
.jera bagi g yang pernah menerima bantuan hukum.
mila Rumah Tahanan, _]1ka penerima Bantuan Hukum adalah
pernah menerima bantuan hukum bagi warga miskin,

janan yang
=da Lembaga Pemasyarakatan, jika penerima Bantuan Hukum

i:h narapidana yang Ppemn
g miskin; atau;

wtuan Pasal 21 ayat (5) huruf n ¢ berlaku tcrhj;idp
+ma bantuan hukum bagi warga miskin yang sedang mer) ani
“lksaan perkara pada tahap pen idikan atau pemmm.nm;,mcmm
“uan Pasal 21 ayat (5) huraf d dan e berlak tusan
“0 hukum bagi warga miskin yans tela

{;dﬂan berkekuatan hukum tetap, 1k mampul menyusun
| hal an tida e gvél

14 Pemohon Bantuan Hukum dimaksud ada @)

'ﬂ)n .
iuhoingn secara tertulis seba}glal;"an ocara lisah - (g) harus
.. d8pat mengajukan permo 0 da ay¥4
> ud P 1.
: a dlmaks ituan Huku! oleh

.'moho 4
..: n li 1 ¢ . ke » e

Tkan, s sebagaim peri B! - kan
' : Pem apat did) _
ity dalam bentuk tertull O}Ch erkard 1}4"ang d:gddiatur dengal

~Hdn .
g lebih lanjut tentans J?n‘i,safga mis
19 s
M i | l'

ah menerima bantuan hukum Dbag

a, b, da

gy bantu?m hukum bag!




Iw,ﬂual:dllukum wa;
vﬂp’kﬂ wrasELL pah“g ]arnb Me
P ohonan Bantuan nua 3 " S
v Iy
] })011]10]‘101181] Banh_] kl]rn. g)a) }]Zr!’((ﬂ‘

" na
M pantuan - Hukyp, Was
1~ gecara tertulig at iy, Um te] Ua sq,;? Dey,

1

. 1’('

nal Pemberi Ba
T i Nty S Ty,
a dimaksud p,. Yan HyjMa § o Dagay e, arg,

man da )
a pantuan Eukllrn. a dasark’anpemb?yatabzhkera "k
" ermohon N ok ]

nhal P an Bantuan Uray kBamuan‘(s% »

IR .

i wajib men(;})enkan asan

: waktulylz)ailll‘lgl t(?ntukan l_f)erlc) .

quan 1€ .anJUt nen .0 Onan g N B

.ﬁﬁ hukum diatur dalamg;;?tu dln}'a Carg tert - 3n—tuan
fan Bupatj.an ¥ drat

§GAN

ratuan Hukum dilarang

ma atau memintg pemS

ot 2 _ ayaran
zu pithak lain yang terkait den

Bs

f,f,‘nman Hukum dilarang: | |
*A\fn atau menjanjikan sesuatu yang bemilai sebagal bentuk
)a

oD kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan

rekayasa permohonan Bantuan Hukum.

]
Vhan BANTUAN HUKUM

intah
N oleh P emer™
lqan B “sal nggarakan ania paeratt
Antuan Hukum yang dise’e dan Bela!
berg d pendapatal! Angguns

! ari Anggaran Ah .
L, Ra rah. pn, pertangss
iy le - kernaInpuan keuangan D ;; penganﬁ?r a peratur
dia
kum

bi 3 5
; Sertalh lanjut mengenai tata ¢ fid
‘ beSaran dana Bantuan Za0, 2099
"' TEN PULANGPI '




paerah melaky,)
an

atd an Hukum. De“ga
') sebagaimana dim g, "
| 5t an terh S
A Iﬂ:lﬂtau adap pe
}1(

”ﬁ;fasi terhadap berkag Pro
Al “qﬂ ]{Ukum; dan/atau Seg ber

*fwﬁk asi terhadap dugaan
B yang dilaporkan oleh penyiIn

Jn , :
‘Lﬂqn jebih lanjut Menge, Masyar
i Pep,

S
uq

a.n terh
aq,
b

Pag 4
. P ..
gt (1) i

\
J
\

Pap
ga
kg

awas

iy
nﬂ

\(SI ADMINI STRATIF ®Tat, fan

.garan terhadap ketentygp, e
;23 dan Pasal 24 dikenakap, atur g
s adminstrfanf sebagaimang dimaks Iistrati alam Pagy 2
?gjfan teI'tUhS; ud pada ayat (1) be

istrasi sebagaimana dim
zrran Bupati. _

TENTUAN PIDANA

4
erbukti melat 3

n3 huruf &

“la Pemberi Bantuan Hukum t .
. paling panyak RP-

Fla
&imana dimaksud dalam Pasal da
(J;(i)roa Paling lama 1 (satu) tahu? atau det

) ) . ah). . fma a@y = d
;‘pabHOOO,OO (lima puluh juta krtllfr: erbukti menefiM? * " gimaksu

et aim tuan

*—3\{, a Pemberi Bantuan Hu ukum setl)?gd keten
i dtll k . Bantuan . sesua.l -
B €pada Penerima ! pldana  ketenttd”
fa 258l 23 huruf b dianca® lang8®” 1 pidan

n.
I>eI'L‘lndang—undall‘lg?:I ukuma] tzf purt

pas

ﬂ“&bila
Yagag Penerima Bantuan
Ana dimaksud dala®




\\\
o
1 (sat, .
lama 1) tdhu

ng PHluh g, Bhay, a
o0 (lima ¢ S THPiap ' g,
1001 D”“n;{ b-
‘ . "”.V‘lk Rp

y PENUTUP
o

. sebagai pelaksanaan da o

ti se an er
hglama 1 (satu) *ahun Thitung @turg, Daery,
o ok Peratura ;I;rh}c:m i
. Inj
ah ini mulai berlak, Padgy tangg,, diundangkan
e :

mengetahuinya, el‘intah

orang kan Pengung
g erah ini dengan penernpatannya dalam Lembaran Daefiﬁ
)8 pisau.
ylang




rupakan sala), S;
i 7 l T l’(""lll( }
| v ]'lk
. r w - s . ‘ .
.mllﬁlon-’-ll "“'W-ﬁljlbk:m iy M,
(= Cear, dn“’iia
q M. dng
akannya, N,
ar dan
kum telg i
ptuan hu h diaty, dalap, ber,
Crhag..:
gai pe
Taturg

,ndangan  dan Meénegaskagg bahw,

wrkan kepada mereka Yang tidak Mamp,.

perkaitan dengan pengalokasian anggarap Pada Anggary
z dan Belanja Daerah (APBD) dapat dilakukap sekial
a1 lebih lanjut dari ketentuan Pasal 19 Undang Undang
Tashun 2011 Tentang Bantuan Hukum yang menjelaskan
“(l) bahwa Daerah dapat mengalokasikan anggaran

apatan dan
an ku dalam Anggaran pendapatan
- Bantu - i ywa Ketentuan

gan

al
, t menje
- Avat (2) pasal terseby Hukum diatur den

tuan
i . n Ban
Tengenaj penyelenggaraal

':' D&erah




}_‘)
cra
seg

eraturan Bupatl sebaga, h“‘ntUk
an engatur tat arg bantu " h“kum
7111 g |
) enan ‘
W . lang Pisq ;
. ' Kabupaten Py
as 1 '
"gﬂ . OSes konsultasx bubyjy, Sthing, ,
o Pr -~
| o masukan al pe
. mbemkan Pyj Plsau te tang
i e
d1s dapat m ™ Kabupaten
| Dae
) ran -
Peratu Warga
; Bagi
kum
Hu
i

td nK
te

a-n

a—n

n

dan

n

rU

Daerah.
zizhan




Akq

983: Aspek‘ASpe
'-'C(I‘ﬂdalia PTCSS, Ja kakrtaantuqn i
{ ) . . l-lku
,.:lono I(\idi:lc;\a?(;\i }:Iarlant() 2009 m d; I
:i ~ a7 a-]u) B 3 »

AUS andung. Ba’ltuqn Hu, A
f:ﬂdidikan Nasional, 2008 " dan Hay

" L2 Ka
«ia Pustaka Utama Ryjg; Keenrgnﬁ . Bahgg
» Jak

06. Poko
‘POkok F
m ] . s
ndonesuz), PT G;ﬁteg;h;: [Apa
staka

-"",Bi'jo dan Sidartha, 20
gmana Filsafat Huky,

5, 2004, Penerapan KUHAP

%6, Gerakan Bantuan Hukum Stukturd, Program
“&na Universitas Airlangga, Surabaya.

na

‘:';id_].On, Perllndung an Hukum Bag1 Rakyat Indonesia, PT. )1
._;abaYa:

- Bandung.
#2000. Iimu Hukum, PT. Citra Adity  pa
citra AdDE
i kum,
kusum‘), 2009. Penemuan HU




l ’
| 5 Tahun 2002 ten
,n‘” aten Seruyan K; i
\ ‘]l)lll » ’ ‘j])‘
M apaten Pulang ..
"]]) e ;,) I 15
i I;q]‘i Nnmur g I?
T v | l\’(‘})Ul)]ik In i roy
‘N(!‘l ran N(‘["]]"} R tlo (\gia K
1 ahare 2ara Repy 02 Ty al;
em pUb]Ik I a]’]u Mapn,  Un
Ndoy. °N 1o tan & Ray,
; Ya

{O

- 39 Tahun 199q ¢
en

on? Republik t
wara IN 1 a
Neg Ndonegj, m& Hay

I paran Negar

;nl"") gara Republik In ahun lgASasi

10T 18.Tahun 2003 ten tan aN Moy

mdoncsi}ad'l‘ahl,l_n 2003 Nomi I‘f\ggokat (Le

4blik Indonesia Nomor 4 > T

! 288) AMmbgy, N
. an Le

\
hA)
\

\

' T

:%(gdfljlgaih u(?gi?bl ! tentang Pemp

28 ar €

111 Nomor 82, Taxnb:}l:anNegara Regltil;?n Peratyran

;Nomor 5234). Lembaran Negg{r lgdonesia
a Republik

fomor 16 Tahun 201

“ 1 tentan

_&iﬁ%r; Rellvaubhk Indonesia Tahlign 1233? ;uan o 10
an Negara Republik Indonesia Nomcﬁosm:J?lrS)wS)

\mor 13 Tahun 2
¢ Negara Re 011 tentang Penanganan Fakir Miskin
el publik Indonesia Tahun 2011 N 83
‘mbaran Ne - 4 omor 389,
gara Republik Indonesia Nomor 5235).
.’\.omo
mNer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daersh
q Iﬂgnara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor '-’514’
g tbaran Negara Republik Indonesia Nomor 55?31)
“ang i{,ah diubah beberapa kali terakht nd{\i?ﬁﬁa
-gqang\u I?énor 9 Tahun 2015 tentang P e’;uba @ tentand
;} . 20g Nomor 23 Tabhun <o " ndonesid
g derah (Lembaran Negara © ara b
Lembaran Neg

iy o

Nom()rnéor 98, Tambahan

“"lah 679). Tata C&F

, at dﬂn a tu&n
entang SY2 0 %gﬁoxﬂof

y 1 No
) Bang‘br 42 Tahun 2013 P70 an
by Man  Hoakam  dan PeRY2 panun 2t




R A |

e  Neg,

het

1 ¥
1"1{] . ,‘f(\ ,

q ‘Du}‘)]

| gum dan Hak A ) 'k |

I aran Pelaksap . Si M "l
,ffﬂm_atura Sa Sang Pe aan »mrm

' a tentallg OSyarg Taty,, A !

{ t t dan T tllran N()rh Nufn,)r

0 penyaluran D

] . Aty P

41" ﬂdoI]CSla anun 2015 N antuanara P(}::]mah ahlln 9
be . NQ O]

il 0 H
Or V] 5
1, palam Negerj o 816). kum ( arn Hr:;): 42
e >~ J In g Ya
A IOdUk I Or ? n
.nhlLaﬂ P Il.lkum 80 T, Negar
ahy, 9

A hun 2015 Nom Aerg
<18 Ta or 2036) . (Berita nN 2015

.{g Tata Cara Verjﬁka si Si
° Hukum Atau Of i
P 8anisgg; akreq; 12

SaSl Kemas edltaSi hun 2013

« Hukum dan Hak Asas;j
wntang Peraturan Pelaksg
.42 Tahun 2013 Tentanan far ah
szn Bantuan Hukum Dy, l% Syarat Pemeringyy,
.j?sebagalamana telah diuel?gh u
sHukum Dan Hak Asasi Manl.lsia Ngan Peratyrap

fentang .Perubahlen Atas Peraturan M;nCtJr 63 Tahyy
nter Hukym

lenterq :
I Sosial Republik  Indonesia  Nomor

X
Misl{'2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan
M dan Orang Tidak Mampu.

U Ppe,,
Per“t‘u‘an Daerah
) K 16 tentang
""Hlll?uta Banjarmasin Nomor 8 Tahun 20
.o 2 Untuk Masyarakat Miskin- 0016

:"‘H‘llgl: Paten Lamandau Nomor 05 Tabu?
| m yp Miskin. tuan
ﬁlK()ta tuk Masyara—l(at 8 tentang Ban
‘Ra&i Wsurakarta Nomor 3 Tahunl o

arga MiSl{in- 19

\




YAN o
G MAHA ESa

Atas perling

lm; Ungan dap Devlalngr

Puan ek()noml b

alahan hukum a8 warga miskin

- ketentuan dalam Pasal 19 ayat
6 Tahun 2011 tentang Bantuan
Peraturan Pemerintah Nomor 42
at Dan Tata Cara Pembenan
aluran Dana Bantuan Hukum
an Daerah tentang f?aﬂma"
Kabupaten Pulang Pisau

angarn sebagaimana dlnrl)é;:;:S
dibentuk Peraturan era!
"y kin di Kabupate

i Warga Mis

ublik
Dasar Negara P
e entukan

Fer ten
tcntaﬂg Kabtl pa
n 2002 -
Seruy:

paten .




4 Kabup.
qrn‘lra’ updten
Fe L'
E’jwpgter:] M,;Jmng ya"" (
’T}m‘ﬂ’“”faso NeBah - (> Kay, @y,
f‘hun ]9\ Omor 18’ Trnbal"
r'/zioﬂcsla Nomor 4966}- a'“bah
rrldﬂng,Undang NOm ’ an
U usia (Lembargp,
M'mor 165, Tambga},
]GJ;? or 3886); i
lmdang—Undang Nomor
| gembaran Negara Rep, I8 1
K ibahan Lembargy, UK Ingotn
4288);
Uﬂdaﬂg"undang NOmor 12
' eraturan PerUndang,Un p ahyy, 20;
n onesia Tahun 2011 an ltentangp
Republik Indg . Arap - tMbe
Undang-Undang Nompgy. - ¢'otor 5234, gy aLeRe"%&n
" yukum (Lembaran Negar un 20’ Mbaray,
105, T 2 Repuppy, 7 1 ¢
Nomor 290, fambahan Lepy Publik g ‘Nang p
yomor 5248); 4Tan I\Tegaraolil "R Tahyy Qn(;an
- yndang-Undang Nomor 3 Tah ®Publik 4, <11
fakir Miskin (Lembaran NegarsnRQOII tentan
2011 Nomor 83, T publik
amt)ahan Lembaran I{JndODCS]a TahLIn

9
one.. 20 Ndg,, ~ 29
Nega.ra I;Qesla T 03 tehtan onesia
bl ‘1 205 Ay,
t

Onesiy

Yomor 5587) sebagaimana telah di ‘
trakhir dengan UndangUndang Nomor ; EI)‘Zgux? ;%irgﬁmaki
“rubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
%publik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); -
“Praturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 ten?cﬁe?umn
ln Tatg Cara Pemberian Bantuan HUku;; ?;nhk Jndonesia
Y2 Bantuan Hukum (Lembaran Negi;aran Negara Republ

Yzlz)un 2013 Nomor 98, Tambahan e Nomor 10
nNesia Nomor 542 1); si Manusia furan
Hak Asa Jaksana ana Tota

M
T;;atur an Menteri Hukum dan

a p . u
Y, ‘€mberian Bantuan Repu
ﬁguan Hukum (Berita Negar® 108
Nomor g16);




“nﬂﬂ Me nto”
Ang Pe n]b“ntqu 1a], an,
k Indones; 0
1111 1a '] hu du

l\

\.
tU' an Mahkamah
,man Pemberiap gung N
."H”pu di P(‘ngadlla Yan Om
- hun 2014 Nomor 59)

},Umsan Menten

Dengan Persetujuqy, Be

amgy
SWAKILAN RAKYAT DAERAY o, -

. Upang
Np

Dan ULang PISaAy
BUPATI PULANG PISAU
MEMUTUSKAN:

ZRATURAN DAERAH TENTANG B
AN
WARGA MISKIN DI KABUPATEN PULANG pissy " 2

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

““Daerah ini yang dimaksud dengan:
*—clah deUpa};en%’ulang Pisau san p¢ "‘“ﬁ:ﬂu
“an Daerah adalah penyelenggal] n Raky fDa raf;]n oJuas-
\Tlntah Daerah dan Dewan pe rwakila an pno rinsip Otg [ndonestt
Wm‘ dan tugas pembanfuéln den}?es tuan Reﬁ:g Reputl
sistem dan pnnSIP Ne gaﬁndaﬂg Da asal
72 dimaksud dalam Undané’
e hdh];ln 1945,
t%h aerah adalah Bupat]
4}1an v Daerah yang

ang menjadi keWef‘ang )/

nggad
pe ny el san
r uruse
Uﬂsu an




i pPulang, ""*-‘!u
)i - :
! ad '“klln

| 1 , .
K sel , 0 ke,
1 dilan maupun gy cPag,
r' ('l = 3 ¢ £ -4 - L r . : ’

if asa yang dll)""ik- D(.rc( X '(:n’r an

I ,1].’lh J . 5 & a
Fod? L konsultasgj hul Ole

| ]Il ) r _ b . .
! ”](.n(l.nn]_nnm, Me

,"‘":‘Mh" k‘,])‘-lliir]{t:i]] l)uku‘ . a d' A .rna d
Uv.mll;,mn_mn Hukum ad ](:nerin;m Mgy et M,
‘ , 5 a a -14 h;

" an oleh Pemering,y TR0 b bang Wy i
ndan® U]? dangan di bigy,
' ual Hl]i ltJm acalah lempy, anHukngan ket

{Fmasyara aran yang mt‘:mben;g::l Bantuanum. €
meaupun di Sla(; Pengadilan yalayanan BanHuk“m "
) n perunda . n t
pe]"Syaratan

ra
aff n Hukum adalah war
Hlenghada bupaten Pulan,

otud - ga
mah dan tidak mampy dal
pi pe
at g
A dan/at,, tatasalllz{alﬁn
a

Um

} dalam perkara pidana, perd

Juokat adalah kode etik profes;i
sofesi advokat.

Jsh upaya penyelesaian masalah h _
.pnuntutan dan peradilan. tkom mela proses

4 adalah cara penyelesaian masalah hukum diluar poses

ad
vokat Yang ditetapiap oleh

zh kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi hak-
ntara lain kebutuhan pangan, layanan kesehatan, layanan
: pkerjaan dan berusaha, perumahan, air bersih dan
zah, lingkungan yang baik dan sehat, rasa aman, dan
L“ . :i1i di Kabupaten
“h adalah orang miskin yang berdomisili di

Kartu
temiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau
! kum yang

% Xaby isau; hu
, paten Pulang Pisau; . pantuan peri
“elah pengalkuan terhadap I ~h dinilai balh“’*‘m’;fnn.j
-!J,Leh lembaga vang berwenang s€ l. pantua’ h:taan,’da“
mtersebut layak untuk ;nf::r:n laporaﬂ»m‘ oy
. ) pemeriksaan atas kebe€ an HUKUTY | oten
;‘i:}rxlgAdiSerahkan oleh Pembenlzna;;tuDae Babe?
fggaran Pendapatan B€

pulaﬂg

aradl
eleﬂgg an
angeg®® Pogguai
si kum
ah alok2 hu
eri ba‘ntl{an 103
ndangarl’

b

h“ntuan hukum adal

'“fratm kepada pemb
Uran perUndang-U




ghindungag, ’
AL

l“\‘Q"I

; lam mye oAy,

\ 1 1l "" : ( ”."-'“‘l" .:'ll '
amtt AN Penye),. Y Y )
{ x\fl‘ . ']

{Yide

“’v‘
g, bey
AP gsas dan t u ' b

Yy Iy, il
| Uy, 'R, My Ra
an o YCrUndyy,,. n LT
:‘,\;(Ul'lr‘ l (i\‘ll‘}: ll'\(l- 'v“'lp tll"'l”'l 'll‘il(,"
e -mmm‘ (l,‘h\' ll,l.nkl,,” ! Ny
) \
' nl‘k;h:"h (1';4,,' "'m,,,
S, l.'h" [
Uy ',
ELENGGAJ i
‘L,.\x\ ll‘l) W 1 l.ql\/\‘[\N I} |
" Wiy,
hH
Paga) 5 Uky,
kum  diberikan olek

Pey,

' 1uKUuUm Wery

anfuan Hlé-lglal qi)rlsn en‘ghada; 8 an

: alankag k Suq al m
;:n menjala n Uasgy, Meng,. Padg  dhan i P,
:ﬂakukan tindakap hukUm amp; ) yaq m
antuan Hukum

laj Ak Mep
: Sebag,; deUntuk 1::;:;%"’» meng','fj;;“
.+ baik di dalam pen.gadilan aupl:lRSe} “Ukum?,gan hugy
"..n hukum sebagalmana dimgp,,. D di ly,, Ya
'ff_-mm keperdataan,

Ya o
Pady “adilay,
5 usaha neg&ra, ba-ik

di Daerap, :
J - - an .
e i pmud s e
-en hukum melalyj Pemberj bantuan hukyp, i
'ﬂg miskin ditetapkan sesy

ai dengan ke
#indangan. _ o
tlebih lanjut mengenai kriteria
2da ayat (4) ditetapkan dalam Pe

tentuan Peraturan

orang miskin sebagaimana
raturan Bupati,

Pasal 6

. Hukum
il Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan

raturan
ketentuan pe

. sarkan

v dapncnuhi  syarat berda a dimaksud pada
in an . a,'man

“t Per;lgsgri Bantuan Hukum sebag

“Dutj.

intah
pemer’”

0 dengan tentuall

'\'v‘.hl%k\lm; . -kl- kexjasama sesuaJ ke

1 atay telah memili anan huku®
o Jlam bidang penang

:kirundang—undangal?; ang tetaP d

tor atau sekretariat Y

I%gurus; dan




ran BARIUAN Hyg

p Iﬂg

F’asal ~

rong terbentu
end© kny, |

i ::,ntuaﬂ perundang., - p Lemy,
et
sk Hukurn SeCaI‘ -
Laptuall ; a thl .
4, gan dan/atau menjgq) an Ja: ;
’1?1” y]dlka'n dan penuntutan S kllaSa Van . akSud
0":]) kekuatan hukum _tetap; ampaj dep gd“nul
'Jﬁngan dan/ atau men.]a.lankan ky
an di persidangan; arq,, 352 dgy
" _san dan/atau m_enjalankan
hpﬁlglkum di Pengadilan_ Kuasa ter hadqy, Penerip,
fl
_,bﬂberian Bantuan Hukum, Secary Litigag;
.sesuai dengan ketentuan Peraturgp, Perun

Pasal 8

:Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan oleh Advokat yang
tbagal pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat
nitoleh Pemberi Bantuan Hukpm. b Pemsie
4 jumlah Advokat yang terhimpun dalam_ wa]ah R i
“lum tidak memadai dengan banyaknya o paralegil
ikum, Pemberi Bantuan Hukum dapat mere

‘zhasiswa Fakultas Hukum. al, dosen, dan

araleg ' 5
pemberian Bantuan Hul:nuaf;l(;lﬁj pada ayat (2) haru

“Fekultas Hukum sebagaim.al?g;h dari Advokat seba
@ bukt is pendampin Aimana
',')'dauktl tertulis p Hukum segﬁfﬁf“w
“a ayat (1)- . " Fak-ultas ean yan Bantuan
{ Dagzen dan mah?illsgrlenuhi P;;);rn di bidang
AL @ e memen
i




i n terhad
. ﬂlfrﬂf’“ ap
o Vo,

s
;}lyznff_’; ﬁj;t:an Hy, . Par legay d
a0 Hntah Dae,. e, Gy
quﬂl‘{asi dan datg lain | Untuk e ‘"%%:_-,;.‘_1
‘,gfﬁﬂsl lain untuk kepentin dal‘l Peme _ ak&ar;a o
raturan pemndang_ulldanggzl;pembe’;;tih;em ‘ e
L e, ity

.zentuan Hukum:

+kan jawaban tertulis pe

* Hé H ] esedl

= antuan ukum Secarg Liﬁgasi dalg tentyjan. dan
.ntata usaha negarg_ M perkara pgy,

Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 11

- Hukum berkewajiban untuk:
“1gani Surst Kuasa khusus; o st

"N rencang anggaran Bantuan Huk angi hukU® g

mfl&lui Pe ah yang membidang . Ban s

b B rangkat Daer }1'( " da penerimd .
antuan Hukum ke€p hy mempuyL ) pers

#1,

'anlkaranya selesai dan/atau tcu;ﬂg d]'tetap 3 ya'd
"lftg\ Standar Bantuan Hukum Y " ketef'df'g rkas3
¢ | Mangg . dan/a% " gens""

. i it
4 ger?hasiaan data, mformals(um perkd !
P €nerima Bantuan




ditangani ke,
<l

{,;ﬂﬂ(w n}7(] n ;

d
! Jantuan Huk,, 'temhk
}‘;ﬂ d’]g te ]a}] d]t gPSU{ 3 .
mYy U g Iy
,H"‘ a.nkﬂ" penye]engg'l alan Qn In
ﬂf’ (1‘1!’ ke,
1,1”‘11 peradilan g pel‘nbe
hfﬂ kepada Bupgy; ~ Perk Jan By
ﬂhu}\um' Melay; Pig
ik

Bantuan Hukum:
ermohonan Bant
ﬂﬂ P Uan g,

N

bukﬁ atau keterang an sep,
kepada Pemberj Ban aﬁ W

b ten
;utaﬂ dengan masalah h gkuc;:: dan le gk: ang bukt]
jletentuan yang berlaky g bl(iy 8 sedang gy, aPlnd el

merint ang Bap,
701€h ke ah maupun p emenntah Daerapy baik yang

BAB VI
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM
Bagian Kesatu
Standar Bantuan Hukum

Pasal 13

" . hukum
“ituan Hukum harus memenuhi standar bantual

dimaksud pada ayat (1)
a

:riua“ hukum sebagaiman
““kl?nr,uk penanganan :
W Secara litigasi; dan

M secara nonlitigasi.

Pasal 14 108




I”]‘-l]lll S(‘(‘.’H";)
[1 dﬂ‘.,l\'.\:xn;il\-;n, d,

A

]{ ‘Il' v
g, .
i i‘(‘h \‘\nhl .

.11

jal a1a.
AR Rvs L )
14 h‘ * D(\ “

pum SCCATA Titigag
il . a ke o il
‘l d“n‘ll\SL] d (i(ilanl S dl"("“
i hukum v; ay; Pe
w{l,gll Yang berg a] 1q g, |

:'j‘n"i';tl,lll .
yang mengajukan y, aya |
3:.].}{1111] Sebagalmana seb 1l1.k11l11 Wy
9L ) _ v e C N
, tingkat penyldlkan ! da“/atal lm‘iksw
7 alankan ky " Penygy me 14
4 darl tingkat Pertamg
ule - . >
_pukum lain sesuaj ketetyg,
~werikan bantuan hukum
t kuasa; » Pember; }
san sura a, an an uky !
~ara untuk mendapat masukay. " Belakgy
w2n dan pembuatan seluryl, Keleng
zn dengan  proses Penyidikay MR dokime, -
szan di persidangan; ' Pnuntutey g,
:piﬂgaﬂ pada tahap penyidikan, Penuntutan, dan/atyy ey
ersidangan; e
2zn eksepsi, duplik dan pledoi guna kepentingin peverina
£ hukum;
<ran saksi dan/atau ahli;
“fam banding, kasasi; dan/atau -
¥id - - 2 M H{eS (LA
¢hukum lain sesuai ketentuan pemmiimli\tl‘ 1)k
Hum sebagaimana dimaksud pada &%
“Pada ;
*;”_‘dana terorisme;
ang korupsi a
1’1 .
Mlang pPembunuhan berencand

'
A %na makar;
@

Tarkobaq |

W




ukumm S€carg litig
as

:/'jhd“(qksanakan da]éh‘)l S'?ba
2 B
Pe han- Urh«in
51! a gah% N
J, Negals: kg,
Ny

gqum Secara litjgy .
e S

jwan HUKUM yang berstag, quina”g%

; s

% “agaiy 4, iy e
; atey mengajuk te%gkabmka“ e

ang 4N upay,, h S )

uhapan pendamp i,
3

. ﬂﬂgkat peny]dlkan a“/ata g

1 ’ n Mep;., ~ Paq
alankan kuasa g un nj gy

enjal 2l Progeg ) Sejtlznka“ kuas:t )

 dari tingkat Pertamg . o Peng, 2 Yan

:;jukum lain Sésuay ketemat;lnggat b n‘ksaﬁn Ampip

_serikan bantuan hUkum, Pembey 1. 2 Perung,, gmg]lé kasag;
an

~nsurat kKuasa; bantya, By,
czra untukk mendapat Mmasukan,. Telaluka,
zean dan pembuatan seluruh, kelengka

Pan dokyy

zn dengan  proses penyidikap Okumen yap,
rean di persidangan; . Penuntutan
_:f;;sgjznanpgaa(ii tahap penyidikan, Penuntutan, dan/atay pener;
£n eksepsi, duplik dan pledoi guna kepentingan penerima
£ hukum;

<n saksi dan /atau ahli;

“fum banding, kasasi; dan/atau dangin
Lhukum lain sesuai ketentuan gerung:“g‘;t (1) tidak dapat
““um sebagaimana dimaksud Ppa

“ada ;

“Lang terorisme;

-“aa korypsi

]

5., a:
.’ff‘“a Pembunyhan berencana,

. ha makar;
*har, kobg_

109




P,
dgal ]f
J

secara ]jt‘ig']g‘
'1] L k]
Hgimaksud dalgp, " da,

ﬁ:’ﬂjﬂn }';‘:Joll(]lilm Yan g Me aga] ]qbena
pem Pakap, by, %y
_ﬂr(;ﬂﬂ()h()n. : My ba“ .
. an bantuan K o Pey

}‘\‘qn u i) k{i}
W melakulkan um kepaq be"kai Perg,
“":sufat, kuasa; a e'lggu kebaqt:
,:ﬁ;,a di lingkungan Pemt,... gat/pe

yrat gugatan/syr,, €M bay, Moy,

e
hs

: h
selurul kelengy, gflnn"hct):l]an Mk, P,

g o

¥ 'ksaan dl persl‘d dO :

Pl angap,. kume

f gugcalin/liermo}-}?nan 1’(e n Yang r

" SWakili pep - Pengagy,  Meng,

Ing ban ; engan

g0 dan  mewakj); pen. an ey,

qandi P ersidangan; ferimy b Py gy,

gdan menghadirkan gy p, - ey |
i, iy

pgugatan/jawaban duol; Saks;
j " - » dupljk . b dany .
4 memorl b.andmg/komm1 I/nrephk_d,ml esi;taualm;
«mori kasasi; atay €morj bangiy Pulan;
shukum lain sesuaj ket
- €ntuan
sgerikan Bantuan Hukum ke ggraturan Perundang.n4
msurat kuasa; -
mgelar perkara dj i '
@n sely kel hngkungan Organisasi bantuan huym-
merike ruh _Xelengkapan dokumen'yang berkenaan dengan
e daan di persidangan

an mewakili penerima bantuan hukum pada saat me-

an kesimpulan;

gy . .
5 fat jawaban atas gugatan, duplik, d i

o

'«irglag dan- mewakili penerima bantuan hu

; IPEI‘SIdangan; -
aan/a a ’embali;

’::’J .
o Menghadirkan alat bukti, saksi, o
"hllkr:on banding memori kasasi, atau pﬁ&l ail
- ? . n
7 lain yang sesuai dengan kete

undeulgan,

Pasal 17 _
i anan PO e
tehageu‘nn]l Secara litigasi dalam pen ?Z]g 14 hurt
f’lerjma Ana dimaksud dalam P?upakaw 0
W, banman hukum yang me




f tervensy, f‘
v,‘l -

perikan l):nn“‘_,”.
|

h

‘]5\1”' ;’.“-;l l“ |ln‘-’kllnp‘.” b -n h"]n
hll LS ' . . . e ) » & l
‘u(l“,mmtl.ltll (1.111/ma“ lnbeﬁ ) lay, by

1 . - Dy < 1),
“"“ caan seluruh ]((‘1(‘11 rkq)dndin h]tllﬂn Uy m

Oh - - . e e

A heriksaan dj Dergig. Pan Aoy, iy Uk, a

el ‘Sl(]qh ()1(1 n'St m
@ an surat pupatay /su.., Ban; Ume, araljf, !
‘ \[]"‘ ‘ ¥ - b rat 2 n ,
fl qaran £ patan / m(‘-nyam Pery,) Ohg g berken
‘h“ [h’l ]](‘g(ira; palkan pnan; aah denga

gl e ~&an
i inpan dan/atg 0
‘ mlll“m,’ n d’ll(l I)Cu mGWaki]i da] ho"an
v qapi < I : ¢
o perst 1] nel‘lksaan di :ll(li] Proge, i &adil,,
" an Sijg
-".ﬂ'q‘ ) S g pen . Sa]y +
Japan alat bukti dan Men hadirka Sl tape?nk‘
watan surat gugatan, replik g, kn saks; dan/g, Sahy
AL . = = eSI u .
@apan  memori _bandmg /kontrs mpma.n; ahlj.
“}qai/ -kontra memori kaSaSI; “Mmorj bang;
:";:kq]] I]Ukum ]ain SESUai dengan L & memori
sz ete
ndang,11n<:langan. Ntuan Peratyray

Pasal 18

n hukum secara nonlitigasi sebagaimana dimaksud dajar Pasal
2 () huruf b, dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak
. . 1 data.

ma bantuan hukum terkait masalah hulggm peram Laksanakan
e bantuan hukum secara nonlitigasi yang ]tassamkl_ et
‘keg!]:?‘nb a;nan hukum meliputi mediasi dan konsu

(98 u

iM;)Pr(li-lataan dimaksud pada &t ﬁ;
'r;kat;’m P.ara pihak sebagaﬂ_l;?a dengan para pihak ¥
“n melalui mediasi/negos!

il dit
, ta aca
Udiasi dibuat dalam berl

L

; a
andataﬂg“m Olfh pJI

Bagian Kedy Hukum®
tuan
Pelaksana Pemberia? par , bantus]
elaksan eri D)
m u
pasal 17 oleht Pyaut 8t
uka?  gan 1
¢ di]akuﬂukuﬂ‘ 1
ball C Cwsy dﬂpa an
h'ln.‘ -« -




L

a " tentu Me,.
}{i—lmgﬂn ke - Pergg, !

Pasa
20 hp, I
tuan hUkUm sec An "'"mp

pant” : ara 1. A
"!'Tj(b agal pemberi ban ty a htiga iy,

q N
119 ™ hu, 2 di

el m g\ Suk
“pantuan hukum Secar “hag, "

| ,a,fﬂngal’ Lembaga ban
' pda PErEUTUAN tinge;
i

¢
i

# A nopys

' Nlitig,.

a atuan daligl?sl dap, rnaj‘,%d}'ahg
pidang bantuan agqy, 24 lemy, sy i

u
ma“hasis

TATA CARA PERMOHON
AN
BANTU

Hy
Pagg) 21 Kuym

;"jpy identitas diri yang sah g

> : an telah dilegajig;

= §mgkat mengenai pokok persoalan gahs’.r’.

- yang dimintakan Banryn

“prkan surat keterangan miskin dari Lurah atau Pemenntan

"ﬂ

“Ngan diketahui oleh Kantor Dinas Sosial

:Jpemohon Bantuan Hukum tidak memiliki Surat !\c‘;‘f‘;ﬁ;’
.:;,D *¢dimana dimaksud pada ayat (1) hurufd, Pemohon
‘f;p At melampirkan:
0 demnan kesehatan masyarakat;
k. 2 langsung tunai;
qbéruarga sejahtera;
y; o8 miskin:
,, don .

‘\
“d

~
4

“indgpe i pintar;

y kelual_ S1a sehat; |

R Perliny dga sejahtera; o “‘jskln}uf ;. dapdt
Mgy, laj Ungan sosial; atau catk etcrangat @) hu

R la.in n Sebagai pengga,ntl su d pada ay 12

Mgy ketsebagaimana dimakst! o il
Crangan dari: |




‘ Jisian Yang me
A‘::;(;]kszlﬂn N(}geri meﬁks
“-{:H]-'{.]qn Ne .
e ! (I'gfi mge;: atay
O wargs 1ski
:N‘L'.‘;h Tahan " Yang Qtua M taha P
gt anan, jj > Pemg, Uelj P po oy,
ang pernah mener A pe ah m 8y ny; dm"k
.‘.nbaﬂa Pemas a b neﬁm enen‘ak‘}n ”‘an an;
(e _Varaka a"tu a R Mg 1 ¥ ity

a apidana yang p tan, . an p ang, b'int & me h
' kin; atau, “Map n‘:lka peuk“mfn HL‘% g Tk

lacgll 21 ayat (5 Chey nen‘m g kl]m k‘J;h‘a

fias ) hu N, Ma p Varg, 2

m bagi w uf o A ot By Bl
|um Dagl Warga mijgp; ’ b, 4 an gy, Mg, Mk,
i tahap penyidikan 4 n Yang € beyy
ukumm bagi warga m'f d dan tutan,. a
q rerkekuatan huku I1skin € bep Mery,
| m teta,. 0 t S
4 PemOhOI‘l Bantllan H ap; 8 te]ah erhada
gn secara tertulis sebl:ikum Yang e pr;?enma
..oat mengaj i i c ty
..p lisan seb . on Imak Pu

agaimana gy 0 SCCra SUd pag, " Mlsuy
i bentuk tertun opotmaksug pel ¥
- lehih lanjut ten 5 0!eh Pempa: P22 )
tang jenis pery beri Bantuana}y;‘t ®) han,
s I'Karg N

Yan ;

 mntuan hukum b

Brimats a

¢ Bupatl. gl wargs iski g dapat dia 2 ;
diatur dengac:

Pasal 22

‘Zantuan Hukum B
i o] WaJlb me .
~gKa . merik
:ﬁOh:’aktu palmg lama 3 (tiga) iaan!(‘zer{gkﬂpan pers'\ara_zan
;‘Pprmngn Bantuan Hukum erja setelah menenima
< permo )
| Bantuanonsn ]Bantuan"HUkum telah memenuhi persyaratan,
< secarg t . m  wajib menyampaikan kesediaan atad
NG Cllis Atas porbhadas sebagaimana dimaksud
.y “am jangka waktu paling lama 5 (lima) hari ket
g g mberi Bantuan Hukum menyat k“;‘l‘f;ﬂ
n Banmaksud pada ayat (2), pemberi B dari
'iBantu tuan Hukum berdasarkan surat kuas
4 pe an Hulcum.
beji r;anOhOnan Bantuan Hukum ditolakrara
y €mberikan alasan pcnolaka“ K JengkdP" . han
AR ang dijt d,'nyatakan (moho
4 €bih entukan permohona? "= ., syarat P°
ley Janjut mengenai tata cara 94
f diatu = Bupatl-
r dalam Peratura?

113

antuan
a khusus

ntuan
embert 7
: fertulis 42"




HAR Vi
LARANGAN

Pasal 23

{ukum di.]arang;
L meminta pemp

mll X ayar
ﬂihﬂk lain yang terkg;, de;m dary n
P]man Hukum; Ban e
! ckayasa Permohon
gantuan Hukum

W
}

[
A

ol

an pen . q
€n H
Yang " Mg Bay, fing 4. Wy,
t Ity 1
langgar kogan j
Pasa] 54 ® etil

o Hukum dilarang;
.n atal menjanjikan
»

BAB 1x
PENDANAAN BANTUAN gy,
Bagian Kesatu
Sumber dan Jumiah Bantuan |
Pasal 25
“ Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh Peme'ﬁm'&h
*sumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

“gan kemampuan keuangan Daerah. Ftanggung
< lebih lanjut mengenai tata cara penga"ggarzgia?ne Peraturan

‘%Ma besaran dana Bantuan Hukum diatur
Bagian Kedua

an
Pengawasan Pendana

rian
Pasal 26 - otiaP permb®
. -
gh ssan ter )
e"tua?lagrah melakukan penga¥ (1) meliputn, 4 |
g n. ayat 1
' Stbagaimana dimaksud padé
e




5
L \'ﬁrr . k o
T Bey;

; R.
il 1y > & <
.1"‘;1.]t(?f}]ﬁdap b('rkds prOs;(.. ”"U:m
9 jukum, dan/atau h }’(fr:, h
. erhadap Qupaay, Pen. Ya o
L : $ n
“,ﬂ';(bih lanjut MeNgen,,; Pe};]arakatsan Oley, Dgrk‘lhb "
i gawasan d‘ peh]ben Ql’nben
faty, Bant
Ay Yan
BAB X Peraturan
SANKSI Apy,
INIgT
RATR
Pasal o,
terhadap keten an g .

,;ﬁﬂ 1 ebagann
qan P asal‘ =4 dlker.lakan Sankg; adn?l % diaty, da]
;dmiﬂStr.an sebagalmana dim sug lnlStratiﬁ M Pagy) 1,
ptertulis; Pada ayay () "
galian semua dang g he

. ANtuan p,,
wsan Perjanjian Pelaksan o
zsi sebagaimang

1Bupati Pada ayat p(zl)nbdgitnlr fi?lum
BAB X1
KETENTUAN PIDANA
Pasal 28
~ f’embez-i B

. ar ketentuan
antuan Hukum terbukti diz:fiixnngiida“a penjara
i dimakeyyq dalam Pasal 23 };;li;uf;a nyak Rp. 50.000.000,00
Qb ; I:Ju) _::311;111’1 atau denda p & atau meminta

p1 . : menerima - naksud
terbukti m aimana it
by i Eantuan Huklélun; n Hukum seb{algdeng an ketentuds
) €nerima Ban idana sesudl
g uruf b diancam p —_— .
. 2Ng-undangan. ' dar 500,00
4 Bantuan Hukum terbI;b dianca™ 1, 500.00
4 Naksud dalam Pas aling b
4,e0) tahun atau denda P
"t "Upiah).




A0 o T
(”)(’

"”““‘I'

. «ebagal pelaksg
‘jama 1 (satu) tahunltlericm
Ity

a2
4
I'atu Inj
Pasgjg) 30 Tan Dae harus
‘i lai berlaky
ah i1 U Pada
e tangga] dju

Ndangy,

ang mengetahuinya, Memerip,

‘dmgan penempatannya dalamahLl;anb
Mbar,

Ditetapk :
an :
pada tangggz Pulang pisy,

BUPATI PULANG prssy;

¢di Pulang Pisau
“DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU,

cesovee

JMOR
» HUN 2019 N¢
ERAH KABUPATEN PULANG PISAU TA

116




Pl
. N ,’l'A(-.
;\‘,A.r‘

ATAr

W ATURAN ;
,\N”" l.)/\l,l{/\“y
/ \A“U;.
NOMO} T

.\‘“

']‘l‘,NTANG
UM PAGT WARGA pygpe .
| I
KABUPATEN
U

arkan Pasal 1 ayat
el (3) Uy

unesia Tahun 1945 menegask;nang*Undan

Hukum”. Dalam ne bahy., «> Dasa
ara hy 2 Neg mdﬁig:r-a
Mesiy

il
fard ; i
;']1.ak asasl Imanusia bagi setiap i Negary
kum. p Indivig,, teﬂna?ii e
aengGAraan pemberian Bantyap hak g
; warga .mlskm, merupakan upaukum kepady S
¢bagai implementasi negara h uﬁm untuk legara,
;serta menjamin hak asasi Warga negara ]
mdilan (access to justice) dan kesamaan dj }I:ezmuhanakses
xfore the lawy). adapan hukum
‘a saat ini, di KabUpaten Pulang Pisau belum ada Peraturan
ug secara khusus menjamin terlaksananya hak konstitusional
@ tersebut, sehingga dengan dibentuknya Peraturan Daerah

atuan Hukum Bagi Warga Miskin Di Kabupaten Pulang Pisau i
en Pulang Pisau untuk

“adi dasar bagi Pemerintah Kabupat

“n hak konstitusional warga negara di bidang Bantuan FUEE

“%g warga miskin. dilakukan belu®

M ini, pemberian Bantuan Hukum yalzﬁ ingg me“’k;

“yentyh orang atau kelompok orang rr:;a , ol
- ar

JMtuk  mengakses — keadilan ak-hak Ko™®

Upy udkan b Bag!
Juan mereka  untuk mequUdl;ntuan Hui(e];}rfadap hak bk
u 'nan

.',mgatUran : berian

4 mengenai pembe€ ami s
%oqqm Peraturan Daerah ini merupare’ insau' n ini elip au,:ln
;,‘aIWar . 5w . ten pulang paer elenss’

s ga miskin di Kabupa fu ny tatd
“‘;} Pokok yang diatur dala™ pearig fingkVP: 7, |
q &ngerﬁan, asas dan tujua’ nlllak 5, PE"
»:e“ar? ’bpernberi bantuan ht kznléa, 1 0 ftau;).

Y an n, tata e
T B e

an keteD W




~ L
| I’/‘b/\
’}1\1!

. 11S-
,i"‘icl‘l

‘1"'1 .
[paksud dengan agyg
o »t1a oran a

, setiap g Secarg b ap» ad

) a]

“'y'h;ﬂ
men
tm
)
Datm, bf:"fan hag
¥ A
' ".3'1

/% ksud d

! jmaksud dengan “agq ber

| oihwa Setiap orang meg, DSt |

L kum serta kewajib TiPuny,; hak ed“d“kan

0 hu J1ban menjllnju . an per]aku.dalam bl
8 g by 8 s, T

e ‘

,".:1 dimaksud dengan “asas perling

;'JSlah :lganlfglll dlzlah\;fl? Setiap orang diakuj s, Ak gz,

. a | Manusa e

¢ ber patkan bantuan dgp perlindy A Manusia prise

_?. i i Ngan -
4 memihak sesuai dengan martahat kemangusiaiang Sama sery
g, W2 & deao

Ungan terhadap

nfd

x dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah membenkan ases
ia masyarakat untuk memperoleh informasi secara lcngk;:e- benar.
1, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keacs 45

s hak secara konstitusional.

memaksimalha?

uf e X
€ di nsi® adalah T e
“erian Bantuan Hukum melalul P¢
arusd?
h mer'e!

NN ' . B
1klff efcktivltas ecal'a t?P"l
g di “q5a8 kurm $
By Imaksud dengan Bantuan H »

*llan tujuan pemberianl h b“hw:‘,wu”'
‘ 'ntas' adiln Jrud!
Mg akuntﬂbl ]cnggaja kﬂt.
glat akSUd dengan ‘ kegataﬂ ada m "
oy ) dan hasil akhir d&7 7 an kP

apat dipertanggun&a”




Cuk“p Jelas

4
4l 9
'Jcl\ukup Jelas

g 6
Sfaukup Jelas

a7
cukup Jelas

sal 8
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
paralegal adalah orang yang bekerja di bidang hukum khususnva

pendampingan hukum yang tidak sarjana hukum.

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

a9
Cukup Jelas

1 10
Cukup Jelas

111
“ukup Jelas

112



re-“a]

[

ayat (1)
puruf 2
Yﬂng dlmaksud t(‘.rSa‘ngka ad

atau keadaannya berdag al

ah Seseorang y
2

: / ark . ang kare
pclﬂku tindak pidanag an bukt; permulg;  kareng Perbuntan .y,
' Haan patut didugsy e
/A 8¢ );IV'“
Huruf b ’
yang dimaksud terdakw
. . a

diperiksa, dan diadili dj adalah seorang te

1t i persidangan 8 tersangka yang dituntut

Huruf c

Yang dimaksud terpi
s pengadila;pldana adalah seorang yang dipidana be
yang telah mempunyai kekuatan huk;i :rtsmkan
m tetap.
Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas

Huruf d . -
Yang dimaksud residivis adalah pengulangan suatu tindak pidana oleh

1 idana yang dilakukan
elaku yang sama, yang mana tindak p1
Is)ebelumnya telah dijatuhi pidana dan berkekuatan hukum tetap, serta
pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu.

Huruf e
Cukup Jelas







